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RANGKUMAN EKSEKUTIF  

 

Pelaksanaan inventarisasi emisi GRK Provinsi DKI Jakarta merupakan tindak lanjut Peraturan 

Presiden RI No. 71/2011 mengenai Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. Pada peraturan 

tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan inventarisasi GRK dilakukan menteri terkait dan/atau 

Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Gubernur, Bupati dan Walikota dengan merujuk 

pedoman yang ditetapkan Menteri, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gubernur 

bertugas menyelenggarakan inventarisasi GRK di tingkat provinsi dan mengkoordinasikan 

penyelenggaraan inventarisasi GRK di Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan menunjuk unit 

pelaksana teknis daerah yang lingkup tugasnya di bidang lingkungan hidup. Bupati/Walikota yang 

mendapat tugas menyelenggarakan inventarisasi GRK di tingkat Kabupaten/Kota menunjuk unit 

pelaksana teknis wilayah yang lingkup tugasnya di bidang lingkungan hidup, yaitu Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH). Hasil kegiatan inventarisasi GRK harus dilaporkan minimal sekali dalam 

setahun kepada Menteri yang ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat. 

Gambaran Umum DKI Jakarta  

Secara astronomis, Provinsi DKI Jakarta terletak antara 61̄2ô Lintang Selatan dan 1064̄8ô 

Bujur Timur. Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas 

permukaan laut. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 

2007 adalah berupa daratan seluas 662,33 km2 dan lautan seluas 6.977,5 km2. Wilayah DKI memiliki 

tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. 

Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2018 berdasarkan proyeksi penduduk hasil sensus 

penduduk 2010 adalah 10.467.630 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,07%. 

Kepadatan penduduk DKI Jakarta tahun 2018 adalah 15.804 jiwa setiap 1 km2. Kota Jakarta Barat 

memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 19.757 jiwa/ km2.. 

Selama tahun 2014 hingga 2018 rata-rata besaran PDRB atas dasar harga berlaku yang tercipta 

per tahun di DKI Jakarta adalah Rp. 3.233,2 triliun, sekitar 21% terhadap total PDRB nasional. 

Sehingga, dengan perkembangan ekonomi sebesar ini, dapat dikatakan perkembangan perekonomian 

Jakarta akan cukup mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. 

Gambaran Sektor Energi Provinsi DKI Jakarta  

Sektor energi merupakan sektor penting yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas rutin dan 

menjalankan roda perekonomian di DKI Jakarta. Energi dikonsumsi di sisi suplai dan di sisi 

pengguna. Di sisi suplai, bahan bakar minyak dan bahan bakar gas alam digunakan untuk pembangkit 

listrik yang ada di Muara Karang dan Tanjung Priok. Di sisi pengguna, energi digunakan di sektor 

transportasi, industri manufaktur, komersial, rumah tangga, dan sektor lain-lain. Jenis energi yang 

dikonsumsi di sektor pengguna tesebut meliputi bahan bakar minyak, gas alam, LPG, dan listrik. 

Konsumsi energi bertambah seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Pada 

periode 2010-2018, total konsumsi bahan bakar di DKI Jakarta meningkat rata-rata sebesar 5,82% 

tiap tahunnya dari 276.892 TJ menjadi 426.628 TJ. 

Berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan, bahan bakar minyak dan bahan bakar gas alam 

adalah bahan bakar mayoritas yang digunakan di DKI Jakarta. Berdasarkan sektor penggunanya, 

bahan bakar di DKI Jakarta digunakan oleh sektor pembangkit, industri manufaktur, transportasi, 
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sektor rumah tangga dan komersial. Pada Gambar 0.1 dan Gambar 0.2 disampaikan data konsumsi 

per jenis bahan bakar dan data konsumsi bahan bakar oleh masing-masing sektor pengguna.  

Berdasarkan Gambar 0.2, kebutuhan energi terbesar di tahun 2018 adalah sektor transportasi 

yang mencapai 47,4% kebutuhan energi total DKI Jakarta, diikuti pembangkit listrik sebesar 31,9%, 

industry manufaktur sebesar 14,6%,  rumah tangga sebesar 5,2%, komersial sebesar 0,7%, dan sektor 

lain-lain sebesar 0,2%. Selain bahan bakar, kebutuhan energi di DKI Jakarta disuplai dari Listrik 

JAMALI. Kebutuhan listrik berdasarkan sektor pengguna disampaikan pada Gambar 0.3. 

 

Gambar 0.1 Jenis Bahan Bakar yang Dikonsumsi 

 

 

Gambar 0.2 Konsumsi Bahan Bakar DKI Jakarta Berdasarkan Sektor Pengguna 
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Gambar 0.3 Konsumsi Listrik DKI Jakarta 

Gambaran Sektor IPPU Provinsi DKI Jakarta 

Emisi yang dihasilkan dari sektor IPPU salah satunya adalah emisi GRK yang dihasilkan dari 

aktivitas proses produksi industri mineral (industri gelas/kaca, keramik), industri kimia, industri 

logam, industri elektronik. Berdasarkan direktori industri manufaktur, di Provinsi DKI Jakarta 

terdapat beberapa industri gelas/kaca, industri keramik, dan industri besi baja yang lokasinya tersebar 

di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Industri gelas/kaca di DKI Jakarta antara 

lain pabrik yang memproduksi kaca lembaran, jasa potong kaca, pabrik botol, piring gelas, kaca 

lembaran dan pengaman, dan glassware. Namun, dari industri-industri tersebut tidak ada industri 

yang berpotensi menghasilkan emsi GRK dari proses produksinya. 

Industri gelas/kaca yang ada di DKI Jakarta umumnya tidak menggunakan bahan baku berupa 

bahan mentah seperti pasir silica, soda ash (natrium karbonat), dan caustic soda yang dalam proses 

produksinya menghasilkan emisi GRK, melainkan menggunakan cullet atau limbah kaca. Industri 

keramik yang berada di DKI Jakartapun bukan industri keramik yang dalam proses produksinya 

menggunakan bahan baku tanah liat. Begitu juga industri besi dan baja di DKI Jakarta umumnya 

hanya industri yang mengolah besi atau baja yang sudah jadi menjadi produk lain.  

Gambaran Sektor AFOLU Provinsi DKI Jakarta  

Perhitungan sektor pertanian pada tahun 2018 ini hanya mengkhususkan  pada sub-sektor 

peternakan terkait dengan sub-kategori fermentasi enterik dan sub-kategori pengelolaan kotoran 

ternak. Sedangkan untuk sub-kategori sumber emisi agregat non-CO2 tidak dimasukkan di dalam 

pembahasan karena ketiadaan data. 

Perhitungan sektor kehutanan dan penggunaan lahan dilakukan dengan mengklasifikasikan 

perubahan penggunaan lahan yang diterapkan di Indonesia ke klasifikasi tutupan lahan sesuai dengan 

IPCC 2006. Di mana berdasarkan hasil klasifikasi nasional, klasifikasi hutan di DKI Jakarta dapat 

dikategorikan ke dalam tutupan hutan mangrove sekunder untuk kawasan konservasi, hutan 

produksi, dan hutan lindung yang berupa kawasan mangrove; hutan lahan kering primer untuk hutan 

pantai, dan hutan campuran sekunder. Sementara untuk hutan kota dikarenakan pada tingkat nasional 

tidak didefinisikan sebagai suatu kelas penutupan lahan tersendiri maka dalam kajian ini berdasarkan 

hasil diskusi dengan Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman selaku wali data, hutan kota 

diasumsikan sebagai hutan lahan kering sekunder. 
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Gambaran Sektor Limbah Provinsi DKI Jakarta  

 DKI Jakarta merupakan kota besar dengan jumlah penduduk yang padat sehingga jumlah 

limbah yang dihasilkanpun (baik limbah padat maupun limbah cair domestik) lebih besar jika 

dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 

sebesar 1,07% per tahun, jumlah timbulan sampah padat kota (MSW generation) DKI Jakarta pada 

2018 sekitar 2.646 ribu ton. Jumlah produksi sampah ini akan terus bertambah seiring bertambahnya 

jumlah penduduk. Waste stream sampah padat di DKI Jakarta menunjukkan sekitar 90% diangkut 

dan kemudian diolah di TPST(Landfill) Bantar Gebang. Di TPST Bantar Gebang, sebagian besar 

sampah ditimbun secara open dumping (un-managed landfill) dan sebagian lagi dikomposkan dan 

3R. Sisa sampah yang tidak terangkut ke TPST di komposkan, 3R di Bank Sampah, dibuang ke 

sungai/laut. Kegiatan pembakaran terbuka (open burning) kemungkinan sangat kecil mengingat area 

pemukiman yang sangat padat dan langkanya area terbuka sehingga tidak memungkinkan untuk 

membakar sampah di area tersebut.  

Pada tahun 2018 diperoleh sampah yang masuk ke TPA Bantar Gebang sebesar 2,476 juta ton. 

Data tahun 2018 dari kegiatan 3R dan pengomposan di dalam TPA Bantar Gebang belum diperoleh. 

Untuk sementara diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 274 ribu ton dari 

kegiatan 3R sehingga diperkirakan sampah yang ditimbun di TPA adalah sebesar 2,2 juta ton. 

Sedangkan sampah yang dikomposkan di luar wilayah TPA belum diperoleh. Jumlah sampah yang 

dibakar dalam L-Box dari Januari-April adalah sebesar 2.190 m3 atau sekitar 810 ton. 

Pengelolaan limbah cair domestik di DKI Jakarta meliputi pengelolaan sendiri (seperti septic 

tank), disalurkan ke pengelolaan terpusat dan disalurkan ke sungai/laut atau tanah. Berdasarkan data 

Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2018 pengelolaan atau pembuangan 

limbah cair di DKI Jakarta sebesar 95,32% menggunakan septic tank (termasuk IPAL) dan 4,68% 

dibuang ke sungai/laut atau tanah. Sedangkan untuk limbah cair industri, perhitungan inventarisasi 

hanya mencakup tahun 2018 saja dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh. 

 

Sumber-sumber Utama Emisi GRK dan Serapan GRK 

Sumber-sumber utama emisi GRK yang tercakup pada Inventarisasi Emisi GRK Provinsi DKI 

Jakarta Tahun 2019 adalah kegiatan pembakaran bahan bakar fosil di berbagai sektor (pembangkit 

listrik, industri, transportasi, komersial, rumah tangga, dan lain-lain) dan pengelolaan limbah (limbah 

padat domestik, limbah cair domestik, dan limbah cair industri). Untuk kegiatan proses industri dan 

penggunaan bahan (IPPU) di DKI Jakarta tidak ada kegiatan industri yang cukup signifikan 

mengemisikan GRK dari kegiatan proses maupun penggunaan produk. Selain sumber-sumber emisi 

GRK yang sifatnya langsung (direct emission) sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Laporan 

Inventarisasi Emisi GRK DKI Jakarta Tahun 2019 juga mencakup emisi GRK yang sifatnya tidak 

langsung (indirect emission), yaitu emisi GRK akibat penggunaan listrik yang disuplai dari PLN. 

Inventarisasi Emisi GRK Provinsi DKI Jakarta  

Inventarisasi emisi GRK DKI Jakarta 2019 menunjukkan bahwa pada 2010-2018 terjadi 

peningkatan emisi GRK yang signifikan sedangkan penambahan serapan GRK tidak signifikan. Total 

emisi GRK dari emisi langsung (direct emission) meningkat dari 20.665 Gg CO2e di tahun 2010 

menjadi 29.392 Gg CO2e di tahun 2018. Serapan GRK meningkat dari 4,74 Gg CO2e di tahun 2010 

menjadi 6,52 Gg CO2e. Sedangkan emisi tidak langsung dari penggunaan listrik PLN (indirect 

emission) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 sebesar 17.364 Gg CO2e dan meningkat menjadi 

29.173 Gg CO2e pada tahun 2018. 
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Tabel 0.1 Inventarisasi Emisi GRK Provinsi DKI Jakarta (Gg CO2e) 

Sektor 
Tahun Persentase (%) 

2010 2018 2010 2018 

1 Energi 18.864 27.195  91,3   92,5  

2 IPPU  NO NO  NO  NO  

3 AFOLU 31 3  0,1   0,0  

4 Limbah 1.770 2.194  8.6   7.5  

Total tanpa AFOLU 20.634 29.389                   

100  

                  

100  
Total dengan AFOLU 20.665 29.392 

Indirect Emission 17.364 29.173   

 

Tabel 0.2 Inventarisasi Emisi GRK Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Gas (Gg CO2e) 

Sektor Tahun CO2 CH4  N2O  Total 

Energi 
2010  18.682   59   123   18.864  

2018  26.879   84   232   27.195  

IPPU 
2010  NO NO  NO  NO  

2018  NO NO  NO  NO  

AFOLU 
2010  0 9 22 31  

2018  -7 7  3   3  

Limbah 
2010 NE  1.671   99   1.770  

2018  0   2.034   160   2.194  

Total 
2010  18.682   1.739   244   20.665  

2018  26.872   2.125   395   29.392  

Persentase (%) 
2010  90,4   8,4   1,2   100  

2018  91,4   7,2   1,4   100  

Hasil Inventarisasi Emisi Direct GRK DKI Jakarta 2018 menunjukkan bahwa sektor energi 

merupakan kontributor terbesar. Kontribusi sektor energi sebesar 92,5% sedangkan sektor limbah 

sebesar 7,5% (Gambar 0.6). Sedangkan jika indirect emission dimasukkan maka kontributor terbesar 

adalah emisi dari penggunaan listrik sebesar 49%, diikuti direct emission (sektor industri, 

transportasi, komersial, rumah tangga, dan sektor lain-lain) sebesar 33%, kemudian kontribusi dari 

industri pembangkit listrik sebesar 14%, limbah 4% (Gambar 0.7). Profil inventarisasi emisi GRK 

(Direct) DKI Jakarta ditampilkan pada Gambar 0.4. Sedangkan profil emisi GRK dan serapan untuk 

semua sektor yang meliputi emisi direct dan indirect dapat dilihat pada Gambar 0.5. 
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Gambar 0.4 Inventarisasi Emisi GRK (Direct) DKI Jakarta 

 

 

Gambar 0.5 Profil Inventarisasi Emisi GRK DKI Jakarta 

 

  

Gambar 0.6 Kontribusi Emisi GRK Direct 

DKI Jakarta Tahun 2018 

Gambar 0.7 Kontribusi Emisi GRK DKI 

Jakarta Tahun 2018 
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Rancangan Peraturan Gubernur RAD-GRK (Rencana Aksi Daerah Untuk Reduksi Emisi GRK) 
DKI Jakarta yang disusun sebagai revisi Pergub RAD-DKI Jakarta No 131/2012 yang disusun 
berdasarkan Pedoman Penyusunan RAD Penurunan Emisi GRK oleh Bappenas (Perpres No. 
61/2011). Review Pergub RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012 dilaksanakan dalam rangka 
merespon berbagai perkembangan terakhir terkait emisi GRK dan mitigasi yang 
berlangsung di DKI Jakarta maupun di tingkat Nasional terutama. Hasil review terhadap 
Pergub RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012 tersebut yang digunakan sebagai referensi di 
dalam menyusun Rancangan Pergub RAD-GRK tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan 
Emisi GRK yang diselaraskan dengan Persetujuan Paris. 

Review Pergub RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012 dan Peraturan-peraturan Atau 
Kebijakan Terkait Lainnya 

Pelaksanaan review Pergub RAD-GRK mempertimbangkan beberapa hal penting, 
yaitu berbagai perkembangan terakhir baik yang berlangsung di DKI Jakarta maupun 
Nasional terkait emisi GRK. Review dilaksanakan dalam dua bagian, yaitu (a) review narasi 
pasal-pasal pada Pergub RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012 dan (b) review lampiran 
Pergub RAD-DKI Jakarta No. 131/2012. Hasil review menunjukkan bahwa Pergub RAD-GRK 
DKI Jakarta No. 131/2012 memerlukan revisi dalam rangka menghadapi berbagai 
perubahan terkait tingkat emisi GRK dan aksi-aksi mitigasi yang terjadi di DKI Jakarta 
maupun di tingkat nasional, terutama terkait perubahan nomenklatur BLHD menjadi DLHK. 
DKI Jakarta yang cakupan tupoksinya berbeda dengan yang tercantum pada PerGub DKDKI 
Jakarta 131/2012 dan cakupan aksi-aksi mitigasi yang perlu disesuaikan dengan perubahan 
yang terdapat ditingkat nasional terkait NDC Indonesia dalam rangka memenuhi komitmen 
Paris Agreement.  

 Review terhadap Lampiran Pergub DKI Jakarta No. 131/2012 terkait Rencana Aksi 
Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) didasarkan kepada hasil kaji ulang 
tahun 2015 dan juga review terhadap PEP RAD DKI Jakarta tahun 2010 ς 2018. Hasil review 
tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya perubahan (revisi) dokumen PerGub DKI No. 
131/2012, proyeksi emisi GRK baseline dan mtigasi, rencana-rencana aksi mitigasi, dan 
target reduksi emisi GRK. 

Review Pergub RAD GRK DKI Jakarta No. 131/2012 Berdasarkan Hasil Kaji Ulang Tahun 
2015 dan Review PEP 2010-2018 

 Rencana Aksi Daerah Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang tercantum 
pada lampiran Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 131/2012 berisi aksi-aksi mitigasi yang 
direncanakan untuk diimplementasikan sejak tahun 2010 - 2030 dengan target reduksi 
emisi GRK sebesar 35 juta ton CO2e. Reduksi sebesar 35 juta ton CO2e di tahun 2030 
ditargetkan akan dicapai dari aksi-aksi mitigasi terkait penggunaan energi, pengolahan 
limbah, dan LLUCF dengan kontribusi masing-masing, adalah reduksi emisi GRK kegiatan 
penggunaan energi (91.567%), kegiatan pengolahan limbah (8.43%), dan sisanya (0.003%) 
dari kegiatan AFOLU.  

 Berdasarkan kaji ulang DKI Jakarta No. 131/2012 yang dilaksanakan pada tahun 
нлмрΣ ƴŀƳǇŀƪ ōŀƘǿŀ ǘŜǊŘŀǇŀǘ ΨƎŀǇǎΩ ȅŀƴƎ ǎƛƎƴƛŦƛƪŀƴ ŀƴǘŀǊŀ baseline emisi GRK dengan 
target reduksi emisi GRK di tahun 2030 yang memperlihatkan sulitnya mencapai tingkat 
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reduksi yang ditargetkan. Pada beberapa sektor, besarnya target reduksi emisi GRK lebih 
besar daripada tingkat emisi GRK baseline. Aksi-aksi mitigasi yang target reduksinya 
melampaui tingkat emisi GRK baseline adalah aksi-aksi mitigasi terkait penggunaan energi 
di industri dan bangunan komersial, serta pengolahan limbah padat domestik. Sedangkan 
reduksi emisi GRK pada penggunaan energi di sektor rumah tangga yang ditargetkan 100% 
total emisi GRK baseline nampak terlalu ambisius.  

Tabel IV.1 GAPs target reduksi dan baseline emisi GRK Pergub DKI Jakarta No. 131/2012 

Sektor 
Base Year 2010 Baseline 2030 Target Reduksi 2030 GAPs 

Juta Ton 
CO2e 

% 
Juta Ton 

CO2e 
% 

Juta Ton 
CO2e 

% 
Juta Ton 

CO2e 

Pembangkit Listrik 19.61 53% 72.96 64% - - - 

Industri 2.59 7% 4.56 4% 10.80 237% -6.24 

Transportasi 7.77 21% 26.22 23% 9.80 37% 16.42 

Rumah Tangga 4.07 11% 5.7 5% 5.70 100% 0.00 

Komersial 0.148 0% 1.14 1% 5.20 456% -4.06 

Sampah Kota 2.22 6% 2.28 2% 2.60 114% -0.32 

Limbah Cair Domestik 0.74 2% 1.14 1% 0.30 26% 0.84 

LULUCF - - - - 0.00118   - 

TOTAL 37.148 100% 114.00 100% 34.40 30%   

*  GAPs selisih antara target reduksi dengan baseline emisi GRK di tahun 2030; Sumber: diolah dari Lampiran 

PerGub DKI Jakarta No. 131/2012   

 Berbagai tantangan yang mendasari perlunya revisi PerGub RAD GRK DKI Jakarta 
No. 131/2012 dan penyusunan Rancangan Pergub RAD GRK 2020-2030, yaitu sebagaimana 
dijelaskan berikut ini. 

a. Inventarisasi emisi GRK DKI Jakarta belum menunjukkan adanya konsistensi 
terhadap tingkat emisi GRK akibat keterbatasan data dan informasi terkait data 
aktivitas masing-masing sumber penting emisi GRK. 

b. Inventarisasi emisi GRK yang diselenggarakan oleh DLHK DKI Jakarta setiap tahun, 
yaitu pada tahun 2012 (RAD), 2015, 2016/2017, dan 2018 menunjukkan adanya 
perbedaan yang signifikan terhadap hasil inventarisasi emisi GRK.  

c. Hasil review terhadap PEP (pemantauan, evaluasi, pelaporan) RAD GRK aksi-aksi 
mitigasi (PerGub DKI Jakarta No. 131/2012) yang diimplementasikan pada tahun 
2016-2018 menunjukan bahwa reduksi emisi GRK yang dicapai relatif kecil 
dibandingkan target reduksi yang hendak dicapai di tahun 2030 yang ditunjukan 
Gambar IV.1 dan Gambar IV.2.   
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Gambar IV.1 Capaian reduksi emisi GRK aksi-aksi mitigasi 2016 ς 2018 terhadap target 
reduksi di tahun 2030 berdasarkan tingkat kewenangan dan sektor 

 

Gambar IV.2 Capaian reduksi emisi GRK 2015-2018 dan target reduksi emisi GRK 2030 

Rendahnya capaian aksi mitigasi tersebut terutama disebabkan karena beberapa aksi 
mitigasi tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya kerusakan, kendala 
pengoperasian, performance turun atau implementasi beberapa aksi mitigasi terkendala 
dan tidak sesuai rencana yang ada pada RAD GRK, dan lain-lain.  

Program, Regulasi, Kebijakan, dan Usulan Aksi Mitigasi   

 Berdasarkan hasil survei terhadap data/informasi mengenai perkembangan yang 
terjadi di DKI Jakarta dan di tingkat nasional terkait kegiatan atau program, regulasi, dan 
kebijakan yang mempengaruhi terjadinya reduksi emisi GRK terdapat beberapa isu-isu 
penting yang mempengaruhi aksi-aksi mitigasi yang diusulkan dalam Rancangan PerGub 
DKI Jakarta mengenai RAD GRK. Isu-isu penting tersebut, diantaranya adalah: 

a. Target reduksi emisi GRK pada NDC Indonesia dicapai melalui aksi-aksi mitigasi yang 
diimplementasikan di tingkat Daerah, terutama DKI Jakarta, diantaranya reduksi emisi 
GRK dari penerapan clean power (efisiensi energi dan fuel switch di pembangkit), 
efisiensi di sisi pengguna energi (transportasi, industri, bangunan komersial, dan rumah 
tangga), pemanfaatan energi baru dan terbarukan, dan fuel switch menggunakan energi 
rendah emisi GRK. 

b. Agar sejalan (in line) dengan NDC Indonesia dan Paris Agreement, target reduksi emisi 
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terakhir adalah hasil inventarisasi emisi GRK 2010 yang diselenggarakan pada tahun 
2019; tingkat emisi GRK base year ini yang dijadikan referensi proyeksi tingkat emisi GRK 
di tahun 2030 untuk skenario baseline maupun mitigasi. 

c. Adanya regulasi dan enabling policy yang mendukung pelaksanaan aksi-aksi mitigasi di 
DKI Jakarta yang belum tercakup pada Pergub RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012. 

d. Adanya berbagai program atau kegiatan di DKI Jakarta yang implikasinya mengarah 
kepada reduksi (mitigasi) emisi GRK. 

e. Analisis Perbedaan dan Persamaan Pergub DKI Jakarta No. 131 Tahun 2012 dengan 
Rancangan Pergub Tahun 2019.  

Hasil review terhadap PerGub DKI Jakarta No. 131/2012 yang disampaikan sebelumnya 
menunjukkan bahwa diperlukan adanya beberapa perubahan aksi-aksi mitigasi dan 
pengelompokannya yang disesuaikan dengan Road Map NDC Indonesia. Pada tabel IV.2 
disampaikan perbandingan data dan parameter yang digunakan. 

Tabel IV.2 Perbandingan PerGub DKI Jakarta No.131/2012 dan Rancangan PerGub 2019 

No. Parameter 
Pergub Lama 
(No.131 Tahun 2012) 

Rancangan Pergub 
Tahun 2019 

Keterangan 

1 Base year 2005 2010 Adjusment berdasarkan 
NDC Indonesia 

2 Target reduksi 30% 30%  
3 Pertumbuhan 

penduduk 
Pada 2005-2010 laju 
pertumbuhan 
penduduk turun 1% 
per tahun. 

Pertumbuhan 
penduduk mengikuti 
proyeksi penduduk 
oleh BPS 

Perlu penyesuaian dengan 
adanya keputusan 
pemindahan ibukota 
negara ke luar Jakarta 

4 Perkembangan 
ekonomi 

Asumsi PDRB 2008-
2030 (6,5% per tahun) 

PDRB harga kontan 
2010, 6% per tahun 
2015-2030 

Perkembangan ekonomi 
setelah tahun 2018 
berdasarkan data dari BPS. 

5 Produksi 
sampah 

5.000 ton/hari Status 2018 mencapai 
7.400 ton/hari 

Perlu penyesuaian dengan 
kondisi ter-update 

6 Limbah cair 
rumah tangga 

0,04 kg/orang/hari 
sesuai dengan IPCC 

0,04 kg/orang/hari 
sesuai dengan IPCC 

 

7 Luas tanaman 
RTH 

Hingga tahun 2030 
mencapai 30% luas 
wilayah DKI Jakarta 

 Dengan tingginya 
pertumbuhan penduduk, 
maka berpotensi adanya 
penyusutan RTH 

8 Jumlah 
kendaraan 
bermotor 
pada 2030 

Asumsi: 19 juta 
dengan pangsa 75% 
sepeda motor, 21% 
mobil penumpang, 
sisanya bus dan truk 

Adanya penyesuaian 
asumsi berdasarkan 
update data hingga 
tahun 2018 

Konstrain: Moda shift dan 
Fenomena ojek online 
yang menawarkan jasa 
door-to-door berpotensi 
meningkatkan konsumsi 
energi dan emisi GRK 

9 Pertumbuhan 
konsumsi listrik 

RUPTL 2010-2020 
(3,2%) 

RUPTL 2019-2028 
(4,26%) 

 

Berdasarkan pelaksanaanya, aksi-aksi mitigasi yang terdapat pada Rancangan PerGub 
RAD GRK 2019 dikelompokan menjadi PS (Party Stakeholder) dan NPS (Non-Party 
Stakeholder), dimana aksi-aksi di dalam kelompok PS adalah yang capaian reduksi emisi 
GRK-nya untuk memenuhi komitmen pemerintah Indonesia di dalam NDC yang dapat 
dilakukan melalui kegiatan efisiensi energi dan fuel switch di pembangkit (Muara Karang 
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dan Tanjung Priok). Sedangkan NPS adalah aksi-aksi mitigasi yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah, Swata, masyarakat, NGO, dan lembaga atau institusi yang bukan 
ditujukan untuk memenuhi komitmen pemerintah di dalam NDC. Namun beberapa aksi 
mitigasi yang dilaksanakan sebagai NPS juga dapat dilaksanakan untuk keperluan 
pemenuhan komitmen PS.  
 
Penghitungan Ulang Proyeksi Emisi GRK Skenario Baseline dan Skenario Mitigasi  

 Penghitungan ulang proyeksi emisi GRK DKI Jakarta untuk skenario baseline dan 
skenario mitigasi dilakukan untuk mencakup aksi-aksi mitigasi yang belum ada di dalam 
PerGub 131/2012 dan mengeluarkan aksi-aksi mitigasi yang sudah tidak relevant lagi, selain 
juga untuk memasukan perkembangan yang terjadi di DKI Jakarta dan di tingkat Nasional. 
Pada Gambar IV.3 disampaikan emisi GRK DKI Jakarta pada base year 2010 dan proyeksinya 
di tahun 2030 untuk skenario baseline dan skenario mitigasi serta intensitas emisi GRKnya 
yang disusun berdasarkan sumber emisi GRK yang cukup signifikan di DKI Jakarta, yaitu 
sektor Energi dan sektor Limbah. 

 
Gambar IV.3 Proyeksi dan intensitas emisi GRK DKI Jakarta skenario baseline dan mitigasi  

Sektor Energi 

 Pada sektor energi, tingkat emisi GRK ditentukan oleh besarnya bahan bakar fosil 
dan energi listrik yang digunakan. Pada Gambar IV.4 dan IV.5 berturut-turut disampaikan 
proyeksi konsumsi energi di DKI Jakarta berdasarkan jenis energi dan sektornya untuk 
skenario baseline maupun skenario mitigasi selama periode tahun 2010 - 2030.  
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Gambar IV.4 Proyeksi konsumsi energi di DKI Jakarta per jenis energi 

 

Gambar IV.5 Proyeksi konsumsi energi di DKI Jakarta per sektor pengguna 
 
Sektor Limbah 

 Pada sektor limbah, tingkat emisi GRK ditentukan oleh besarnya limbah yang diolah 
dan jenis teknologi yang digunakan. Pada Gambar IV.6 dan IV.7 berturut-turut disampaikan 
proyeksi limbah yang diolah di DKI Jakarta berdasarkan jenis teknologi dan sub-sektornya. 
untuk skenario baseline maupun mitigasi selama periode tahun 2010 - 2030. Limbah padat 
dan cair industri belum masuk kedalam baseline mengingat data mengenai limbah industri 
baru di dapat tahun ini (data 2018) untuk keperluan melengkapi hasil inventarisai emisi GRK 
2019.  

Baseline CM1 Baseline CM1 Baseline CM1 Baseline CM1

2010 2015 2020 2025 2030

bbn 23 23 96 23 224 23 778 23 3.037

listrik 2.045 2.557 2.416 3.699 3.362 4.931 4.334 6.324 5.810
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 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

 16.000

 18.000

kt
o

e



Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan 
Emisi  

Gas Rumah Kaca Provinai DKi Jakarta 

xiii  
 

 

Gambar IV.6 Proyeksi Pengolahan Limbah Padat Domestik di DKI Jakarta per teknologi 

 

Gambar IV.7 Proyeksi Pengolahan Limbah Cair Domestik di DKI Jakarta per teknologi  
 
Penentuan Skala Prioritas Rencana Aksi Melalui Konsultasi Publik 

Penentuan aksi mitigasi prioritas ditentukan berdasar proses pengambilan keputusan 
multi-kriteria (misalnya dengan teknik Analytical Hierarchy Process/AHP. Dalam proses ini, 
konsultan memberikan rekomendasi kriteria penting untuk dijadikan parameter dalam 
penentuan aksi mitigasi prioritas.  

Adanya Potensi Perdagangan Karbon Domestik 

Permenh No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 
mendorong pelaku aksi mitigasi GRK untuk memperoleh insentif. Kompensasi atau lmbal 
Jasa Lingkungan Hidup dapat berlaku Antar Daerah yang meliputi perlindungan tata air, 
perlindungan keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon, pelestarian 
keindahan alam, dan/atau Jasa Lingkungan Hidup lainnya. Dengan mempertimbangkan 

 -

 1.000.000

 2.000.000

 3.000.000

 4.000.000

 5.000.000

 6.000.000

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

2
0
1
6

2
0
1
8

2
0
2
0

2
0
2
2

2
0
2
4

2
0
2
6

2
0
2
8

2
0
3
0

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

2
0
1
6

2
0
1
8

2
0
2
0

2
0
2
2

2
0
2
4

2
0
2
6

2
0
2
8

2
0
3
0

Baseline Mitigasi

L
im

b
a
h

 P
a
d

a
t 
D

o
m

e
s
ti
k 

(t
o

n
)

TPA Pengomposan 3R Kertas PLTSa

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

 140.000

 160.000

 180.000

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

2
0
1
6

2
0
1
8

2
0
2
0

2
0
2
2

2
0
2
4

2
0
2
6

2
0
2
8

2
0
3
0

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

2
0
1
6

2
0
1
8

2
0
2
0

2
0
2
2

2
0
2
4

2
0
2
6

2
0
2
8

2
0
3
0

Baseline Mitigasi

B
O

D
 L

im
b

a
h

 C
a
ir
 D

o
m

e
s
ti
k 

(t
o

n
 B

O
D

)

Septic tank Non Septic tank IPAL IPLT



Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan 
Emisi  

Gas Rumah Kaca Provinai DKi Jakarta 

xiv 
 

prioritas nasional, kesiapan kelembagaan, mekanisme dan sistem pendukung, penerapan 
kewajiban Dana Jaminan pemulihan Lingkungan Hidup dan pengembangan sistem 
Perdagangan lzin Pembuangan Limbah dan/atau Emisi dilaksanakan paling lambat dalam 7 
(tujuh) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 

Terkait dengan hal tersebut, KLHK sedang mempertimbangkan pemberian Indonesian 
Certifikat Emission Reduction (ICER), yaitu suatu sertifikat yang diberikan kepada pelaku 
aksi mitigasi (perorangan atau perusahaan) atas sejumlah mitigasi GRK yang 
diturunkannya. Agar mitigasi GRK yang diklaim oleh perorangan maupun badan usaha 
memenuhi syarat, maka KLHK sedang menyosialisasikan pentingya penyusunan 
metodologi mitigasi GRK internasional kedalam pedoman mitigasi GRK nasional. Sektor 
teknis, badan usaha, atau perorangan dapat mengajukan metodologi tersebut, namun 
untuk menghindari double claim, maka metodologi mitigasi GRK internasional yang sudah 
berlaku sebaiknya diajukan oleh sektor teknis. Badan Usaha dan/atau perorangan hanya 
mengajukan metodologi yang belum diatur secara internasional. Terkait dengan hal ini, 
KLHK berupaya untuk mempublikasikan metodologi mitigasi GRK berbagai sektor yang 
telah disetujui dalam Rapat Tim Panel Metodologi Mitigasi GRK yang dipimpin oleh KLHK, 
minimal 2 kali dalam setahun. Publikasi metodologi ini dilakukan baik terhadap metodologi 
yang baru ditetapkan atau perbaikan terhadap metodologi yang sudah ditetapkan. 

Persetujuan Klaim Mitigasi Emisi GRK Semakin Ketat 

Sesuai dengan Paris Agreement yang disepakati pada pertemuan COP-21, dalam 
Pasal 13.3 disebutkan bahwa klaim mitigasi GRK dari negara anggota COP-21 akan 
diverifikasi secara internasional yang bersifat fasilitatif oleh International Consultation and 
Analysis (ICA). Oleh karena itu, seyogyanya klaim mitigasi GRK nasional sudah memenuhi 
metodologi yang disepakati secara internasional guna mengurangi potensi pertanyaan dari 
ICA. 

Secara umum, untuk Sektor Energi, metodologi mitigasi GRK dibedakan sesuai 
Gambar IV.8. Secara internasional, metodologi sektor energi yang banyak digunakan adalah 
Clean Development Mechanism (CDM). Metodologi CDM sangat ketat dalam 
pelaksanaannya dan ini bisa dipahami karena melibatkan pendanaan yang tidak sedikit. 
Aksi mitigasi CDM yang sudah habis masa berlakunya, tetapi dimulai setelah tahun 2011, 
dapat diklaim sebagai aksi mitigasi NDC. Aksi mitigasi dalam rangka perdagangan karbon 
domestik, juga merupakan jalur apresiasi, yang akan mendapat ICER. Aksi mitigasi ini 
dianggap ketat, karena juga harus ada pemantauan ex-post yang perlu dilakukan oleh 
pelaksana kegiatan, sebagaimana disyaratkan dalam CDM. Aksi mitigasi ini sudah tentu 
merupakan aksi mitigasi NDC. Jika pelaksana kegiatan ingin menindaklanjuti kegiatan 
mereka ke dalam CDM, maka jika disetui, aksi mitigasi ini harus dikeluarkan dalam klaim 
NDC. Selanjutnya, bagi aksi mitigasi GRK yang menggunakan asumsi dan tidak dilengkapi 
dengan pemantauan ex-post, maka juga bisa diklaim sebagai aksi NDC, sebagaimana 
lazimnya yang terjadi selama ini.  
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Gambar IV.8 Metodologi mitigasi emisi GRK sektor energi 

Beranjak dari penjelasan tersebut, maka seyogyanya aksi mitigasi GRK yang akan 
diajukan dalam revisi RAD GRK DKI Jakarta adalah aksi mitigasi yang sudah jelas metodologi 
penghitungannya, terutama aksi mitigasi GRK yang masuk dalam Kewenangan Tinggi dan 
sebagian dalam Kewenangan Sedang, karena akan dilaporkan Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta ke Sekretariat RAN GRK dan KLHK. Hal ini tidak berarti bahwa aksi mitigasi dalam 
Kewenangan Rendah atau yang akan dilaporkan oleh selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
bisa kurang ketat, tapi ini semata-mata bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta. 

Dari berbagai penjabaran di atas, maka Revisi RAD GRK DKI Jakarta sudah menjadi 
keharusan dalam rangka mendukung pencapaian target mitigasi emisi GRK tahun 2030, 
sebagaimana diamanatkan dalam First Nationally Determined Contribution. 

Penentuan Target Reduksi Emisi GRK 2030 Untuk Mencapai Netralitas Emisi 2050 

Sektor Energi 

 Penentuan target reduksi emisi GRK dari aksi-aksi di DKI Jakarta pada tahun 2030 
juga didasari oleh Potensi Kontribusi Daerah pada Target Reduksi Emisi GRK Nasional di 
dalam NDC Indonesia. Target NDC Indonesia 2030 tersebut adalah memenuhi target Global 
ƳŜƴŎŀǇŀƛ άYŜŜǇ нoέΦ Untuk menentukan target 2050, pemerintah Indonesia pada saat ini 
sedang menyiapkan strategi Jangka Panjang Nasional di dalam Kontribusi Global mencapai 
ά.Ŝƭƻǿ нo (1.5oύέΣ ȅŀƛǘǳ ŜƳƛǎƛ DwY Dƭƻōŀƭ Ǌŀǘŀ-rata 1.5 Ton CO2e per capita dan belum 
mencapai Netralitas Emisi (zero emission). Sebagai gambaran strategi jangka Panjang 2050 
di DKI Jakarta, pada Gambar IV.9 disampaikan tingkat emisi GRK pada base year 2010 dan 
proyeksi dan potensi reduksinya di tahun 2030 dan 2050. Tingkat emisi GRK dan reduksi 
tahun 2050 merupakan kajian awal (di luar TOR studi) mengingat di tingkat nasional sedang 
dalam persiapan. 
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Gambar IV.9 Emisi GRK base year, proyeksi dan potensi reduksinya 2030 dan 2050 

Pada Gambar IV.10 dan IV.11 berturut-turut disampaikan aksi-aksi mitigasi dan potensi 
capaian reduksi emisi GRK di tahun 2030 dan 2050.  

 

Gambar IV.10 Aksi-aksi mitigasi dan potensi capaian reduksi emisi GRK di tahun 2030 
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Gambar IV.11 Aksi-aksi mitigasi dan potensi capaian reduksi emisi GRK di tahun 2050 

 

Penyusunan Naskah Rancangan Pergub Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi 
GRK Yang Sejalan/Selaras Dengan Persetujuan Paris 

Rancangan PerGub RAD GRK DKI Jakarta disusun berdasarkan hasil review Pergub RAD-GRK 
No.131/2012 yang dapat dilihat pada Tabel IV.3 berikut ini. Pada table tersebut 
disampaikan perubahan-perubahan yang disusun untuk Rancangan PerGub RAD GRK DKI 
Jakarta 2019 (terlampir).
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Tabel IV.3 Hasil Review Pergub RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012    

No. 
 Bagian Yang 

Perlu Direvisi 
Kalimat Yang Perlu Direvisi Usulan Revisi 

1. 

 

Pengantar: 
Menimbang  

ΧΧ ǎŜǎǳŀƛ ƪƻƳƛǘƳŜƴ DǳōŜǊƴǳǊ ǳƴǘǳƪ 
menurunkan 30% (tiga puluh persen) emisi Gas 
Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 dan untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) 
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 
tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi 
Gas Rumah Kaca, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; 

ΧΧ ƳŜƳǇŜǊǘƛƳōŀƴƎƪŀƴ ΧΦ 

a. road map NDC (KLHK) 
b. pembangunan rendah karbon 2045 (Bappenas) 
c. LTS DKI Jakarta 2050 dan LTS Nasional 2050  

2. 

 

Pengantar: 
Mengingat 

(12) Perpres 61  
(13) Perpres dan 71 

Rujukan regulasi (12) dan (13) sedang dalam revisi menjadi 
regulasi barus ehingga pada Rancangan Pergub RAD-GRK 
DKI Jakarta perlu dihapus 

 Tambahan regulasi yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Pergub RAD-GRK:  
a. Ratifikasi Perjanjian Paris dan submisi NDC (UU RI No. 16/2016: pengesahan Persetujuan Paris Atas 

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim,  
b. RPP Fungsi Atmosfer (sedang finalisasi),  
c. PerMen LHK No. P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017: Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional 

Pengendalian Perubahan Iklim  
d. PerMen LHK No. P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017: Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan 

dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim   
e. PerMen LHK No. P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017: Pedoman Penyelenggaraan & Pelaporan 

Inventarisasi GRK Nasional  
f. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan iklim No. P.5/PPI/SET/KUM.I/12/2017 tentang 

Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat  
g. PerMen LH No. 19 Tahun 2012: Program Kampung Iklim   
h. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2/2005: Pengendalian Pencemaran Udara, serta 
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No. 
 Bagian Yang 

Perlu Direvisi 
Kalimat Yang Perlu Direvisi Usulan Revisi 

i. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 131/2012: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah 
Kaca,  

2.  Bab I 
Ketentuan 
Umum Pasal 
1  

Ayat 4: BPLHD   
Ayat 8: RAN telah berakhir 2020, tidak lagi 
menjadi referensi aksi-aksi mitigasi dan diganti 
NDC Indonesia 
Ayat 9: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi 
Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat 
RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk 
pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara 
langsung dan tidak langsung menurunkan emisi 
gas rumah kaca sesuai dengan target 
pembangunan daerah. 
Ayat 10: Gas Rumah Kaca yang selanjutnya 
disingkat GRK adalah gas yang terkandung 
dalam atmosfer baik alami maupun 
antopogenik, yang menyerap dan 
memancarkan kembali radiasi inframerah. 

Ayat 4: BPLHD menjadi DLH DKI Jakata 
Ayat 8: RAN menjadi NDC 
Agar selaras dengan NDC (Nationally Determined 
Contribution) Indonesia yang telah disubmit dalam rangka 
Paris Agreement untuk UNFCCC, Rancangan RAD-GRK DKI 
Jakarta disusun merujuk NDC (roadmap) dan perkembangan 
yang terjadi di DKI Jakarta dan di tingkat nasional 
!ȅŀǘ фΥ w!5 ŀŘŀƭŀƘ ΧΦ   όŀǇŀƪŀƘ ŀŘŀ ŘŜŦƛƴƛǎƛ ƭŀƛƴƴȅŀύ 
Ayat 10: Gas Rumah Kaca (GRK) yang trecakup di dalam 
Rancangan Pergub RAD-GRK DKI Jakarta adalah gas-gas 
antropogenic (diakibatkan oleh kegiatan manusia) yang 
terakumulasi di atmosfer dan dapat 
menyerap/memancarkan kembali radiasi inframerah. 

3.  Bab II, 
Kegiatan RAD 
DKI, Pasal 2 

Tambahan penjelasan (sebelum Ayat 1):  
a. Maksud disusunnya RAD belum terdefinisi;  
b. Tujuan Disusunnya RAD belum terdefinisi;  
c. Cakupan kegiatan RAD DKI Jakarta adalah 

pengurangan emisi GRK; 
d. Tahapan penyelenggaraan mitigasi 

perubahan iklim 

a. Ayat1: Maksud disusunnya Pergub RAD-GRK DKI Jakarta 
adalah untuk memberikan panduan bagi para pihak untuk 
menyusun kebijakan/ regulasi dan menyelenggarakan 
mitigasi perubahan iklim di DKI Jakarta 

b.Ayat 2: Tujuan RAD-GRK adalah menurunkan emisi dan 
meningkatkan serapan GRK dalam rangka berkontribusi 
terhadap upaya nasional dan global di dalam mitigasi 
perubahan iklim   

c. Ayat 3: Penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim pada 
RAD-GRK DKI Jakarta mencakup pengurangan emisi dan 
penambahan serapan GRK 
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No. 
 Bagian Yang 

Perlu Direvisi 
Kalimat Yang Perlu Direvisi Usulan Revisi 

d.Ayat 4: Tahapan penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim 
RAD-GRK:  

- penetapan tahun dasar (base year) dan tahun target (2030)   
- penyelenggaraan inventarisasi GRK pada tahun dasar;  
- penyusunan baseline emisi GRK;  
- penetapan target reduksi emisi dan penambahan serapan 

GRK  
- penyusunan rencana aksi mitigasi perubahan iklim;   
- pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim; dan  
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mitigasi perubahan 

iklim 
- verifikasi capaian pelaksanaan mitigasi perubahan iklim 

(reduksi emisi dan penambahan serapan GRK)  

  Ayat 1: RAD-GRK terdiri dari kegiatan dalam 
bidang: 
a. rumah tangga; 
b. transportasi; 
c. industri; 
d. komersial; 
e. lampu penerangan jalan umum; 
f. limbah; dan 
g. ruang terbuka hijau 

Ayat 5: RAD-GRK terdiri dari kegiatan dalam bidang: 
a. Pembangkit Listrik 
b. Industri Migas Hulu 
c. Industri Manufaktur 
d. Transportasi 
e. Bangunan Komersial 
f. Rumah Tangga 
g. Penerangan Jalan Umum  
h. Limbah Padat Domestik 
i. Limbah Cair Domestik 
j. Limbah Industri 
k. Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya 

(AFOLU)  

   Perlu ditambahkan Ayat yang berisi penjelasanan PS (Party Stakeholder) dan NPS (Non-Party Stakeholder) di DKI 
Jakarta dalam konteks cakupan aksi-aksi mitigasinya, misal apakah semua aksi mitigasi yang merupakan 
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No. 
 Bagian Yang 

Perlu Direvisi 
Kalimat Yang Perlu Direvisi Usulan Revisi 

program PS akan masuk ke dalam komitment nasional ke internasional (NDC)?  Dan apa peran dan kontribusi 
NPS di dalam memenuhi komitment Indonesia ke Internasional (NDC)? 

   Ayat 2: Rincian kegiatan RAD-GRK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada 
Lampiran Pergub ini 

Ayat 6: Penjelasan mengenai RAD-GRK sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (5) dan tahapan penyusunannya 
tercantum pada Lampiran Pergub ini 

4.  Bab III, Kaji 
Ulang RAD-
GRK  

Pasal 3 (Ayat 2), Pasal 4, Pasal 5 (Ayat 2), Pasal 
7:  
ΧΦΦ Kepala BPLHD   

Pasal 3 (Ayat 2), Pasal 4, Pasal 5 (Ayat 2), Pasal 7:  
Χ  YŜǇŀƭŀ 5[I  

5.  Bab V, 
Pelaporan 

Pasal 8: terkait mekanisme pelaporan, apakah 
RAD-GRK DKI akan dilaporkan ke Bappenas, 
Mendagri, dan MenLHK? Bagaimana 
hubungannya dengan MRV?  
Pasal 8: Gubernur melaporkan pelaksanaan 
RAD-GRK kepada Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, 
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan 
Hidup paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau 
sewaktuwaktu apabila diperlukan 

Pasal 8:  
Ayat 1: Gubernur melaporkan pelaksanaan RAD-GRK kepada 
Kementrian Bappenas, kemudian kementrain Bappenas 
melaporkan kepada Kemenko Perekonomian, dan Kemenko 
Perekonimia melaporkan ke Presiden paling sedikit 1 (satu) 
tahun sekali atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.  
Ayat 2 Proses Verifikasi laporan pelaksanaan RAD-GRK yang 
dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Kementrian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan pada sistem registri nasional.   

6.  Bab VI, 
Pendanaan  

  

7.  LAMPIRAN Revisi semua yang ada di lampiran Hasil revisi pada Lampiran 
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Pada Error! Reference source not found. disajikan capaian reduksi emisi GRK yang 

dilakukan oleh DKI Jakarta pada periode 2016-2018 dibandingkan target reduksi emisi GRK pada 

tahun 2030 yang tertuang pada Pergub DKI Jakarta No. 131 Tahun 2012. Pada Error! Reference 

source not found. tampak bahwa capaian reduksi emisi GRK terus mengalami kenaikan capaian 

dari tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2018, capaian reduksi emisi GRK sebesar 9.341.783 ton 

CO2e (capaian reduksi emisi GRK di Provinsi DKI Jakarta mencapai 26,5% dari target reduksi 

emisi GRK yang ditetapkan pada tahun 2030). Walaupun demikian, nilai capaian tersebut 

tergolong kecil jika dibandingkan target yang tertuang pada Pergub 131/2012. Agar target di 

tahun 2030 dapat dicapai, maka diperlukan komitmen tinggi oleh pemerintah DKI Jakarta agar 

target yang ingin dicapai dapat dipenuhi. 

Pada Error! Reference source not found., disajikan capaian reduksi emisi GRK 

berdasarkan i) tingkat kewenangan, dan ii) sektor. Berdasarkan tingkat kewenangan, capaian 

reduksi emisi GRK tertinggi dicapai oleh tingkat kewenangan rendah yaitu dengan adanya 

efisiensi dan subsitusi bahan bakar pada pembangkit listrik Muara Karang dan Tanjung Priok. 

Berdasarkan jenis sektor, capaian reduksi emisi GRK terbesar dicapai oleh aksi mitigasi yang 

dilakukan sektor energi, kemudian disusul oleh sektor limbah, dan LULUCF (atau disebut juga 

dengan AFOLU). 

 

Gambar 0.8 Capaian reduksi emisi GRK periode 2016-2018 dibandingkan target reduksi emisi 

GRK pada tahun 2030 
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Gambar 0.9 Capaian reduksi emisi GRK di DKI Jakarta berdasarkan i) tingkat kewenangan, dan 

ii) sektor 

 

Capaian reduksi emisi GRK pada sektor energi 

Pada sektor energi, terdapat 34 aksi mitigasi yang kemudian dikategorikan sebagai aksi 

mitigasi yang sesuai dengan RAD-GRK maupun non RAD-GRK. Pada sektor energi, terdapat 

beberapa sub-sektor dimana aksi mitigasi tersebut dilaksanakan. Sub-sektor yang dimaksud 

adalah Transportasi, Komersial, Rumah tangga, Industri, Industri energi, dan Lainnya. Pada tahun 

2018, capaian mitigasi di sektor energi sebesar 9.273.093 ton CO2e. Capaian reduksi emisi GRK 

di tahun 2018 naik sebesar 15% dibandingkan capaian mitigasi di tahun 2017 (8.049.993 ton 

CO2e). Capaian reduksi emisi GRK di tahun 2018 dibandingkan target di tahun 2030 setara 

dengan 26,3% dari target penurunan emisi yang tercantum dalam dokumen RAD GRK DKI 

Jakarta. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, penurunan emisi tersebut didominasi oleh capaian 

penurunan dari dua pembangkit listrik di DKI Jakarta, yaitu IP UPJP Priok dan PJB UP Muara 

Karang. Aktivitas efisiensi energi dan substitusi bahan bakar (peningkatan penggunaan gas untuk 

menggantikan BBM) pada kedua pembangkit tersebut berkontribusi pada 93% penurunan emisi 

sektor energi. Dari ke-34 aksi mitigasi yang tergolong ke dalam sektor energi, pada Tabel V.34 

disajikan capaian reduksi emisi GRK berdasarkan sub-sektornya. Selanjutnya detail hasil capaian 

reduksi emisi GRK pada periode 2011-2018 disajikan pada Tabel V.36. 

Tabel 0.3 Capaian Reduksi Emisi GRK Sektor Energi 

Sub-sektor 

Energi 

Jumlah Aksi 

Mitigasi 

Capaian reduksi 

emisi 2018 (ton CO2e) 

Target Reduksi Emisi 

2030 (ton CO2e) 

Transportasi 19 1.508.661 9.812.770 

Komersial 4 37.789 5.681.022 

Rumah tangga 2 0 5.256.353 

Industri 1 0 10.756.028 

Industri energi 3 7.674.991 0 

Lainnya 5 51.652 68.709 

Total 34 9.273.093 31.574.882 
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Tabel 0.4 Hasil Perhitungan Capaian Reduksi Emisi GRK Periode 2011-2018 Sektor Energi (ton CO2e) 

No Aksi Mitigasi  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Bus Rapid Transit - - - - 159.033 170.831 167.219 385.624 

2 Feeder Busway - - - - 11.923 56.938 79.653 238.923 

3 ATCS - - - - - - 81.494 134.356 

4 PJU Lampu Hemat Energi - 1.935 9.158 10.304 19.895 27.698 43.266 51.652 

5 
Penggunaan BBG pada kendaraan umum, kendaraan 

operasional pemprov dan pribadi 
- - - - - - 43.796 47.250 

6 Konservasi Energi Gedung Pemprov - - - - - 9.519 3.098 12.401 

7 Bangunan Hijau Non-Pemprov 484 6.607 8.066 11.987 13.789 14.092 24.895 25.388 

8 Kereta Rel Listrik - - - 112.125 241.059 148.107 230.533 246.779 

9 Biofuel - - - - 124.424 261.684 234.192 455.729 

10 PLTS Kep. Seribu - 61 61 60 60 59 0 0 

11 PLTS Gedung Pemprov - 1 310 358 88 85 286 0 

12 PJU Tenaga Surya 32 104 107 106 10 111 0 0 

13 Low Carbon Fuel Switch Bangunan Komersial     21.504 19.262 6.346 0 

14 Penggunaan Gas Engine pada Bangunan Komersial - 8.197 10.976 10.605 21.504 19.262 6.346 0 

15 Penurunan Own Use dan Losses Pembangkit Listrik - - - 17 79 59 718 1.148 

16 
Peningkatan Efisiensi dan Substitusi Bahan Bakar pada 

Pembangkit Listrik 
4.859.867 6.313.073 8.322.891 8.160.648 8.546.443 7.559.125 7.134.477 7.673.823 

17 Penggunaan Sepeda menggantikan Sepeda Motor - - 14 14 14 14 19 19 

Total 4.860.383 6.321.781 8.340.607 8.295.621 9.138.320 8.267.585 8.049.993 9.273.093 
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Capaian reduksi emisi GRK pada sektor limbah 

Capaian penurunan emisi GRK sektor limbah disajikan pada Tabel V.38. Sektor limbah 

dikategorikan menjadi sektor limbah padat dan cair. Pada Tabel V.38 tampak bahwa, capaian 

penurunan emisi GRK sub-sektor limbah padat tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan 

capaian yang diperoleh pada tahun 2017, dengan masing-masing nilainya secara berurutan 63.954 

ton CO2e turun dari 75.568 ton CO2e. Sedangkan capaian reduksi emisi GRK sub-sektor limbah 

cair pada tahun 2018 mengalami kenaikan, dimana capaian penurunan emisi GRK pada tahun 

2017 sebesar 3.547 ton CO2e meningkat menjadi 4.736 ton CO2e. Turunnya capaian reduksi emisi 

GRK di sub-sektor limbah padat dikarenakan i) berkurangnya jumlah biogas yang berhasil di-

capture (kendala kerusakan alat/engine), dan ii) daya tampung unit pengomposan yang penuh 

sehingga tidak memungkinkan menerima sampah organik terus menerus. 

Tabel 0.5 Capaian Reduksi Emisi GRK Periode 2015-2018 Sektor Limbah (ton CO2e) 

No Aksi Mitigasi  2015 2016 2017 2018 

1 Pemanfaatan biogas di TPST Bantar Gebang 73.944 48.195 18.841 12.463 

2 3R 44.543 50.626 56.727 51.491 

3 IPAL off-site - 606 590 590 

4 IPAL on-site 423 1.849 2.957 4.146 

Total 118.910 101.276 79.115 68.690 
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BAB V DATA AKTIVITAS | xxvi  

EXECUTIVE SUMMARY  

 

The preparation of the DKI Jakarta GHG emission inventory is the implementation of 

Presidential Regulation No. 71/2011 concerning the Implementation of the National GHG 

Inventory. The regulation states that the implementation of GHG inventories is carried out by 

related ministers and/or Heads of Non-Ministerial Government Institutions, Governors, Regents 

and Mayors by referring to inventory guidelines set by the Minister, in this case is the Minister of 

Environment and Forestry (MoEF). Governors are obliged to carry out GHG inventory activities 

at the provincial level and coordinating its implementation in the Regencies/Cities of his 

respective region by appointing regional technical executive units whose scope of tasks covers 

environmental issues. A Regent/Mayor who has the task of carrying out GHG inventory at the 

Regency/City level appoints a regional technical implementing unit whose scope of work is in the 

environmental sector, called the Environmental Office (DLH). The results of GHG inventory 

activities must be report at least once a year to the MoEF, with duplicate sent to the Coordinating 

Minister for People's Welfare. 

 

General Overview of DKI Jakarta 

Geographically, DKI Jakarta Province is located between 6012' South Latitude and 106048' 

East Longitude. The city of Jakarta is a lowland with an average height of 7 meters above sea 

level. The area of DKI Jakarta Province based on Governor's Decree Number 171 of 2007 is in 

the form of land area of 662.33 km2 and sea area of 6,977.5 km2. DKI region has no less than 110 

islands in a cluster called the Thousand Islands. 

According to population projection based on 2010 population census, DKI Jakarta total 

population in 2018 is 10,467,630 people, with an annual population growth rate of 1.07%. The 

population density of DKI Jakarta in 2018 is 15,804 persons/1 km2. West Jakarta City has the 

highest population density among other areas in DKI Jakarta Province, which is 19,757 persons / 

km2. 

Based on the prevailing prices in DKI Jakarta, the average Regional GDP of this province 

during 2014 to 2018 period is Rp. 3,233.2 trillion, around 21% of the total national Regional GDP. 

With such large economic contribution, it can be concluded that Jakarta's economic development 

is influential  to the national economy. 

 

Overview of Energy Sector in DKI Jakarta  

Energy is an important component to support the residents routine activities and run DKI 

Jakarta economy. Energy is consumed in the supply side and in the consumer side. In the supply 

side, oil fuels and natural gas are used to fuel electric power plants in Muara Karang and Tanjung 

Priok. In the consumer side, energy is used in the transportation sector, manufacturing industry, 

commercial, residential, and other sectors. The types of energy used  in the consumer side include 

oil fuels , natural gas, LPG, and electricity. Energy consumption in DKI Jakarta increases with 
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increasing economic and population growth. During the 2010-2018 period, total fuel consumption 

in DKI Jakarta increased by an average of 5.82% per year from 276,892 TJ to 426,628 TJ. 

Based on the type of fuel used, oil fuels  and natural gas are the major fuels used in DKI 

Jakarta. Based on the energy consumer sector, fuels in DKI Jakarta is used by the power 

generating sector, manufacturing industry, transportation, household and commercial sectors. In 

Gambar 0.3. and  Figure Gambar 0.3. the consumption data per fuel type and fuel consumption 

data are presented for each user sector.  

Based on Figure 0.2, the largest energy demand in 2018 comes from transportation sector 

which accounts 47.4% of the total energy demand of DKI Jakarta, followed by power generation 

(31.9%), manufacturing industry (14.6%), residential (5.2%), commercial (0.7%); and other 

sectors (0.2%). In addition to fuel supply, energy needs in DKI Jakarta are supplied by electricity 

from the JAMALI  (Jawa-Madura-Bali) grid. Electricity consumption by type of consumers are 

presented in Gambar 0.3. 

 

Gambar 0.38. Energy Consumption of by Energy Type 

 

Gambar 0.39. DKI Jakarta Energy Consumption of by type of consumer 
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Gambar 0.310. Electricity Consumption in DKI Jakarta 

 

Overview of IPPU Sector in DKI Jakarta  

Greenhouse Gas emissions generated from IPPU sector covers GHG emissions that occurs 

during industrial processes activity, e.g., mineral industry (ceramic and glass), chemical industry, 

metal industry, and electronics industry. According to the manufacturing industry directory of 

DKI Jakarta,  several IPPU industries (e.g., glass, ceramic, and steel) are located in North Jakarta, 

East Jakarta, and West Jakarta.  

The glass industry in DKI Jakarta includes manufacturing that produces flat glass, cutting 

glass, bottle, plates, safety glass, and glassware. However, none of these industries produce GHG 

emissions from production process because they generally do not use silica sand, soda ash 

(sodium carbonate), and caustic soda as raw materials, which produces GHG emissions from its 

processes. The DKI Jakarta glass industries use cullet (crushed glass scraps). The ceramics 

industries in DKI Jakarta do not use clay as raw material in its production process. Likewise, the 

iron and steel industries in DKI Jakarta generally only cover the processing of the final product 

(iron or steel) become another final products, which do not emit IPPU gases. 

 

Overview of AFOLU Sector in DKI Jakarta  

The calculation of agricultural sector in 2018 focused on the livestock sub-sector related to 

the enteric fermentation sub-category and the manure management sub-category. However, it 

should be noted that the sub-category of non-CO2 aggregate emission sources was not included 

due to data limitations.  

The inventory methods for the land-use change and forestry sector is done by classifying 

land-use changes that apply in Indonesia to the land cover classification defined by the 2006 IPCC 

Guidelines. Based on the results of national classification, forest classification in DKI Jakarta can 

be categorized into secondary mangrove cover for conservation areas, production forests, and 

protected forests in the form of mangrove areas; primary dryland forest for coastal forests, and 
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secondary mixed forests. Due to the national level of urban forest does not define as a separate 

land cover category. According to the results of discussions with the Forestry, Parks and 

Cemeteries Agency as the data owner, the urban forest is assumed to be secondary dryland forests. 

 

Overview of Waste Sector in DKI Jakarta   

DKI Jakarta is a large metropolitan city with very dense population. The wastes generated 

by the city (solid waste and domestic wastewater) are higher than other cities in Indonesia. Based 

on an average population growth rate of 1.07% per year, the total solid waste generation (MSW) 

of DKI Jakarta in 2018 will be around 2,646 thousand tons. The amount of waste production will 

continue to increase along with the increasing population. Waste streams in DKI Jakarta show 

that around 90% of total solid waste is transported and then processed at Bantar Gebang TPST 

(Landfill). In the Bantar Gebang landfill, most of the waste is piled up as open dumping (un-

managed landfill). Other part of the waste are composted and/or undergo reduce-reuse-recycle 

(3R) at the Trash Bank. The remaining waste is disposed into the river/sea. Open burning activities 

are rarely done, considering that the residential areas are very dense and open areas are scarce so 

that it is not possible to burn garbage in that area. 

In 2018, the garbage entered into the Bantar Gebang landfill reached up to 2,476 thousand 

tons. It should be noted that data of 3R activities and composting in the Bantar Gebang Landfill 

have not been obtained. Temporarily, it is assumed the 3R activities at the same level as the 

previous year (274 thousand tons). Therefore, the garbage piled up at the landfill is 2.2 million 

tons. While the waste composted outside the landfill area has not yet obtained, the amount of 

waste that is burned in the L-Box from January to April is 2,190 m3 or 810 tons. 

Management of domestic wastewater in DKI Jakarta includes self-management (e.g., septic 

tanks), treated system (centralized management), and untreated system (rivers/sea or land 

discharge). In 2018, according to welfare statistics data of DKI Jakarta, the majority (95.32%) of 

wastewater management or disposal in DKI Jakarta is in the form of septic tank (including 

WWTP).The remaining 4.68% is discharged into the river/sea or land. Regarding the industrial 

wastewater, inventory calculations only cover 2018 due to limited data obtained. 

 

Main Sources of GHG Emissions and GHG Offset 

The main sources of GHG emissions in DKI Jakarta are fossil fuel combustion activities in 

various sectors (power generation, industry, transportation, commercial, household, etc.) and 

emission from waste handling (solid waste domestic, domestic wastewater, and industrial 

wastewater). The IPPU (Industrial Process and Product Use) sector does not significantly emit 

GHG from process activities and product use. In addition to the direct GHG emissions, as 

mentioned previously, the GHG inventory of DKI Jakarta also consider indirect emission 

associated with the use of electricity that is supplied by the JAMALI-grid. 

 

GHG Emission Inventory of DKI Jakarta  

DKI Jakarta GHG inventory in 2019 shows that for the period of 2010 ï 2018 there was a 

significant increase in GHG emissions level while the additional GHG offset was not significant. 
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The total GHG emissions from direct emissions increase significantly from 20,665 Gg CO2e 

(2010) to 29,392 Gg CO2e (2018). GHG offset increased from 4.74 Gg CO2e (2010) to 6.52 Gg 

CO2e (2018). While the level of indirect emissions associated with electricity use in DKI Jakarta 

increased from 17,364 Gg CO2e (2010) to 29,173 Gg CO2e (2018). The DKI Jakarta inventory is 

shown in Table 0.3 and Table 0.4. 

Table 0.3 GHG Emission Inventory of DKI Jakarta (Gg CO2e) 

Sector 
Year Percentage (%) 

2010 2018 2010 2018 

1 Energy 18.864 27.195  91,3   92,5  

2 IPPU  NO NO  NO  NO  

3 AFOLU 31 3  0,1   0,0  

4 Waste 1.770 2.194  8.6   7.5  

Total* 20.634 29.389                   

100  

                  

100  
Total**  20.665 29.392 

Indirect Emission 17.364 29.173   
*not including AFOLU **including AFOLU 

 

Table 0.4 GHG Emissions Inventory in DKI Jakarta by GRK Type (Gg CO2e) 

Sektor Year CO2 CH4  N2O  Total 

Energy 
2010  18.682   59   123   18.864  

2018  26.879   84   232   27.195  

IPPU 
2010  NO NO  NO  NO  

2018  NO NO  NO  NO  

AFOLU 
2010  0 9 22 31  

2018  -7 7  3   3  

Waste 
2010  NE  1.671   99   1.770  

2018  0   2.034   160   2.194  

Total 
2010  18.682   1.739   244   20.665  

2018  26.872   2.125   395   29.392  

Percentage (%) 
2010  90,4   8,4   1,2   100  

2018  91,4   7,2   1,4   100  

 

The results of DKI Jakarta GHG inventory from direct emissions in 2018 shows that the 

main contributor to the emission is energy sector activities. Around 92.5% of the emission is 

accounted by energy sector while the remaining of 7.5% is accounted by the waste sector (Figure 

0.6). If GHG emission from indirect emission is included, electricity usage will be the largest 

contributor of the emission (49% of emission), followed by direct emission from industrial, 

transportation, commercial, household, and other sectors (33%),  power generation (14%) , and 

the remaining 4% is accounted by waste sector  (Figure 0.3).  

The profile of GHG emissions inventory (direct) in DKI Jakarta is shown in Figure 0.4. 

While the profile of GHG emissions and GHG offset of all sectors including direct and indirect 

emissions is presented in Figure 0.3.  
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Gambar 0.311 GHG Emissions Inventory (Direct) in DKI Jakarta 

 

Gambar 0.312 GHG Emission Inventory Profile in DKI Jakarta 

 

  

Gambar 0.3 Contribution of GHG Emissions 

(Direct) in DKI Jakarta, 2018 

Gambar 0.3 Contribution of GHG Emissions 

in DKI Jakarta (including indirect emm.), 

2018 
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The draft of Governor Regulation of DKI Jakarta RAD-GRK is arranged as revision of 
Governor Regulation DKI Jakarta No 131/2012, which arranged based on guidelines for 
RAD preparation to reducing GHG emissions by Bappenas (presidential decree No 
61/2011). Reviews of Governor regulation RAD-GRK DKI Jakarta No 131/2012 is 
implemented to respond the latest development related to GHG emissions and 
mitigation in DKI Jakarta and the national level. The results of Governor Regulation RAD-
GRK DKI Jakarta No 131/2012 used as reference in preparing of Governor Regulation 
RAD-GRK draft on Regional Action Program to reduce GHG emissions which is 
synchronized with Paris Agreement 

Review of Governor Regulation RAD-GRK DKI Jakarta No 131/2012 and other related 
regulations or Policies 

Review of Governor Regulation RAD-GRK considers an important point, namely 
the last development in DKI Jakarta and national related to GHG emissions. The review 
is implemented in two parts, i.e. (a) narrative review of the articles in Governor 
Regulation RAD-GRK DKI Jakarta No 131/2012 and (b) attachment review of the 
Governor Regulation RAD-GRK DKI Jakarta No 131/2012. The results show that the 
Governor Regulation RAD-GRK DKI Jakarta No 131/2012 requires revision to deal with 
some revolution related to GHG emissions and mitigation in DKI Jakarta and national, 
especially related to the changed of BLHD nomenclature to DLHK. The function of DKI 
Jakarta is different from the function in Governor Regulation RAD-GRK DKI Jakarta No 
131/2012, and the scope of mitigation need to be adjusted with the change that occurs 
at national level related to Indonesian NDC in order to meet Paris Agreement 
commitments. 

Review of Governor Regulation RAD-GRK DKI Jakarta No 131/2012 is related to 
Regional Action Program to reduce GHG emission (RAD-GRK) based on the 2015 review 
results and also review that related to DKI Jakarta PEP RAD in 2010-2018. The results of 
review show that the Governor Regulation DKI Jakarta RAD-GRK No 131/2012 need 
document revision, baseline GHG emission and mitigation projections, mitigation plans 
and GHG emission reduction targets. 

Review of Governor Regulation RAD-GRK DKI Jakarta No 131/2012 based on review 
results in 2015 and PEP review in 2010-2018 

 Regional Action Program to reduce GHG emissions (RAD GRK) that listed in the 
attachment of Governor Regulation RAD-GRK DKI Jakarta No 131/2012 contained 
planned mitigation actions to be implemented from 2010-2030 with GHG emission 
reduction target up to 35 million tons of CO2e. Reduction emissions in 2030 achieved 
from mitigation actions that related to energy used, waste treatment, and LLUCF with 
the respective contributions of GHG emissions reduction from energy used activities 
(91,567%), waste treatment (8,43%), and others AFOLU activities (0,003%). 

   Based on the review of Governor Regulation RAD-GRK DKI Jakarta No 131/2012 
ǘƘŀǘ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŜŘ ƛƴ нлмрΣ ǘƘŜǊŜ ŀǊŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀƴǘ ΨƎŀǇǎΩ ōŜǘǿŜŜƴ ōŀǎŜƭƛƴŜ DID ŜƳƛǎǎƛƻƴ 
and the reduction emission target in 2030 that show the difficulty to achieve the target 
reduction level. In several sectors, the magnitude of the GHG emission reduction target 
is higher than the baseline GHG emission level. The mitigations actions that the 
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reduction targets more than the baseline GHG emissions level are the mitigation actions 
related to energy used in industrial and commercial buildings, and domestic solid waste 
management. Whereas the GHG emission reduction target from energy used in the 
household sector is 100% of total baseline GHG emissions visible overly ambitious. 

Table 4-1 GAPs of reduction target and GHG emission baseline in Governor 

Regulation RAD-GRK DKI Jakarta No 131/2012 

Sector 
Base Year 2010 Baseline 2030 Reduction Target 2030 GAPs* 

Juta Ton 
CO2e 

% 
Juta Ton 

CO2e 
% 

Juta Ton 
CO2e 

% 
Juta Ton 

CO2e 

Power  19.61 53% 72.96 64% - - - 

Industry 2.59 7% 4.56 4% 10.80 237% -6.24 

Transportation 7.77 21% 26.22 23% 9.80 37% 16.42 

Household 4.07 11% 5.7 5% 5.70 100% 0.00 

Commersial 0.148 0% 1.14 1% 5.20 456% -4.06 

Municipial waste 2.22 6% 2.28 2% 2.60 114% -0.32 

Domestic wastewater 0.74 2% 1.14 1% 0.30 26% 0.84 

LULUCF - - - - 0.00118   - 

Total 37.148 100% 114.00 100% 34.40 30%   

*GAPs: the difference between reduction target and GHG emission baseline in 2030; Source: processed 

from Appendix of DKI Jakarta governor regulation No. 131/2012 

 Several challenges for revision of Governor Regulation DKI Jakarta RAD-GRK No 
131/2012 and the arrangement of Governor Regulation DKI Jakarta RAD-GRK 2020-
2030, which is as explained below. 

a. DKI Jakarta GHG emission inventory has not shown any consistency with GHG 
emission due to the limit of data and information related to activity data in each 
source of GHG emissions. 

b. GHG emissions inventory held by DLHK DKI Jakarta annually in 2012 (RAD), 2015, 
2016/2017, and 2018 show significant difference results of GHG emission 
inventory. 

c. The results of review PEP (monitoring, evaluation, reporting) RAD-GRK 
mitigation actions (Governor Regulation DKI Jakarta RAD-GRK No 131/2012) that 
implemented in 2016-2018 show that the reduction of GHG emission achieved 
is relatively small than reduction target in 2030 (Figure 4-1 and Figure 4-2) 
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Figure 4-1 GHG emission reduction achieved in 2016 - 2018 to reduction targets in 
2030 by the level of authority and sector 

 

Figure 4-2 GHG emission reduction achieved 2015-2018 and GHG emission reduction 
targets in 2030  

The less significant emission reduction of the mitigation actions due to some 
mitigation actions are not operating normally because of damage, operational 
constraints, down performance or implementation of some mitigation actions are not 
accordance with RAD-GRK, others. 

Program, Regulation, Policy, and Mitigation suggestion 

 Based on the results of  survey data/information concerning developments of 
DKI Jakarta and national level related to activities or programs, regulations, and policies 
that affect the reduction of GHG emissions, there are several important issues that 
affect the mitigation actions suggestion in the Draft of Governor Regulation DKI Jakarta 
RAD-GRK No 131/2012 concerning RAD GRK. These important issues, including: 
a. The GHG emission reduction target in NDC Indonesia is achieved through mitigation 

actions implemented in Regional level, especially DKI Jakarta, including the 
reduction of GHG emissions from the application of clean power (energy efficiency 
and fuel switch at power plants), efficiency from energy users (transportation, 
industry , commercial buildings and households), utilization of new and renewable 
energy, and fuel switch using low-energy GHG emissions 
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b. To be in line with the NDC Indonesia and the Paris Agreement, the GHG emission 
reduction target in DKI Jakarta RAD-GRK is determined based on the 'base year' 2010 
with the latest figures being the results of the 2010 GHG emission inventory held in 
2019; This base year GHG emission level is used as a reference for projected GHG 
emission levels in 2030 for baseline and mitigation scenarios 

c. There are regulations and enabling policy that support the implementation of 
mitigation actions in DKI Jakarta that have not been covered by Governor Regulation 
DKI Jakarta RAD-GRK No. 131/2012 

d. The existence of some programs or activities in DKI Jakarta that implications lead to 
the reduction (mitigation) of GHG emissions 

e. Analysis of the Differences and Similarities of the Governor Regulation DKI Jakarta 
RAD-GRK No. 131/2012 with the 2019 Governor Regulation DKI Jakarta  

f. The review of Governor Regulation DKI Jakarta RAD-GRK No. 131/2012 shows that 
consider to be change in mitigation actions that are adjusted to NDC Indonesia Road 
Map. Table 4-2 shows the comparison of data and parameters. 

Table 4-2 Comparison of Governor Regulation DKI Jakarta RAD-GRK No. 131/2012 and 
the draft of 2019 Governor Regulation DKI Jakarta  

No. Parameter 
Governor regulation 
(RAD-GRK No. 
131/2012 2) 

Draft of 2019 
Governor regulation 
DKI Jakarta 

Remarks 

1 Base year 2005 2010 Adjusment based on NDC 
Indoesia 

2 Reduction 
target 

30% 30%  

3 Population 
growth 

In 2005-2010 the 
population growth rate 
decreased by 1% per 
year. 

Population growth 
follows BPS's 
population projections 

To adjust with the decision 
to move the country's 
capital outside Jakarta 

4 Economic 
development 

Assumptions on GRDP 
2008-2030 (6.5% per 
year) 

Real GDP of 2008-2018 
6.13% per year 

 

5 Waste 
production 

5000ton/day In 2018 up to 7400 
ton/day 

Economic developments 
after 2018 based on data 
from BPS. 

6 Household 
liquid waste 

0,04kg/people/day 
according to ipcc 

0,04kg/people/day 
according to ipcc 

 

7 Green open 
space plant 
area 

Until 2030, it will 
reach 30% of the DKI 
Jakarta area 

With high population 
growth, there is the 
potential for green 
open space 

With high population 
growth, there is the 
potential for green open 
space 

8 The number of 
motorcycle in 
2030 

Assumptions: 19 
million with a 75% 
share of motorcycles, 
21% passenger cars, 
the rest are buses and 
trucks 

There is an adjustment 
of assumptions based 
on data updates until 
2018 

Constraints: Shift mode and 
online motorcycle taxi 
phenomena that offer door-
to-door services have the 
potential to increase energy 
consumption and GHG 
emissions 

9 Electricity 
consumption 
growth 

RUPTL 2010-2020 
(3,2%) 

RUPTL 2019-2028 
(4,26%) 
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Based on the implementation, mitigation actions contained in the 2019 draft of 
Governor Regulation DKI Jakarta RAD-GRK are defined into PS (Party Stakeholders) and 
NPS (Non-Party Stakeholders), where the actions in the PS group, the achievement of 
GHG emission reduction that obtained to meet NDC commitments through energy 
efficiency activities and fuel switch at the plant (Muara Karang and Tanjung Priok). 
Whereas NPS is mitigation actions carried out by Local Government, Private, 
community, NGOs, and institutions which are not intended to fulfill the government's 
commitment in NDC. However, some mitigation actions carried out as NPS can also be 
carried out for the fulfillment of PS commitments. 

Recalculation of GHG Emission Projections under Baseline and Mitigation Scenarios 

 Recalculation of DKI Jakarta's GHG emission projections under baseline and 
mitigation scenarios is carried to cover mitigation actions that are not yet included in 
governor regulation RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012 and carry out the mitigation 
actions that are no longer relevant, as well as to include developments that occur in DKI 
Jakarta and at the National level. DKI Jakarta's GHG emissions level, projections, and 
GHG emissions intensity in 2010-2030 under the baseline and mitigation scenarios are 
presented in Figure 4-3. GHG emissions that presented in the figure 4-3 only consider 
the most significant GHG emission contributor in DKI Jakarta (energy sector and waste 
sector) 

 
Figure 4-3 Projections of GHG emission and intensity under baseline and mitigation 

scenarios  

Energy Sector 

 GHG emissions level in energy sector is attributed to the amount of fossil fuel 
combustion activities and electricity consumption. The projection of energy 
consumption in DKI Jakarta by type of energy and sector under baseline and mitigation 
scenarios in 2010 ς 2030 is presented in Figures 4-4 and 4-5, respectively. 
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Figure 4-4 Projection of energy consumption in DKI Jakarta by type of energy 

 

Figure 4-5 Projection of energy consumption in DKI Jakarta by sector 
 
Waste Sector   

 GHG emissions level in waste sector is determined by the amount of waste 
treated and the type of technology used. The projection of waste treated in DKI Jakarta 
by type of technology and sub-sectors (solid waste and domestic wastewater) of 
baseline and mitigation scenarios in 2010 ς 2030 is presented in Figures 4-6 and 4-7, 
respectively. Industrial solid waste and wastewater not yet included in the baseline 
because of the data of industrial waste just obtained this year (2018). This data is used 
to complete the results of the 2019 GHG emission inventory. 
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Figure 4-6 Projection of solid waste management in DKI Jakarta by technology  

 

Figure 4-7 Projection of domestic wastewater management in DKI Jakarta by 
technology  

 
Determine Priority Scale of the Action Plan Through Public Consultation 

the priority of mitigation actions is determined by a multi-criteria decision-making 
process (for example with the Analytical Hierarchy Process / AHP technique). In this 
process, the consultant provides recommendations for important criteria as the 
parameters to determine the priority of mitigation actions. 
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Domestic Carbon Trading Potential 

Permanent No. 46 of 2017 concerning Environmental Economic Instruments 
encourages GHG mitigation action actors to obtain incentives. Compensation or benefits 
for Environmental Services may apply among Regions which include protection of water 
systems, protection of biodiversity, carbon sequestration and storage, preservation of 
natural beauty, and/or other Environmental Services. Taking into account national 
priorities, institutional readiness, support mechanisms and systems, implementation of 
the obligations of the Environmental Recovery Guarantee Fund and the development of 
a system for trading Waste and / or Emission Disposal Licenses shall be implemented no 
later than 7 (seven) years from the enactment of this Government Regulation. 

In this regard, KLHK is considering to grant an Indonesian Emission Reduction 
Certificate (ICER), a certificate given to mitigation actors (individuals or companies) for 
a number of GHG mitigations. In order to meet the requirements of GHG mitigation 
claimed by individuals and business entities, KLHK is socializing the importance of 
developing international GHG mitigation methodologies into national GHG mitigation 
guidelines. The technical sector, business entity, or individual can propose the 
methodology. however, to avoid double claims, the applicable international GHG 
mitigation methodology should be proposed by the technical sector. Business entities 
and/or individuals can only propose methodologies that have not been regulated 
internationally. In this regard, the Ministry of Environment and Forestry strives to 
publish the GHG mitigation methodology for various sectors that has been approved in 
the GHG Mitigation Methodology Panel Team Meeting led by the Ministry of 
Environment and Forestry, at least 2 times a year. The methodology of this publication 
is applied either on the newly established methodology or an improvement in the 
established methodology.  

Approval of the GHG Emission Mitigation claim is Increasingly Strict 

according to the Paris Agreement agreed at the COP-21 meeting, Article 13.3 
states that GHG mitigation claims from COP-21 member countries will be verified 
internationally which is facilitative by the International Consultation and Analysis (ICA). 
Therefore, national GHG mitigation claims should meet the internationally agreed 
methodology to reduce potential questions from the ICA. 

Generally, for the Energy Sector, GHG mitigation methodologies are distinguished 
according to Figure 4-8. Internationally, the energy sector methodology that is widely 
used is the Clean Development Mechanism (CDM). The CDM methodology is very strict 
in its implementation and this can be understood as it involves no small amount of 
funding. CDM mitigation actions that have expired, but after 2011, it can be claimed as 
NDC mitigation actions. Mitigation actions as domestic carbon trading are also a path of 
appreciation, which will receive ICER. This mitigation action is considered to be strict 
since there must also be ex-post monitoring that needs to be carried out by the 
implementer of the activity, as required in the CDM. This mitigation action is certainly 
an NDC mitigation action. If the activity implementers want to follow up on their 
activities in the CDM, then if agreed, this mitigation action must be issued in the NDC 
claim. Furthermore, for GHG mitigation actions that use assumptions and are not 
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equipped with ex-post monitoring, it can also be claimed as an NDC action, as is the case 
normally. 

 
Figure 4-8 methodology of energy sector GHG emission mitigation  

 

Based on this explanation, the GHG mitigation action that will be submitted in the 
revision of the DKI Jakarta RAD-GRK is a mitigation action that has a clear calculation 
methodology, especially GHG mitigation actions that fall into the High Authority and part 
of the Medium Authority, because it will be reported by the DKI Jakarta Provincial 
Government to the RAN GRK Secretariat and KLHK. This does not mean that mitigation 
actions in Low Authority or to be reported by other than the Provincial Government of 
DKI Jakarta can be less stringent, but this is not solely the responsibility of the Provincial 
Government of DKI Jakarta. 

based on the elaboration above, the revision of DKI Jakarta's RAD-GRK has become 
a necessity in order to support the achievement of GHG emission mitigation targets by 
2030, as mandated in the First Nationally Determined Contribution. 

Determination of GHG Emission Reduction Targets in 2030 toward 2050 Emission 
Neutral 

Energy Sector 

The determination of GHG emission reduction targets of DKI Jakarta in 2030 also 
considers the Potential of Regional Contribution to the National GHG Emission 
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Reduction Targets in Indonesia's NDC. The NDC Indonesia target in 2030 is to meet the 
global target of achieving "Keep 2o". To determine target in 2050, the Indonesian 
government preparing National Long-Term strategy in the Global Contribution to 
achieving "Below 2o (1.5o)", the average of global GHG emissions up to 1.5 Ton 
CO2e/capita and has not yet achieved emission neutral (zero emission).  As an illustration 
of the 2050 Long-term strategy in DKI Jakarta, GHG emission levels of the base year 
(2010), GHG projections, and potential reductions in 2030 and 2050 is presented in 
Figure 4-9. GHG emission levels and reduction in 2050 is preliminary studies (excludes 
TOR studies), considering that still prepared at the national level. 

  
Figure 4-9 GHG emission level and GHG emission reduction potential of DKI Jakarta in 

2030 and 2050 

Mitigation actions and GHG emissions reduction potential achieved in 2030 and 2050 
are presented in Figures 4-10 and 4-11, respectively. 
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Figure 4-10 Mitigation actions and GHG emissions reduction achieved in 2030 

 

Figure 4-11 Mitigation actions and GHG emissions reduction achieved in 2050  

 

The Arrangement of Governor Regulation on Regional Action Plans to Reduce GHG 
Emissions in line with the Paris Agreement 

The draft of governor regulations DKI Jakarta RAD-GRK is arraged based on the review 
results of the governor regulation RAD-GRK No.131/2012. The changes of governor 
regulation RAD-GRK 2019 presented in Table 4-3(attached).

 -  1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

 Regulasi&Sertifikasi Green Building Gedung Komersial

 Boiler, Motor Listrik, Penerapan Manager Energi

 PJU LED & Solar PV

 Mandatori Biofuel di Industri

 Mandatori Biofuel di Komersial

 BRT (Moda Shift&elektrifikasi)

 KRL

 PLTS & PLTS Rooftop

Fuel Switch (Oil to Gas) Pembangkit Muara Karang

PLTSa

.ƛƻŦǳŜƭ tŜƳōŀƴƎƪƛǘ 5ƛǎǇŜǊƎŜ όмс a² D.Y ŘŀƴΧ

Pengolahan Limbah Padat Domestik

GHG emission reduction (Gg CO2e)

 -  2.000  4.000  6.000  8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

Regulasi&Sertifikasi Green Building Gedung Komersial

Boiler, Motor Listrik, Penerapan Manager Energi

PJU LED & Solar PV

Jargas Untuk Transportasi (Terhitung di BRT)

Mandatori Biofuel di Industri

Elektrifikasi Tansportasi (EV & Motorlistrik)

MRT & LRT

Non-Motorized (Kebijakan Jalur Sepeda & Pedestrian)

Fuel Switch (Oil to Gas) Pembangkit Muara Karang

Fuel Switch (Oil to Gas) Pembangkit Tanjung Priok

LFG Recovery

PLTS & PLTS Rooftop

Pengolahan Limbah Cair Domestik

GHG emission reduction (Gg CO2e)



 Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta 

 

 

BAB V DATA AKTIVITAS | xliii  

Table 4.3 Review of governor regulation DKI Jakarta RAD-GRK No. 131/2012.    

No. 
Parts  

(to be revised) 
Sentences (to be Revised) Revision suggest 

1. 
Introduction: 
Consider 

ΧΧ ǳƴŘŜǊ ǘƘŜ DƻǾŜǊƴƻǊϥǎ ŎƻƳƳƛǘƳŜƴǘ ǘƻ ǊŜŘǳŎŜ ол҈ 
(thirty percent) of Greenhouse Gas (GHG) emissions in 
2030 and to implement the provisions of Article 6 (3) of 
Presidential Regulation No 61 2011 on the National Action 
Plan to reduce GHG emissions, it is essential to establish 
Governor Regulation on Regional Action Plans to Reduce 
Greenhouse Gas Emissions; 
 

...... consider .... 
a. NDC roadmap (KLHK) 
b. low carbon development 2045 (Bappenas) 
c. DKI Jakarta LTS 2050 and National LTS 2050 

 

2. 
Introduction: 
In view of 

(12) Presidential decree No. 61  
(13) Perpres dan 71 

Regulation references (12) and (13) are being revised into new 
regulations. Therefore, the governor regulation DKI Jakarta RAD-GRK 
needs to be removed 

Additional regulations as basis of the RAD-GRK regulation draft: 
j. Ratification of Paris Agreement and NDC submission (UU RI No. 16/2016: ratification of the Paris Agreement on the United Nations 

Framework Convention on Climate Change).  
k. RPP Atmospheric Function (being finalized), 
l. Minister of Environment Regulation No. P.71 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12/2017: Implementation of the National Registry 

System for Climate Change Control 
m. Minister of Environment Regulation No. P.72 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12/2017: Guidelines of Measurement, Reporting and 

Verification and Climate Change Control Resources 
n. Minister of Environment Regulation No. P.73 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12/2017: Guidelines for Implementing & Reporting 

National GHG Inventories 
o. Regulation of General Director Climate Change Control No. P.5 / PPI / SET / KUM.I / 12/2017: Guidelines for Calculating 

Greenhouse Gas Emissions Based on Community Climate Change Mitigation Actions 
p. Minister of Environment Regulation No. 19 of 2012: Climate Village Program 
q. DKI Jakarta Provincial Regulation No. 2/2005: Air Pollution Control 
r. DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 131/2012: Regional Action Plans to Reduce Greenhouse Gas Emissions, 
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No. 
Parts  

(to be revised) 
Sentences (to be Revised) Revision suggest 

2. Chapter I 
General 
Provision Article 
1 

 (4): BPLHD 
(8): The RAD has ended in 2020, is no longer a reference 
for mitigation actions and is replaced by the Indonesian 
NDC 
(9): Regional Action Plan for Reducing Greenhouse Gas 
Emissions, referred to RAD-GRK, defined as work plan 
document for implementation of various activities that 
directly and indirectly reduce greenhouse gas emissions in 
line with regional development targets. 
(10): Greenhouse gases referred to GHG, defined as gases 
contained in the atmosphere both natural and 
antopogenic, which absorb and re-emit infrared radiation. 

 (4): BPLHD becomes DKI Jakarta DLH 
(8): RAN becomes NDC 
to be in line with Indonesia's NDC (Nationally Determined Contribution) 
which has been submitted in the framework of the Paris Agreement for 
the UNFCCC, the DKI Jakarta RAD-GRK draft was prepared and refers to 
the NDC (roadmap) and the developments of DKI Jakarta level and 
national level 
 (9): RAD is .... (other definitions) 
(10): Greenhouse gases (GHGs) included in the governor regulation plan 
DKI Jakarta RAD-GRK Gubernatorial are anthropogenic gases (caused by 
human activities) that accumulate in the atmosphere and absorb/re-emit 
infrared radiation. 

3. Chapter II, DKI 
RAD Activities, 
Article 2 

Additional explanation, before (1): 
a. The purpose of RAD preparation has not been defined; 
b. The objective of RAD preparation has not been defined; 
c. The scope of DKI Jakarta RAD activities is GHG 

emissions reduction; 
d. Implementation stages of climate change mitigation 

a. (1): The purpose of governor regulation DKI Jakarta RAD-GRK is to 
provide a guideline to develop policies/regulations and implement 
climate change mitigation in DKI Jakarta 

b. (2): The objective of RAD-GRK is to reduce GHG emissions and increase 
GHG offset to contribute national and global efforts in climate change 
mitigation 

c. (3): Implementation of climate change mitigation in the DKI Jakarta RAD-
GRK includes emission reduction and additional GHG absorption 

d. (4): Implementation stages of climate change mitigation in the RAD-GRK: 
- determination of base year and target year (2030) 
- implementation of GHG inventories in the base year; 
- preparation of GHG emission baselines; 
- determination emission reduction targets and additional of GHG 

removals 
- preparation of climate change mitigation action plans; 
- implementation of climate change mitigation actions; and 
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No. 
Parts  

(to be revised) 
Sentences (to be Revised) Revision suggest 

- monitoring and evaluating the implementation of climate change 
mitigation 

- verification of achievements in implementing climate change 
mitigation (reducing emissions and increasing GHG removals) 

 (1):  RAD-GRK consists of activities in the fields of: 
a. household; 
b. transportation; 
c. industry; 
d. commercial; 
e. public street lighting; 
f. waste; and 
g. green open space 

(5): RAD-GRK consists of activities in the fields of: 
a. Power plants 
b. Upstream Oil and Gas Industry 
c. Manufacturing Industry 
d. Transportation 
e. Commercial Buildings 
f. Household 
g. Public Street Lighting  
h. Domestic Solid Waste 
i. Domestic Wastewater 
j. Industrial waste 
k. Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU) 

  Important to consider paragraphs that contains an explanation of PS (Party Stakeholders) and NPS (Non-Party Stakeholders) in the 
context of mitigation actions scope, for example whether all mitigation actions that constitute PS programs will be included in the 
national to international commitment (NDC)? and what is the role and contribution of NPS to meet Indonesia's commitment to the 
International (NDC)? 

  Details of RAD-GRK activities as referred to (1) are listed in 
the Appendix of regulation 

 (6): The explanation of RAD-GRK as referred to in (5) and the stages of 
preparation are listed in the appendix of regulation 

4. Chapter III, 
Review of RAD-
GRK 

Article 3 (2), Article 4, Article 5 (2), Article 7: 
ΧΦΦ IŜŀŘ ƻŦ .t[I5   

Article 3 (2), Article 4, Article 5 (2), Article 7: 
Χ  Head of DLH  

5. Chapter V, 
Reporting 

Article 8: Regarding to the reporting mechanism, will the 
DKI RAD-GRK be reported to Bappenas, the Ministry of 
Internal Affairs, and the Ministry of Environment and 
Forestry? How relation to MRV? 

Article 8: 
 (1): The Governor reports the implementation of RAD-GRK to the Ministry 
of Bappenas, then the ministry of Bappenas reports to the Coordinating 
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No. 
Parts  

(to be revised) 
Sentences (to be Revised) Revision suggest 

Article 8: The Governor reports the implementation of 
RAD-GRK to the Minister of National Development 
Planning/Head of Bappenas, the Minister of Internal 
Affairs and the Minister of the Environment at least once 
a year or at any time if necessary 

Ministry of Economy, and the Coordinating Ministry of Economic reports to 
the President at least once a year or at any time if necessary. 
(2) The verification process of RAD-GRK implementation referred to (1) is 
carried out by the Ministry of Environment and Forestry in the national 
registry system 

6. Chapter VI, 
Funding 

  

7. ATTACHMENT all appendix The results of revision are pressented in the Appendix 
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In figured Error! Reference source not found. presented the reduction GHGs emission 

implemented by DKI Jakarta government in the period 2016-2018 compared to the GHGs 

emission reduction target in 2030 as stated in The Jakarta Governor Regulation No.131/2012. In 

figure V.7 it appears that the achievement of GHGs emission reduction tend to increased from 

2016 until 2018. In 2018, the achievement of GHGs emission reduction was 9,341,783 tons CO2e 

(26.5% of target of the GHGs emission in 2030). However, this value is relatively small when 

compared to the target as stated in The Jakarta Governor Regulation No. 131/2012. In order to 

achieve the goal in 2030, a high commitment is needed by the DKI Jakarta government. 

In figure V.8, the achievement of GHGs emission reduction is presented based on i) level 

of authority, and ii) sector. Based on the level of authority, the highest achievement of GHG 

emission reduction is achieved by the low category, namely on the efficiency mitigation actions 

and fuel switch at Muara Karang and Tanjung Priok power plant. Based on the type of sector, the 

highest achievement of GHGs emission reduction is achieved by mitigation actions by energy 

sector, then followed by waste sector, and LULUCF (or also known as AFOLU). 

 

Gambar 0.1 Achievement of GHGs emission reduction for period 2016-2018 compared to target 

of GHGs reduction in 2030 
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Gambar 0.2 Achievements in reducing GHGs emission in DKI Jakarta based on i) the level of 

authority, and ii) sector 

 

Achievement of GHGs emission reduction in energy sector 

In energy sector, there are 34 mitigation actions which are categorized as mitigation 

actions: RAD-GRK and non RAD-GRK. In energy sector, it is divided into sub-sectors where 

mitigation actions are implemented, namely: i) transportation, ii) commercial, iii) household, iv) 

industry, v) energy industry, and vi) others. In 2018, mitigation achievements in energy sector 

amounted to 9,273,093 tons CO2e. This achievement is increased by 15% compared to the 

achievement of mitigation in 2017 (8,049,993 tons CO2e). Also, compared to target in 2030 is 

26.3% as stated in The Jakarta Governor Regulation No. 131/2012. In Table V.34, 34 mitigation 

actions are categorized into the energy sector and the achievement of GHGs emission reduction 

by sub-sector. Furthermore, detailed results of the achievement of GHGs emission reduction in 

2011-2018 are presented in Table V.35. 

Tabel 0.1 Achievement of Energy Sector GHGs Emission Reduction 

Sub-sector 

Energy 

Number of 

mitigation actions 

Emission reduction 

in 2018 (tons CO2e) 

Emission Reduction Target 

at 2030 (tons CO2e) 

Transportation 19 1,508,661 9,812,770 

Commercial 4 37,789 5,681,022 

Household 2 0 5,256,353 

Industry 1 0 10,756,028 

Energy 

industry 

3 7,674,991 0 

Others 5 51,652 68,709 

Total 34 9,273,093 31,574,882 
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Tabel 0.2 Achievement of GHGs emission reduction in Energy Sector (tons CO2e) 

No Aksi Mitigasi  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Bus Rapid Transit - - - - 159,033 170,831 167,219 385,624 

2 Feeder Busway - - - - 11,923 56,938 79,653 238,923 

3 ATCS - - - - - - 81,494 134,356 

4 Road Lighting ï LED - 1,935 9,158 10,304 19,895 27,698 43,266 51,652 

5 
The use of CNG in public transportation, government 

operational vehicles and private vehicles 
- - - - - - 43,796 47,250 

6 Energy Conservation ï Provincial Government Building - - - - - 9,519 3,098 12,401 

7 Green Building ï Non Government Building 484 6,607 8,066 11,987 13,789 14,092 24,895 25,388 

8 Electric train - - - 112,125 241,059 148,107 230,533 246,779 

9 Biofuel - - - - 124,424 261,684 234,192 455,729 

10 Solar Power Plant in Thousand Islands - 61 61 60 60 59 0 0 

11 Solar Power Plant in Government Building - 1 310 358 88 85 286 0 

12 Road Lighting using Solar Power 32 104 107 106 10 111 0 0 

13 Low Carbon Fuel Switch in Commercial Building     21,504 19,262 6,346 0 

14 Using Gas Engine in Commercial Building - 8,197 10,976 10,605 21,504 19,262 6,346 0 

15 Decreasing of Own Use dan Losses in Power Plant - - - 17 79 59 718 1,148 

16 Improvement of Efficient and Switch Fuel in Power Plant 4,859,867 6,313,073 8,322,891 8,160,648 8,546,443 7,559,125 7,134,477 7,673,823 

17 The use of bicycles replaces motorbikes - - 14 14 14 14 19 19 

Total 4,860,383 6,321,781 8.340.607 8,295,621 9,138,320 8,267,585 8,049,993 9,273,093 
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Achievement of GHGs emission reduction in Waste Sector 

The achievement of GHGs emission reduction in waste sector is presented in Table V.37. 

Waste sector is classified into solid waste and liwuid waste sub-sector. In Table V.37 appears that 

the achievement of the GHG reduction in GHGs emission in solid waste in 2018 have decreased 

compared to the achievement in 2017, which is each value 63,954 tons CO2e decreasing from 

75,568 tons CO2e. While the achievement of GHGs emission reduction in liquid waste in 2018 

increasing, amounted 3,547 tons CO2e incresing to 4,736 tons CO2e. This decreasing  due to i) 

reducing of captured biogas, and ii) capacity of composting unit is fulled so it can not receive 

waste anymore. 

Table 0.3 Achievement of GHGs emission reduction in Waste Sector (ton CO2e) 

No Mitigation Action  2015 2016 2017 2018 

1 Utilization of biogas in disposal site 73,944 48,195 18,841 12,463 

2 3R 44,543 50,626 56,727 51,491 

3 Wastewater treatment off-site - 606 590 590 

4 Wastewater treatment on-site 423 1,849 2,957 4,146 

Total 118,910 101,276 79,115 68,690 
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PENDAHULUAN  

 

I.1 Latar Belakang 

Dalam menanggapi perubahan iklim global, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 (yang saat ini sedang dalam proses revisi) mengenai 

Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kegiatan inventarisasi emisi GRK dilaksanakan 

untuk mengetahui profil (tingkat) emisi GRK pada tahun tertentu.  Pada tahun 2018, pemerintah 

DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan inventarisasi emisi GRK yang hasilnya berupa profil 

emisi GRK di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2010-2017. Pada tahun 2018, inventarisasi emisi 

GRK yang dilaporkan bukan hanya menyajikan hasil penghitungan tingkat emisi GRK di tahun 

2017 namun juga menyajikan hasil revisi penghitungan tingkat emisi GRK tahun 2010 ï 2016 

dengan adanya berbagai perubahan terkait data aktivitas dan lingkup sumber emisi GRK. 

Profil emisi GRK pada periode tersebut disampaikan pada Gambar I.1 (detail angka 

disajikan pada LAMPIRAN I). Merujuk Gambar I.1 nampak adanya peningkatan emisi GRK. 

Emisi GRK pada tahun 2010 sebesar 36,1 juta ton CO2e (dikurangi serapan), dan pada tahun 2017 

meningkat menjadi 48,3 juta ton CO2e. Emisi GRK yang bersumber dari penggunaan listrik 

jaringan merupakan kontributor utama emisi di DKI Jakarta dengan emisi indirect mendekati 50% 

dari total emisi GRK di DKI Jakarta (sebesar 27,8 juta ton CO2e) di tahun 2017. 

 

Gambar I.1 Emisi GRK DKI Jakarta di rentang tahun 2010-2017 

Dengan adanya hasil inventarisasi yang telah dilakukan, maka dijadikan sebagai bahan 

acuan terhadap analisis peran serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kegiatan 

pencegahan perubahan iklim di tingkat nasional dan internasional. Mengingat tingginya tingkat 

emisi GRK di DKI Jakarta, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan berkontribusi 

dalam upaya-upaya menurunkan emisi GRK. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi 

Gas Rumah Kaca. Pergub tersebut menyatakan target reduksi emisi pada tahun 2030 sebesar 30% 

dari baseline atau setara dengan 35 juta ton CO2e. Pergub tersbut juga menyebutkan 35 rencana 
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aksi mitigasi sektor energi, limbah dan AFOLU (dulu LULUCF) yang dilaksanakan untuk 

mencapai target tersebut. Aksi mitigasi yang tercakup di dalam RAD tersebut tidak hanya 

dilakukan atas kemampuan Pemerintah DKI Jakarta (APBD), tetapi juga kontribusi pihak-pihak 

lainnya (pemerintah pusat, kerjasama internasional, BUMN/BUMD dan pihak swasta). Hal 

tersebut mendasari klasifikasi aksi mitigasi DKI Jakarta yang dibagi ke dalam tiga kelompok 

wewenang (tinggi, sedang dan rendah). Semakin tinggi fungsi dan keterlibatan Pemerintah DKI 

Jakarta, semakin tinggi kewenangannya, semakin tinggi kontrol terhadap ketercapaian target 

2030. Tindak lanjut dari peraturan adalah akan dilaksnakannya sejumlah kegiatan mitigasi yang 

setiap tahun dilaporkan dalam óPelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kacaô. Sampai dengan 

tahun 2017, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai aksi mitigasi 

yang telah mampu mengurangi tingkat emisi GRKsebagaimana disampaikan pada Tabel I.1. 

Pada Tabel I.1 dapat dilihat capaian reduksi emisi DKI Jakarta pada 2017 baru mencapai 

22% dari target 2030. Pemerintah DKI Jakarta perlu waspada pada capaian tersebut karena 90% 

dari reduksi emisi terjadi dari sektor pembangkit listrik. Oleh karena program efisiensi energi di 

pembangkit listrik PJB Muara Karang baru dilakukan di tahun 2010, sangat kecil kemungkinan 

terjadi peningkatan reduksi emisi dari sektor tersebut. Oleh sebab itu, pelaksanaan evaluasi 

selanjutnya perlu menjaring aksi-aksi lain yang memiliki potensi yang besar, diantaranya efisiensi 

energi pada bangunan komersial dan pemanfaatan biodiesel. Pemerintah DKI Jakarta juga sudah 

harus menginisiasi diskusi dengan dinas/lembaga yang baru mulai atau direncanakan akan 

melaksanakan mitigasi seperti PT MRT Jakarta. 

Dalam rangka Penandatanganan Komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi DKI 

Jakarta kepada C40 (Cities Climate Leadership Group), Pemda Provinsi DKI Jakarta 

mengembangkan dan menerapkan òRencana Aksi Pengendalian Dampak Perubahan Iklimò yang 

konsisten dengan komitmen Pemerintah Indonesia di dalam mencapai target pengurangan emisi 

GRK di tahun 2030 melalui Persetujuan Paris (Paris Agreement) sebagai target sementara dan 

mewujudkan netralitas emisi GRK pada tahun 2050 yang harus disiapkan sebelum 2020 ini. 

Target global upaya-upaya ambisius Persetujuan Paris adalah menjaga kenaikan temperatur bumi 

rata-rata global hingga di bawah 2°C terhadap temperatur global zaman pra-industri, dan untuk 

mendorong upaya membatasi kenaikan temperatur hingga 1,5°C. Pada pekerjaan ini, dilakukan 

kegiatan perancangan Pergub yang bertujuan mengkaji ulang Pergub DKI Jakarta No. 131/2012 

yang disesuaikan dengan profil terkini emisi GRK di DKI Jakarta, dokumen-dokumen 

pembangunan rendah karbon di beberapa kota, Perpres No. 61/2011 tentang RAN Penurunan 

Emisi GRK oleh Bappenas, serta disesuaikan dengan target penurunan emisi GRK secara global 

yang telah disepakati negara-negara di Persetujuan Paris. 

Dengan demikian, pada laporan pekerjaan ini, disampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 

2019 yang mencakup Inventarisasi Emisi GRK dan Pelaporan Capaian Pengurangan Emisi GRK 

DKI Jakarta dan Hasil Review dan Analisis Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 131/2012. 

Inventarisasi Emisi GRK yang dilaporkan adalah profil emisi GRK DKI pada tahun 2018 dan 

revisi inventarisasi emisi GRK tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Revisi inventarisasi emisi 

GRK tersebut dilaksanakan mengingat terjadi perubahan yang signufikan di dalam proses 

pelaksanaannya, diantaranya adalah penggunaan faktor emisi nasional untuk bahan bakar minyak 

(BBM) dan batubara dan penambahan lingkup sumber emisi GRK yang dijelaskan lebih rinci 

pada Bab 3 sampai 6. Demikian pula halnya dengan Pelaporan Capaian Pengurangan Emisi GRK 

yang dilaporkan tidak hanya capaian di tahun 2018 namun juga hasil penghitungan ulang capaian 

pengurangan emisi GRK di tahun 2010 sampai dengan 2017.
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Tabel I.1 Capaian Reduksi Emisi GRK DKI Jakarta Tahun 2017 

Aksi Mitigasi 

Laporan 

PEP untuk 

2015 

Laporan 

PEP untuk 

2016 

Hasil Perhitungan Laporan PEP 2018 
Target 

Penurunan 

pada 2030 

Capaian 

2017 

terhadap 

Target 2030 

2015 (re-

kalkulasi) 

2016 (re-

kalkulasi) 
2017 

SEKTOR ENERGI  

1 Bus Rapid Transit 162.943 32.214 20.271 40.663 41.264 309.917 13,31% 

2 Feeder Busway 10.265 48.562 14.734 63.897 80.104 367.306 21,81% 

3 ATCS 5.940 -   78.292 65.848 118,90% 

4 PJU Lampu Hemat Energi 20.314 28.519 19.831 27.698 42.634 67.110 63,53% 

5 Konservasi Energi Gedung Pemprov 35.831 4.601 - 9.519 3.053 129.458 2,36% 

6 Bangunan Hijau Non-Pemprov 13.789 14.092 13.505 13.686 24.895 5.522.972 0,45% 

7 Kereta Rel Listrik 241.059 148.107 128.027 136.004 230.533 171.300 134,58% 

8 Biofuel - - 124.424 261.684 - 4.145.200 - 

9 PLTS Kep. Seribu 60 59 60 59 0 Non-RAD - 

10 PLTS Gedung Pemprov 88 85 382 367 282 Non-RAD - 

11 PJU Tenaga Surya 10 111 111 109 0 Non-RAD - 

12 
Penggunaan Gas Engine pada Bangunan 

Komersial 
21.504 19.262 16.860 10.753 6.346 Non-RAD - 

13 
Peningkatan Efisiensi  dan Substitusi Bahan Bakar 

Pembangkit Listrik 
- 3.711.837 8.546.443 7.653.869 7.223.284 Non-RAD - 

14 
Penurunan Konsumsi Listrik Penggunaan Sendiri 

(Own-Use) pada pembangkit listrik 
- 59 52 134 718 Non-RAD - 

15 Penggunaan Sepeda Menggantikan Sepeda Motor - - 14 14 19 Non-RAD - 

  Seluruh Aksi Sektor Energi 511.802 4.007.509 8.884.713 8.218.457 7.731.423 31.574.882 24,49% 

SEKTOR LIMBAH  
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Aksi Mitigasi 

Laporan 

PEP untuk 

2015 

Laporan 

PEP untuk 

2016 

Hasil Perhitungan Laporan PEP 2018 
Target 

Penurunan 

pada 2030 

Capaian 

2017 

terhadap 

Target 2030 

2015 (re-

kalkulasi) 

2016 (re-

kalkulasi) 
2017 

1 LFG Recovery 67.832 48.195 73.944 48.195 18.841 838.937 2,25% 

2 Pengomposan 14.608 27.377 23.586 25.559 27.921 
138.174 41,14% 

3 3R 129.812 29.155 20.957 25.067 28.926 

4 IPLT Duri Kosambi - 
606 - 606 590 214.306 0,28% 

5 IPLS Pulo Gebang - 

6 IPAL Setiabudi 3.289 1.849 423 1.849 2.957 100.511 2,94% 

  Seluruh Aksi Sektor Limbah 71.121 107.182 118.910 101.276 79.235 
1.342.183* 6,13%* 

3.011.621 2,62% 

SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PENGGUNAAN LAHAN LAINNYA (AFOLU)  

1 Penanaman 741 - 0,693 0,587 2,68 -**  -**  

  Seluruh Aksi Sektor AFOLU 741 - -**  -**  -**  653.577 -**  

**TOTAL  728.085 4.114.690 9.003.624 8.319.734 7.810.661 35.240.080 22,16% 

Sumber: Laporan PEP DKI Jakarta (2018) 

Keterangan: *) aksi mitigasi non-RAD 
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I.2 Maksud dan Tujuan 

Kegiatan óInventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 

Provinsi DKI Jakartaô merupakan salah satu bagian dari óProgram Pengendalian Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan Hidupô yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI 

Jakarta. Maksud dari kegiatan ini adalah: 

1. Menyediakan informasi pelaksanaan inventarisasi emisi GRK dari sektor energi, limbah, 

proses industri dan penggunaan produk (Industrial Processes and Product Use, IPPU), dan 

Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya (Agriculture, Forestry and Other 

Land Use, AFOLU) di Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya dilaporkan ke tingkat 

nasional. 

2. Menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK yang sudah disesuaikan dengan 

Persetujuan Paris. 

3. Menyusun rancangan Pergub Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK yang sudah 

disesuaikan dengan Persetujuan Paris. 

4. Memperoleh informasi dari Pelaporan Penurunan Emisi GRK berdasarkan Rencana Aksi 

Daerah Penurunan Emisi GRK yang sudah disesuaikan dengan Persetujuan Paris untuk 

selanjutnya dilaporkan ke tingkat nasional. 

Selanjutnya, tujuan dari kegiatan ini adalah: 

1. Diperolehnya informasi profil emisi gas rumah kaca dari sektor energi, limbah, Proses 

Industri dan Penggunaan Produk, dan Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan 

Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan terlaporkannya ke tingkat nasional. 

2. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK yang sudah disesuaikan dengan 

Persetujuan Paris. 

3. Tersusunnya Rancangan Pergub Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK yang sudah 

disesuaikan dengan Persetujuan Paris. 

4. Diperolehnya informasi dari Pelaporan Penurunan Emisi GRK berdasarkan Rencana Aksi 

Daerah Penurunan Emisi GRK yang sudah disesuaikan dengan Persetujuan Paris untuk 

selanjutnya dilaporkan ke tingkat nasional. 

 

I.3 Ruang Lingkup  

Secara garis besar, kegiatan óInventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi 

Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakartaô terdiri atas 3 (tiga) sub-kegiatan dengan rincian ruang 

lingkupnya disampaikan pada Tabel I.2 sebagai berikut ini. 

Tabel I.2 Detail Ruang Lingkup Pekerjaan 

Sub-kegiatan Ruang lingkup 

1. Inventarisasi 

Emisi GRK 

Provinsi DKI 

Jakarta 

a. Melakukan survei penghasil emisi GRK dari sektor energi; limbah; 

proses industri dan penggunaan produk; dan pertanian, kehutanan, dan 

penggunaan lahan Lainnya di Provinsi DKI Jakarta. 

b. Melaksanakan rangkaian Focus Group Discussion (FGD) untuk 

memvalidasi data dan informasi yang diperoleh. 

c. Melakukan perhitungan emisi GRK. 

d. Melakukan analisis dan evaluasi hasil perhitungan emisi GRK. 
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Sub-kegiatan Ruang lingkup 

e. Melaksanakan FGD dan konsultasi publik untuk membahas hasil 

analisis dan evaluasi perhitungan emisi GRK. 

f. Menyusun Laporan Inventarisasi Emisi GRK yang sesuai dengan 

format dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 

Nasional. 

g. Melaporkan hasil inventarisasi gas rumah kaca ke Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Sign Smart. 

h. Menyusun Executive Summary dan Policy Brief hasil inventarisasi gas 

rumah kaca. 

2. Perancangan 

Pergub Rencana 

Aksi Daerah 

Penurunan 

Emisi GRK 
berdasarkan 

Pedoman 

Penyusunan 

RAD Penurunan 

Emisi GRK oleh 

Bappenas Tahun 

2011 dan 

disesuaikan 

dengan 

Persetujuan Paris 

a. Mereview Pergub DKI Jakarta No. 131 Tahun 2012 tentang Rencana 

Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berdasarkan hasil Kaji 

Ulang Tahun 2015. 

b. Melakukan survei data/informasi program, regulasi, kebijakan dan 

usulan aksi mitigasi dari berbagai stakeholders: pemerintah, swasta, dan 

masyarakat terkait rencana aksi mitigasi perubahan iklim melalui 

wawancara dan FGD. 

c. Melakukan analisis, evaluasi, dan pemetaan kelembagaan berdasarkan 

data/informasi yang diperoleh. 

d. Melakukan perhitungan ulang emisi baseline. 

e. Menentukan skala prioritas rencana aksi melalui konsultasi publik. 

f. Mereview dan menentukan target reduksi emisi GRK tahun 2030 untuk 

mencapai netralitas emisi di tahun 2050. 

g. Menyusun formulasi strategi implementasi RAD GRK. 

h. Menyusun naskah rancangan Pergub tentang Rencana Aksi Daerah 

Penurunan Emisi GRK yang sesuai dengan Persetujuan Paris. 

3. Pelaporan 

Penurunan 

Emisi GRK  
berdasarkan 

Rencana Aksi 

Daerah 

Penurunan Emisi 

GRK yang 

disesuaikan 

dengan 

Persetujuan 

Paris: 

a. Melakukan survei data aktivitas mitigasi GRK sesuai Rencana Aksi 

Daerah Penurunan Emisi GRK yang sudah disesuaikan dengan 

Persetujuan Paris meliputi sektor energi, transportasi, limbah, dan 

Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya. 

b. Melaksanakan rangkaian FGD untuk memvalidasi data dan informasi 

yang diperoleh. 

c. Melakukan perhitungan penurunan emisi GRK sesuai metode yang 

telah ditentukan. 

d. Melakukan analisis dan evaluasi hasil perhitungan penurunan emisi 

GRK. 

e. Melaksanakan FGD dan konsultasi publik untuk membahas hasil 

analisis dan evaluasi perhitungan penurunan emisi GRK. 

f. Menyusun laporan hasil perhitungan penurunan emisi GRK Provinsi 

DKI Jakarta sesuai format dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi 

Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim. 
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Sub-kegiatan Ruang lingkup 

g. Melaporkan hasil perhitungan penurunan emisi GRK berdasarkan 

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK Provinsi DKI Jakarta ke 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Sistem 

Registri Nasional dan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas melalui aplikasi PEP Online. 

h. Menyusun Executive Summary dan Policy Brief hasil inventarisasi 

GRK. 
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KONDISI WILAYAH DKI JAKARTA  

 

II.1  Gambaran Wilayah Administrasi 

Secara astronomis, Provinsi DKI Jakarta terletak antara 6 1̄2ô Lintang Selatan dan 106̄48ô 

Bujur Timur. Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas 

permukaan laut. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 

2007 adalah berupa daratan seluas 662,33 km2 dan lautan seluas 6.977,5 km2. Wilayah DKI 

memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan sekitar 27 

buah sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha 

perkotaan. 

 

Gambar II .1 Peta Wilayah DKI Jakarta (Sumber: Jakarta dalam Angka, 2018) 
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Berdasarkan posisi geografis, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas sebagai berikut: 

sebelah utara membentang pantai dari barat sampai ke timur sepanjang °35 km yang menjadi 

tempat bermuaranya 9 sungai dan 2 kanal, berbatasan dengan Laut Jawa, sementara di sebelah 

selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Provinsi 

Banten. Wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 (lima) wilayah Kota 

Administrasi  yaitu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta 

Timur, dan Jakarta Pusat, serta memiiki satu Kabupaten Administratif, yaitu Kabupaten 

Kepulauan Seribu. 

 

II.2  Pertumbuhan Penduduk dan Kondisi Sosial Ekonomi 

Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2018 berdasarkan proyeksi penduduk hasil sensus 

penduduk 2010 adalah 10.467.630 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 

1,07%. Kepadatan penduduk DKI Jakarta tahun 2018 adalah 15.804 jiwa setiap 1 km2. Kota 

Jakarta Barat memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 19.757 jiwa/ 

km2. 

Selama tahun 2014 hingga 2018 rata-rata besaran PDRB atas dasar harga berlaku yang 

tercipta per tahun di DKI Jakarta adalah Rp. 3.233,2 triliun, sekitar 21% terhadap total PDRB 

nasional. Sehingga, dengan perkembangan ekonomi sebesar ini, dapat dikatakan perkembangan 

perekonomian Jakarta akan cukup mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. 

Ditinjau dari kontribusi setiap lapangan usaha terhadap PDRB DKI Jakarta, lapangan usaha 

yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB DKI Jakarta adalah usaha perdagangan 

besar dan eceran, dan reparasi mobil dan kendaraan bermotor, lapangan usaha industri 

pengolahan, dan lapangan usaha kontruksi. Ketiganya memberi kontribusi sekitar 16.93% 

terhadap PDRB DKI Jakarta.  

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tahun 2018 sebanyak 373,12 ribu orang. Kota 

administrasi Jakarta Utara merupakan wilayah dengan penduduk miskin terbanyak yaitu sebanyak 

95,86 ribu orang sedangkan Kepulauan Seribu merupakan wilayah dengan jumlah penduduk 

miskin paling sedikit yaitu sebanyak 2,88 ribu orang. Indikator kemiskinan lainnya yaitu indeks 

kedalaman dan keparahan kemiskinan di DKI Jakarta pada tahun 2018 masing-masing sebesar 

0,514% dan 0,106%. Indeks pembangunan manusia (IPM) DKI Jakarta pada tahun 2018 sebesar 

80,47% mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang hanya sebesar 80,06%. Sekitar 83,18% 

penduduk DKI Jakarta bekerja sebagai buruh/karyawan, 7,67% bekerja sebagai wirausaha, dan 

sisanya bekerja buruh tidak tetap, pekerja bebas di sektor non pertanian, dan pekerja tidak dibayar.  
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INVENTARISASI EMISI GRK  

 

Inventarisasi emisi GRK DKI Jakarta meliputi sektor energi, IPPU, limbah dan AFOLU. 

Data aktivitas yang digunakan pada inventarisasi adalah data-data terkait besaran aktivitas di 

sektor tersebut dalam periode 2010-2018. Pada inventarisasi di sektor energi, penghitungan emisi 

dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu Sektoral dan Referensi. Pada inventarisasi 

emisi GRK DKI Jakarta pendekatan yang digunakan pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral 

merupakan metode inventarisasi emisi GRK yang dikelompokan menurut sektor kegiatan, yaitu 

produksi energi (listrik, minyak dan batubara), industri manufaktur, transportasi, rumah tangga 

dan komersial, dan lain-lain. Pendekatan Referensi (top down) hanya digunakan untuk tingkat 

nasional dimana inventarisasi dihitung berdasarkan bahan bakar total secara agregat di tingkat 

nasional.  

Menurut IPCC 2006 GL, inventarisasi emisi GRK mencakup GRK dari sumber 

terbentuknya GRK (direct emission), yaitu emisi yang berasal dari pembakaran bahan bakar dan 

fugitive dari kegiatan produksi energi. Inventarisasi emisi GRK sektor energi mencakup meliputi 

emisi langsung (direct emission) dan emisi GRK tidak langsung (indirect emission) dengan 

catatan hasil perhitungan yang terpisah. Emisi GRK tidak langsung tetap dihitung hanya sebatas 

untuk informasi besarnya kegiatan penggunaan listrik terhadap emisi yang dihasilkan dari 

pembangkit listrik yang letaknya diluar boundary inventarisasi emisi GRK DKI Jakarta. 

Pendataan emisi GRK tidak langsung dilakukan terpisah dan tidak dimasukkan sebagai total emisi 

GRK untuk menghindari terjadinya double counting dengan penghitungan emisi pembakaran 

bahan bakar pembangkit listrik.  

 

III.1  Institutional Arrangement 

Perangkat kebijakan penyelenggaraan inventarisasi GRK diatur di dalam Perpres 71/2011 

dan PermenLHK 73/2017. Sesuai mandat yang tercantum di dalam kedua regulasi tersebut, 

penyusunan inventarisasi GRK nasional melibatkan partisipasi aktif pemerintah sub-nasional 

(provinsi, kabupaten dan kota). Dalam pengembangan inventarisasi GRK nasional, peran 

pemerintah daerah akan diperkuat secara berkelanjutan, melalui pendekatan top-down dan 

bottom-up. Tujuannya adalah agar perhitungan yang dilakukan di tingkat nasional dapat 

dibandingkan dengan agregasi hasil perhitungan yang dilakukan pemerintah daerah. Pengaturan 

kelembagaan penyelenggaraan inventarisasi GRK berdasarkan kedua regulasi tersebut 

diilustrasikan seperti ditampilkan pada Gambar III .1 sebagai berikut: 
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Gambar III .1 Pengaturan kelembagaan inventarisasi emisi/serapan GRK 

(Sumber: Perpres No. 71 Tahun 2011 dan Permen LHK No. 73 Tahun 2017) 

 

Pengaturan kelembagaan penyelenggaraan inventarisasi GRK adalah sangat penting untuk 

memfasilitasi proses dan meningkatkan kualitas inventarisasi. Pengaturan kelembagaan ini juga 

menjadi bagian krusial dalam proses Quality Assurance dan Quality Control (QA/QC) untuk 

meningkatkan kualitas data aktifitas (DA) dan faktor emisi yang digunakan serta 

pendokumentasian data dan informasi. 

Kelembagaan penyelenggaraan inventarisasi GRK tingkat nasional telah diatur dalam 

Lampiran I Permenlhk 73/2017. Di dalam regulasi tersebut, masing-masing sub-sektor dari lima 

sektor prioritas penurunan emisi telah diberikan mandat sesuai tugas pokok dan fungsinya 

masing-masing. Hingga saat ini, kelembagaan penyelenggaraan inventarisasi GRK di Provinsi 

DKI Jakarta bersifat business as usual (Tabel III .1). Selanjutnya, di masa mendatang, perlu 

dibangun kelembagaan yang bersifat mengikat pada masing-masing instansi SKPD/OPD sebagai 

wali data untuk meningkatkan kualitas data aktivitas yang digunakan serta pendokumentasian 

data dan informasi. 

Tabel III .1 Kelembagaan Inventarisasi GRK Provinsi DKI Jakarta 

No Sektor 
Sumber 

Emisi/Serapan 
Penanggung Jawab PIC 

1 Energi 

Industri Energi 

(Pembangkit Listrik 

dan Migas) 

PT Indonesia Power UPJP 

Priok; 

PT PJB Muara Karang; Dinas 

Perindustrian dan Energi 

(DPE) 

Bagian 

Lingkungan 
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No Sektor 
Sumber 

Emisi/Serapan 
Penanggung Jawab PIC 

Industri Manufaktur BPH Migas; PGN; Pertamina; 

Dinas Perindustrian dan Energi 

(DPE) 

DPE: Bidang 

Energi dan 

Ketenagalistrikan 

Transportasi BPH Migas; PGN; Pertamina; 

Dinas Perindustrian dan Energi 

(DPE) 

DPE: Bidang 

Energi dan 

Ketenagalistrikan 

Sektor Lainnya 

(Rumah Tangga dan 

Komersial)  

BPH Migas; PGN; Pertamina; 

Dinas Perindustrian dan Energi 

(DPE) 

DPE: Bidang 

Energi dan 

Ketenagalistrikan 

Emisi Tidak 

Langsung (Listrik) 

PT PLN Disjaya - 

2 IPPU 

Proses Produksi Industri Terkait - 

Penggunaan Produk Dinas Perindustrian dan Energi 

(DPE) 

- 

3 Limbah 

Limbah Padat 

Domestik 

Dinas Lingkungan Hidup; PT. 

Navigat Organic Energy 

Indonesia 

UPST DLH 

Limbah Cair 

Domestik 

PAL Jaya; Dinas Kesehatan  

Limbah Cair 

Industri 

DKPKP  

4 Pertanian 

Peternakan 

(Fermentasi 

Enterik; 

Pengelolaan 

Kotoran Ternak) 

Dinas Ketahanan Pangan, 

Kelautan dan Pertanian 

Sub Bagian 

Perencanaan dan 

Anggaran 

Sumber Agregat 

dan Emisi Non-CO2 

Dinas Ketahanan Pangan, 

Kelautan dan Pertanian 

Sub Bagian 

Perencanaan dan 

Anggaran 

5 

Kehutanan 

dan 

Penggunaan 

Lahan Lain 

Kehutanan 

Dinas Kehutanan, Pertamanan 

dan Pemakaman 

Bidang Kehutanan 

Balai Konservasi Sumber 

Daya Alam 

Bagian Evaluasi 

dan Pelaporan 

Penggunaan Lahan 

Lain 

Dinas Bina Marga Bagian 

Perencanaan dan 

Anggaran 

Dinas Perumahan dan 

Kawasan Pemukiman 

Bidang 

Perencanaan 

Teknis 

 

III.2  Sumber-Sumber Emisi GRK dan Serapan GRK 

Sumber-sumber utama emisi GRK yang tercakup dalam laporan kegiatan ini adalah 

kegiatan pembakaran bahan bakar fosil di berbagai sektor energi (pembangkit listrik, industri 
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manufaktur, transportasi, komersial, rumah tangga, dan sektor lain-lain), IPPU, AFOLU, dan 

limbah. 

Kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi merupakan salah satu penghasil sumber 

emisi GRK. Gambar III .2 menunjukkan titik-titik teremisinya emisi GRK dari sistem energi 

khususnya eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan penggunaan energi fosil baik untuk 

penggunaan langsung maupun untuk pembangkit listrik. Jenis GRK utama yang diemisikan dari 

sektor energi meliputi: 

1. CO2, yaitu GRK dari kegiatan pembakaran bahan bakar fosil. 

2. CH4, yaitu GRK dari kegiatan pembakaran bahan bakar fosil dam fugitive dari kegiatan 

eksplorasi dan eksploitasi migas dan batubara. 

3. N2O, yaitu GRK dari kegiatan pembakaran bahan bakar fosil. 

 

Gambar III .2 Emisi GRK dari sistem energi 

Sumber utama emisi GRK sektor energi berdasarkan lokasi sumbernya langsung atau tidak 

langsungnya sumber tersebut dibagi menjadi dua jenis emisi yaitu direct dan indirect. Pada emisi 

direct, terdapat tiga sumber utama sesuai dengan IPCC2006 guidelines, sebagaimana disajikan 

pada Gambar III .3. 3 (tiga) sumber utama tersebut adalah i) pembakaran bahan bakar, ii) emisi 

fugitive dari produksi bahan bakar, dan iii) aktivitas transportasi, injeksi, dan penyimpangan CO2 

(carbon capture storage/CCS). 

 

Gambar III .3 Sumber emisi direct GRK dari kegiatan energi 

 

Direct

1.A. Fuel Combustion 
Activities

1.B. Fugitive Emissions from 
Fuels

1.C. Carbon Dioxide 
Tansport and Storage
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III.2.1  Sektor Energi 

III.2.1.1 Fuel Combustion Activities 

Lingkup inventarisasi emisi GRK DKI Jakarta mencakup kegiatan fuel combustion pada 

semua kegiatan yang terdapat pada guidelines IPCC 2006 (Gambar III .4), terkait penyediaan 

energi di sektor industri energi (produsen energi), industri manufaktur (tidak termasuk emisi 

pembakaran pada aktivitas konstruksi), transportasi, dan sektor lainnya (komersial, rumah tangga, 

pertanian, perikanan, nelayan dan kehutanan) dan sektor non-specified (konsumsi yang tidak 

dilaporkan pada sektor-sektor sebelumnya, dikategorikan sebagai ACM). 

 

Gambar III .4 Fuel combustion activites 

 

III.2.1.2 Fugitive Emissions From Fuels 

Metoda untuk memperhitungkan jumlah emisi fugitive dari sektor energi sangatlah berbeda 

dengan metoda yang digunakan untuk memperhitungkan pembakaran bahan bakar dari fosil. 

Emisi fugitive cenderung menyebar di udara dan mungkin sulit dipantau secara langsung. Selain 

itu, perhitungan cukup spesifik untuk jenis pelepasan emisi. Misalnya, perhitungan emisi di 

penambangan batubara akan terkait dengan karakteristik lapisan geologi batubara, tersebut 

sedangkan perhitungan emisi untuk kebocoran fugitive dari fasilitas minyak dan gas berdasarkan 

jenis peralatan yang umum. Pada kegiatan inventarisasi emisi GRK pada periode sebelumnya, 

telah diperoleh data dari Lapangan Migas di kawasan DKI Jakarta (ONWJ - Offshore North West 

Java), namun data lapangan tersebut tidak bisa dipisahkan antara data lapangan yang berasal dari 

teritori DKI Jakarta dan Jawa Barat, sehingga fugitive dari oil and gas belum bisa dimasukan ke 

dalam inventarisasi emisi GRK DKI Jakarta. Oleh karena itu, pada pekerjaan ini kebutuhan data 

yang diperlukan untuk kepentingan inventarisasi emisi GRK di sub-sektor emisi fugitive 

diperlukan data flaring dan venting dari lapangan PHE-ONWJ. Selain, itu diperlukan juga share 

data produksi yang dihasilkan oleh PHE-ONWJ di wilayah DKI Jakarta dengan Jawa Barat. 

Detail mengenai kebutuhan data disajikan pada Tabel L. 1. 

1.A. Fuel Combustion Activities

1.A.1. Energy Industries

1.A.2. Manufacturing Industries & 
Construction

1.A.3. Transport

1.A.4. Other Sectors

1.A.5. Non-Specified
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Gambar III .5 Fugitive Emission atau Emisi yang hilang 

 

III.2.1.3 Carbon Dioxide Transport and Storage (CCS) 

Menurut laporan pihak ketiga IPCC, pada abad ke-21 sejumlah besar emisi CO2 perlu 

dikurangi untuk mencapai stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Pengambilan dan 

penyimpanan CO2 (CCS) akan menjadi salah satu pilihan dalam portofolio langkah-langkah untuk 

menstabilkan tingkat konsentrasi gas rumah kaca. Di sisi lain, DKI Jakarta belum 

mengimplementasikan teknologi CCS, sehingga CCS tidak dimasukkan ke dalam invetarisasi 

emisi GRK DKI Jakarta. 

 

Gambar III .6 Carbon Capture Storage (CCS) dan Transport 

 

 

III.2.2  Industri Pr oses dan Penggunaan Produk (IPPU) 

Sumber emisi GRK dari sektor IPPU  meliputi emisi GRK dari aktivitas proses produksi, 

yang diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kategori utama, antara lain: (a) industri mineral, (b) 

industri kimia, (c) industri logam, (d) produk non-energi dari penggunaan produk bahan bakar 

non-energi dan pelarut, (e) industri elektronik, (f) penggunaan produk pengganti zat-zat yang 

menipiskan lapisan ozon (ODS), (g) pembuatan produk-produk lainnya dan penggunaannya, (h) 

lain-lain. 

 

1.B. Fugitive Emissions from 
Fuels

1.B.1. Solid Fuels

1.B.1. a Coal Mining and Handling

1.B.1. b Spontaneous  Combustion and  
Burning Coal Dumps

1.B.2. Oil and Natural Gas

1.B.2. a Oil

1.B.2. b Natural Gas

1.B.3. Other Emissions from 
Energy Production

1.C. Carbon Dioxide Tansport and Storage

1.C.1. Transport of CO2

1.C.2. Injections and Storage

1.C.3. Other Emissions from Energy production
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III.2.3  Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya (AFOLU)  

Sesuai dengan pedoman IPCC 2006, penggunaan dan perubahan lahan untuk inventarisasi 

emisi dan serapan GRK dibedakan menjadi 6 (enam) kategori, yaitu: (1) Forest land, (2) 

Grassland, (3) Cropland, (4) Wetland, (5) Settlement, dan (6) Other land. Akan tetapi dalam 

Standar Nasional Indonesia (SNI) 7645:2010 Klasifikasi Penutupan Lahan dan Klasifikasi 

penutupan lahan berbeda dengan klasifikasi lahan yang ada dengan pedoman IPCC 2006. Adapun 

penyesuaian tutupan lahan dengan penutupan lahan IPCC 2006 ditampilkan pada Tabel di bawah 

ini. 

Tabel III .2 Penyesuaian Tutupan Lahan ke dalam Klasifikasi IPCC 2006 

No. Tutupan Lahan IPCC 2006 Singkatan Keterangan 

1 Primary dryland forest Forest FL Natural forest 

2 Secondary dryland forest Forest FL Natural forest 

3 Primary mangrove forest Forest FL Natural forest 

4 Secondary mangrove forest Forest FL Natural forest 

5 Primary swamp forest Forest FL Natural forest 

6 Secondary mangrove forest Forest FL Natural forest 

7 Plantation forest Forest FL Plantation forest 

Other Land Use 

8 Estate crop Crop land CL Non-forest 

9 Pure dry agriculture Crop land CL Non-forest 

10 Mixed dry agriculture Crop land CL Non-forest 

11 Dry shrub Grassland GL Non-forest 

12 Wet shrub Grassland GL Non-forest 

13 Savanna and Grasses Grassland GL Non-forest 

14 Paddy field Crop land CL Non-forest 

15 Open swamp Wetland WL Non-forest 

16 Fish pond/aquaculture Wetland WL Non-forest 

17 Transmigration areas Settlement ST Non-forest 

18 Settlement areas Settlement ST Non-forest 

19 Port and harbour Other land OL Non-forest 

20 Mining areas Other land OL Non-forest 

21 Bare ground Other land OL Non-forest 

22 Open water Wetland WL Non-forest 

23 Clouds and no-data No data - Non-forest 

Sumber: KLHK, 2018 

Secara garis besar definisi tutupan lahan IPCC (2006) dibagi ke dalam 6 (enam) kategori 

penggunaan lahan secara umum, yaitu. 

1. Lahan Hutan (Forest Land) 
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Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan didefinisikan 

sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya 

tidak dapat dipisahkan. Dalam sektor kehutanan dikenal istilah kawasan hutan, yaitu wilayah 

tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan 

keberadaannya sebagai hutan tetap, yang terbagi ke dalam fungsi hutan lindung, hutan 

produksi, dan hutan konservasi. Kawasan hutan di DKI Jakarta terpusat di bagian Utara Jakarta 

dan tersebar dalam hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Namun, terdapat 

tutupan lahan berupa hutan kota yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, luas satu hamparan hutan kota minimal 0,25 Ha 

yang dapat dimasukkan sebagai kategori hutan dalam proses perhitungan. 

2. Lahan Pertanian dan Agroforestry (Corpland) 

Kategori ini meliputi tanaman pangan, termasuk sawah dan sistem agroforestri dimana struktur 

vegetasinya di bawah ambang batas untuk disebut kategori lahan hutan. Lahan budidaya 

agroforestri di Indonesia, secara umum dibudidayakan di bawah tegakkan hutan baik untuk 

tanaman semusim maupun tanaman pangan tahunan. Kategori budidaya agroforestri di 

kawasan hutan tanah kering di wilayah DKI Jakarta, belum populer diimplementasikan, dan 

masih pada tahap penelitian, seperti yang dilakukan di Hutan Kota UI dan Srengseng, 

agroforestri dengan budidaya empon-empon (jahe-jahean). 

3. Grassland (Padang Rumput dan Savana) 

Kategori ini mencakup padang pengembalaan dan padang rumput yang tidak dianggap sebagai 

lahan pertanian. Dalam kategori ini termasuk sistem dari vegetasi berkayu dan vegetasi bukan 

rumput seperti tumbuhan herbal dan semak. Kategori ini juga mencakup semua rumput dari 

lahan yang tidak dikelola sampai lahan rekreasi serta sistem pertanian dan silvi-pastural. Di 

wilayah Provinsi DKI Jakarta lahan dimaksud tidak ada, selain tidak ada penggembalaan liar, 

juga potensi lahannya yang sangat terbatas. 

4. Lahan Rawa, Gambut, Sungai, Danau dan Waduk (Wetlands) 

Kategori ini mencakup lahan dari pengembangan gambut dan lahan yang ditutupi atau jenuh 

oleh air untuk sepanjang tahun atau beberapa bulan. Kategori ini termasuk reservoir/waduk, 

sungai alami dan danau. Lahan rawa di DKI Jakarta cukup luas dan tercatat lebih dari 500 ha, 

akan tetapi status lahan telah berubah (alih fungsi) dan dimanfaatkan sebagai pencadangan 

lahan industri dan permukiman. Demikian halnya dengan lahan gambut, di wilayah DKI 

Jakarta tidak ditemukan. Namun demikian badan sungai, danau/ waduk (tandon air), sebagian 

besar merupakan bagian dari RTH dalam RTRW 2030. 

5. Permukiman/Infrastruktur (Settlements) 

Kategori ini mencakup semua lahan yang dikembangkan termasuk infrastruktur transportasi 

dan pemukiman dari berbagai ukuran, kecuali yang sudah termasuk dalam kategori lainnya. 

Keterkaitannya dengan potensi kawasan hijau pada permukiman/infrastruktur, tampaknya di 

DKI Jakarta telah masuk dan dialokasikan sebagai kawasan hijau penyangga media jalan, 

taman lingkungan dan kawasan hijau hutan kota permukiman. 

6. Lahan Lainnya (Other Land) 
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Kategori ini meliputi tanah terbuka, lahan berbatu, lahan bersalju, dan semua lahan yang tidak 

masuk ke salah satu dari 5 kategori di atas. Di wilayah DKI Jakarta, tampaknya kategori lahan 

dengan krieria tersebut tidak dijumpai. 

Adapun ringkasan dari tutupan lahan yang dapat dihitung dalam kegiatan inventarisasi 

emisi GRK disajikan di Gambar III .7. 

 

Keterangan: 

 : Cakupan sumber serapan GRK 

Gambar III .7 Resume penutupan lahan yang dapat dihitung di DKI Jakarta merujuk pada 

pedoman IPCC 2006 

 

Kegiatan inventarisasi pada sektor AFOLU dibagi ke dalam 2 (dua) tahapan, yaitu i) 

perhitungan emisi/serapan GRK pada sub-sektor Kehutanan dan lahan, dan ii) perhitungan 

emisi/serapan GRK pada sub-sektor Pertanian. Proses pengumpulan data aktivitas dilakukan 

dengan membangun komunikasi dengan pihak SKPD/OPD yang berhubungan dengan sektor 

pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan kunjungan langsung dan wawancara (proses konfirmasi) pada masing-masing 

SKPD/OPD terkait. Di sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lain, SKPD/OPD yang 

dikunjungi dalam kaitannya terhadap pengumpulan dan konfirmasi data diantaranya yaitu (i) 

Dinas Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman; (ii) Balai Konservasi Sumberdaya Alam; (iii) 

Dinas Bina Marga; (iv) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan (v) Dinas 

Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Data-data yang dikumpulkan dari masing-masing 
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SKPD/OPD terkait tersebut merupakan data resmi (official) yang telah mendapat persetujuan dari 

masing-masing SKPD/OPD tersebut. 

III.2.3.1 Sub-Sektor Peternakan 

Berdasarkan pedoman IPCC 2006, kategori peternakan (3A) dibagi ke dalam sub-kategori: 

fermentasi enterik (3A1) dan pengelolaan kotoran ternak (3A2). Data-data yang digunakan dalam 

proses kuantifikasi yang dilakukan yaitu bersumber dari Statistik Pertanian oleh Kementerian 

Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. 

Metodologi estimasi emisi dari peternakan tersaji pada Tabel V.8. 

Tabel III .3 Metodologi Inventarisasi Emisi GRK Sub-sektor Peternakan 
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Metana dihasilkan oleh hewan memamah biak (herbivora) sebagai hasil 

samping dari fermentasi enterik, suatu proses dimana karbohidrat dipecah 

menjadi molekul sederhana oleh mikroorganisme untuk diserap ke dalam 

aliran darah. Ternak ruminansia (misalnya; sapi, domba, dan lain-lain) 

menghasilkan metana lebih tinggi daripada ternak non ruminansia (misalnya; 

babi, kuda) 

N (T) in animal unit  = N (x) * k (T) 

Emisi = EF (T) * N  (T) * 10-6 

Emisi gas metana dan dinitrogen oksida (N2O) berpotensi dikeluarkan oleh 

kotoran ternak baik padat maupun cair yang dapat terjadi selama proses 

penyimpanan, pengolahan, dan penumpukan/pengendapan. Faktor utama 

yang mempengaruhi jumlah emisi adalah jumlah kotoran yang dihasilkan dan 

bagian kotoran yang didekomposisi secara anorganik. Emisi ditentukan oleh 

jenis dan pengolahan kotoran ternak. 
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Emisi metana dari pengelolaan kotoran ternak 
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Emisi N2O dari pengelolaan kotoran ternak 

Estimasi emisi N2O langsung dari pengelolaan kotoran ternak  
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Estimasi emisi N2O tidak langsung dari pengelolaan kotoran ternak  
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III.2.3.2 Sumber Agregat dan Emisi Non Karbon Dioksida 

Kategori sumber agregat dan emisi non-CO2 (3C) dibagi ke dalam sub-kategori: 

pembakaran biomassa (3C1), penggunaan urea (3C3), emisi N2O langsung dari pengelolaan tanah 

(3C4), Emisi N2O tidak langsung dari pengelolaan tanah (3C5), budidaya padi (3C7). Data-data 

yang digunakan dalam proses kuantifikasi yang dilakukan yaitu bersumber dari Dinas Ketahanan 

Pangan, Kelautan dan Pertanian. Metodologi estimasi emisi dari sumber agregat dan emisi Non 

CO2 tersaji pada Tabel V.9. 
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Tabel III .4 Metodologi Inventarisasi Emisi GRK Kategori Sumber Agregat dan Emisi Non 

Karbon Dioksida 

K
o
d
e

  

S
u

b-
K

a
te

g
o
ri

 

S
u

b
 K

a
te

g
o
ri

 

Deskripsi dan Persamaan 

3
C

3 

Emisi 

Karbon 

dioksida 

(CO2) dari 

Penggunaan 

Pupuk Urea 

Penggunaan pupuk urea pada budidaya pertanian menyebabkan 

lepasnya CO2 yang diikat selama proses pembuatan pupuk. Urea 

(CO(NH2)2) diubah menjadi amonium (NH4
+), ion hidroksil (OH-), 

dan bikarbonat (HCO3
-) dengan adanya air dan enzim urease. Mirip 

dengan reaksi tanah pada penambahan kapur, bikarbonat yang 

terbentuk selanjutnya berkembang menjadi CO2 dan air 

 

CO2-Emission = (MUrea x EFUrea) 

3
C

4
 d

a
n
  

3
C

5 

Emisi 

Dinitrogen 

Oksida (N2O) 

dari 

Pengelolan 

Tanah 

Dinitrogen oksida diproduksi secara alami dalam tanah melalui 

proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Nitrifikasi adalah oksidasi 

amonium oleh mikroba aerobik menjadi nitrat, dan denitrifikasi 

adalah reduksi nitrat oleh mikroba anaerob menjadi gas nitrogen 

(N2). Dinitrogen oksida ini adalah gas antara dalam urutan reaksi 

denitrifikasi dan hasil dari reaksi nitrifikasi yang lepas dari sel-sel 

mikroba ke dalam tanah dan akhirnya ke atmosfer. 

Emisi N2O Langsung 

N2O-Direct= N2O-N N input+ N2O-N OS+ N2O-N PRP) 

 

Emisi N2O Tidak Langsung 

N2O-Indirect = (N2O(ATD)-N + N2O(L)-N) 

3
C

7 

Emisi 

Metana dari 

Pengelolaan 

Padi Sawah 

Dekomposisi bahan organik secara anaerobik pada lahan sawah 

mengemisikan gas metan ke atmosfer. Jumlah CH4 yang diemisikan 

merupakan fungsi dari umur tanaman, rejim air sebelum dan selama 

periode budidaya, dan penggunaan bahan organik dan anorganik. 

Selain itu, emisi CH4 juga dipengaruhi oleh jenis tanah, suhu, dan 

varietas padi. 

CH4 Rice= Ɇijk (EFi,j,k x ti,j,k x Ai,jk x 10-6) 

 

EFi = (EFc x SFw x SFp x SFo x SFs,r) 

 

SFo = (1 + ROAi * CFOAi)0.59 
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III.2.3.3 Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lain 

Proses kuantifikasi emisi/serapan di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya 

dilakukan dengan mengacu pada pedoman IPCC 2006 dan Pedoman KLH (2012). Penghitungan 

emisi/serapan dilakukan berdasarkan perubahan biomassa atau tampungan karbon dari setiap 

kategori penggunaan lahan. Proses kuantifikasi yaitu dilakukan terhadap: (i) lahan yang 

tetap/tersisa dalam kategori penggunaan lahan yang sama, dan (ii) lahan yang berubah ke 

penggunaan lahan tertentu dari penggunaan lahan lain. Emisi atau serapan, dilaporkan pada 

kategori penggunaan lahan akhir. Data-data yang digunakan dalam proses kuantifikasi yang 

dilakukan yaitu bersumber dari (i) Dinas Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman; (ii) Balai 

Konservasi Sumberdaya Alam; (iii) Dinas Bina Marga; dan (iv) Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman. Data-data tersebut adalah data resmi (official) yang telah mendapat 

persetujuan dari masing-masing SKPD/OPD terkait. 

Hal yang perlu digarisbawahi dalam perhitungan yang berdasarkan pedoman IPCC 2006 

yaitu emisi GRK dibedakan antara emisi pada tanah organik/gambut dan pada tanah mineral. 

Adapun dalam konteks DKI Jakarta dikarenakan jenis tanah seluruhnya adalah jenis tanah mineral 

maka perhitungan pada tanah organik ditiadakan. Demikian pula perhitungan kehilangan karbon 

akibat pemanenan kayu dan pengambilan kayu bakar juga tidak dapat dihitung karena tidak ada 

pencatatan dan pengambilan kayu bakar diasumsikan tidak ada dikarenakan adanya larangan 

merambah hutan kota; menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam 

hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam PP 63/2002 

tentang Hutan Kota pasal 26. 

Selengkapnya, metodologi dan sumber data yang digunakan dalam inventarisasi GRK di 

Provinsi DKI Jakarta disajikan seperti ditampilkan pada Tabel III .5sebagai berikut. 
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Tabel III .5 Metodologi dan Sumber Data Inventarisasi GRK Sektor AFOLU Provinsi DKI Jakarta 

Kategori 

Sumber 

Kode 

Kategori 
Sub-Kategori Deskripsi 

Persamaan 
Sumber Data 

FL 

(Lahan 

Hutan) 

3B1a 

FL ï FL 

(Lahan Hutan 

tetap Lahan 

Hutan) 

Peningkatan tahunan simpanan 

karbon biomassa (termasuk 

biomassa di atas permukaan dan di 

bawah permukaan) 

GTOTAL = GW * (1+R) 

i. Dinas Kehutanan, 

Pertamanan dan 

Pemakaman 

ii.  Balai Konservasi 

Sumberdaya Alam 

(BKSDA) 

ȹCG = A * GTOTAL * CF 

Kehilangan karbon dari 

pemanenan kayu 

Lwood-removals = H * BCEFR * 

(1+R) * CF 

Kehilangan karbon dari 

pengambilan kayu bakar 

Lfuelwood = [FGtrees *  BCEFR 

* (1+R) + FGpart * D] * CF 

Kehilangan biomassa dan karbon 

akibat gangguan 

Ldisturbances = A * BW * (1+R) 

* CF * fd 

DCL=Lwood-removals + Lfuelwood 

+ Ldisturbancess 

Kehilangan karbon tahunan dari 

tanah organik yang didrainase atau 

terdrainase 

LOrganic = A * EF 

3B1b 

L ï FL 

(Lahan Lain 

Dikonversi ke 

Lahan Hutan) 

Peningkatan tahunan simpanan 

karbon biomassa (termasuk 

biomassa di atas permukaan dan di 

bawah permukaan) 

Ibid 

Ibid 

Kehilangan karbon dari 

pengambilan kayu bakar 

Ibid 

Kehilangan biomassa dan karbon 

akibat gangguan (banjir) 

Ibid 

Ibid 
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Kategori 

Sumber 

Kode 

Kategori 
Sub-Kategori Deskripsi 

Persamaan 
Sumber Data 

Perubahan simpanan karbon pada 

tanah mineral 
 

Perubahan simpanan karbon pada 

tanah organik 

Ibid 

SL 

(Pemuki

man/ 

Infrastruk

tur) 

3B5a 

SL ï SL 

(Pemukiman 

tetap 

Pemukiman) 

Perubahan simpanan karbon pada 

tanah organik 
Ibid 

i. Dinas Bina Marga 

ii.  Dinas Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 3B5b 

L ï SL (Lahan 

Lain 

Dikonversi ke 

Pemukiman) 

Perubahan tahunan simpanan 

karbon biomassa 

DCB = æCG + ((0 - BBEFORE) 

* ȹATO_OTHERS * CF) - æCL 

Perubahan simpanan karbon pada 

tanah mineral 
Ibid 

Perubahan simpanan karbon pada 

tanah organik 
Ibid 

Sumber: IPCC (2006); KLH (2012) 

Keterangan: Cell yang diarsir tidak diestimasi perhitungan emisi GRK, karena tidak terjadi, sehingga dalam pelaporan inventarisasi emisi/serapan 

GRK diberikan notasi NO (not occurring) 
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Dalam inventarisasi emisi/serapan GRK berdasarkan pedoman IPCC 2006 menggunakan 

pendekatan data aktivitas  dikalikan dengan faktor emisinya. Data aktivitas dalam konteks sektor 

kehutanan dan penggunaan lahan adalah data luasan dari tiap tutupan lahan yang luasannya 

didapat dari peta tutupan lahan yang kewenangannya sudah dibagi ke beberapa kementerian/ 

lembaga terkait. Pembagian wewenang ini dibagi berdasarkan Peraturan Presiden No 9 Tahun 

2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 

1:50.000 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 6 

Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi 

Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan 

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. 

Tabel III .6 Sumber Data Aktivitas 

No IGT  
Entitas Penanggung 

Jawab 
Instansi terkait 

Field Keterangan Field 

1 Peta Lahan 

Sawah 

skala 

1:50.000 

OBJECTID UniqueIdentifier Kementerian 

ATR/ BPN; 

Kementerian 

Pertanian 

1. Kementerian 

LHK 

2. Kementerian 

PUPR 

3. BIG 

4. Lapan 

Kabuname Letak Posisi Sawah di 

Kabupaten 

Luas Luas Lahan Sawah, 

satuan M2/Ha 

Intensitas Intensitas Produksi 

Per tahun 

Irigasi Jenis Irigasi 

Penguasaan Pengusaan Sawah 

Pemilikan Pemilikan Sawah 

2 Peta 

penetapan 

Kawasan 

hutan skala 

1:50.000 

NAMOBJ Nama Kawasan Kementerian 

LHK 

1. Kementerian 

LHK 

2. Kementerian 

ATR/ BPN 

3. Kementerian 

PUPR 

4. Kementerian 

Dalam 

Negeri 

5. Kementerian 

Pertanian 

6. BIG 

7. Pemerintahan 

Provinsi 

8. Pemerintahan 

Kabupaten/ 

kota 

FGSTAP Kode Fungsi Kawasan 

Hutan 

NSKTAP SK Penetapan 

LSKTAP Luas tercantum dalam 

SK (Ha) 

TSKTAP Tanggal penetapan 

FCODE Kode unsur 

SRS_ID Spatial reference 

system identifier 

METADATA  Metadata 

3 Peta 

Penutupan 

Lahan 

  BIG 1. Kementerian 

Pertanian 
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No IGT  
Entitas Penanggung 

Jawab 
Instansi terkait 

Field Keterangan Field 

skala 

1:50.000 

2. Kementerian 

ATR/ BPN 

3. Kementerian 

LHK 

4. Kementerian 

PUPR 

5. LAPAN 

 

Namun, informasi tutupan lahan yang digunakan dalam kegiatan ini bersumber dari SKPD 

terkait dikarenakan masih perlu pengecekan apakah data luasan sudah tersedia atau belum pada 

tingkat nasional. Sementara untuk data luasan hutan kota, dikarenakan pada tingkat nasional 

masih belum tersedia penanggung jawabnya, maka perubahan tutupan lahan untuk hutan kota 

diperoleh dari informasi Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman. Hal ini sebagaimana 

pada mandat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota 

yang menyebutkan bahwa pengaturan kawasan hutan kota diserahkan kepada pemerintah daerah. 

Adapun untuk perhitungan faktor emisi menggunakan referensi dari KLHK, IPCC 2006, 

dan hasil survei karbon pada hutan kota di DKI Jakarta yang dilakukan pada tahun 2018 di 3 

hutan kota, yaitu Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), Hutan Kota Cibubur, dan Hutan Kota 

Srengseng. Pembagian pool karbon yang dipakai dalam kajian ini terdiri dari Above Ground 

Biomass (AGB), Below Ground Biomass (BGB), dan Deadwood (DW). Adapun daftar referensi 

yang digunakan ditampilkan pada Error! Reference source not found. sampai dengan Error! 

Reference source not found.. 

Tabel III .7 Rata-rata Pertumbuhan Tahunan pada Berbagai Kategori Penggunaan Lahan 

Land use/cover 
IPCC 

Category 

MAI 

(tC/ha/year) 
Sumber 

Shrubs GL 0,2 Bappenas 2010 

Swamp Shrubs GL 0,6 Bappenas 2010 

Dry land Primary Forest  FL 0 Bappenas 2010 

Dry land secondary forest  FL 1,075 Mean of MoFor 1998 

Mangrove Primary Forest FL 0 Bappenas 2010 

Mangrove Secondary Forest FL 2,8 MoFor 1998 

Swamp Primary Forest  FL 0 Bappenas 2010 

Swamp Secondary Forest  FL 1,075 Mean of MoFor 1998 

Plantation Forest FL 4,8 Bappenas 2010 

Settlement  SL 0,2 Bappenas 2010 

Agriculture Plantation  CL 2,52 Bappenas 2010 

Mining OL 0 Bappenas 2010 
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Land use/cover 
IPCC 

Category 

MAI 

(tC/ha/year) 
Sumber 

Dry land agriculture  CL 0,2 Bappenas 2010 

Dry land agriculture mixed 

with shrubs  
CL 0,6 Bappenas 2010 

Swamp  WL 0,1 Bappenas 2010 

Savannah/ grassland  GL 0,2 Bappenas 2010 

Rice paddy CL 0 Bappenas 2010 

Ponds OL 0 Bappenas 2010 

Open land  OL 0,1 Bappenas 2010 

Transmigration (Tr) CL 1,32 Bappenas 2010 

Sumber: KLHK (2018), MoEF (2015) 

 

Tabel III .8 Stok Karbon dari Biomassa Di atas Permukaan (AGB) pada Berbagai Tipe 

Penutupan Lahan per Pulau 

Jenis hutan Pulau 

Rerata 

AGB 

(t ha-1) 

95% Confidence 

Interval 

(t ha-1) 

N of plot 

measurement 

Primary Dryland 

Forest 

Bali Nusa Tenggara 274,4 247,4 301,3 52 

Jawa nd nd nd nd 

Kalimantan 269,4 258,2 280,6 333 

Maluku 301,4 220,3 382,5 14 

Papua 239,1 227,5 250,6 162 

Sulawesi 275,2 262,4 288,1 221 

Sumatera 268,6 247,1 290,1 92 

Indonesia 266,0 259,5 272,5 874 

Secondary Dryland 

Forest 

Bali Nusa Tenggara 162,7 140,6 184,9 69 

Jawa 170,5 na na 1 

Kalimantan 203,3 196,3 210,3 608 

Maluku 222,1 204,5 239,8 99 

Papua 180,4 158,5 202,4 60 

Sulawesi 206,5 194,3 218,7 197 

Sumatera 182,2 172,1 192,4 265 

Indonesia 197,7 192,9 202,5 1299 

Primary Swamp 

Forest 

Bali Nusa Tenggara na na na na 

Jawa na na na na 
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Jenis hutan Pulau 

Rerata 

AGB 

(t ha-1) 

95% Confidence 

Interval 

(t ha-1) 

N of plot 

measurement 

Kalimantan 274,8 269,2 281,9 3 

Maluku na na na na 

Papua 178,8 160,0 197,5 67 

Sulawesi 214,4 -256,4 685,2 3 

Sumatera 220,8 174,7 266,9 22 

Indonesia 192,7 174,6 210,8 95 

Secondary Swamp 

Forest 

Bali Nusa Tenggara na na na na 

Jawa na na na na 

Kalimantan 170,5 158,6 182,5 166 

Maluku na na na na 

Papua 145,7 106,7 184,7 16 

Sulawesi 128,3 74,5 182,1 12 

Sumatera 151,4 140,2 162,6 160 

Indonesia 159,3 151,4 167,3 354 

Primary Mangrove 

Foresta,b,c 
Kalimantan 263,9 209,0 318,8 8 

Secondary 

Mangrove Forestb,c 

Kalimantan dan 

Sulawesi 
201,7 134,5 244,0 12 

Hutan Kotad Jakarta 75,92 74,541 77,292 14 

Sumber : KLHK (2018), MoEF (2015) 

Catatan : aMurdiyarso et al. (2009); bKrisnawati et al. (2014); cDonato et al. (2011); nd = no 

data, na = not applicable; dYungan A. (2018) 

 

Faktor emisi untuk biomassa di bawah permukaan tanah (nisbah akar pucuk/root-shoot 

ratio) mengacu dari nilai default value IPCC Guidelines (2006), seperti yang dipresentasikan 

pada Error! Reference source not found. berikut: 

 

 

 

 

                                                         
1 Tingkat kepercayaan (confidence level) 90% dan tingkat kesalahan (level of error) 10%. 

2 Ibid (2) 



 Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta 

 35  
 

Tabel III .9 Rasio Biomassa Di Bawah Permukaan Tanah (BGB) terhadap Biomassa Di Atas 

Permukaan Tanah (AGB) (Root-Shoot Ratio) 

Domain Ecological zone 
Above Ground 

Biomass 

R 

[tonne root d.m. 

(tonne shoot d.m.)-1] 

References 

Tropical 

Tropical rainforest  0.37 
Fittkau and 

Klinge, 1973 

Tropical moist 

deciduous forest 

Above ground 

biomass <125 

tonnes ha-1 

0.20 (0.09 ï 0.25) 
Mokany et al., 

2006 

Above ground 

biomass >125 

tonnes ha-1 

0.24 (0.22 ï 0.33) 
Mokany et al., 

2006 

Tropical dry forest 

Above ground 

biomass <20 

tonnes ha-1 

0.56 (0.28 ï 0.68) 
Mokany et al., 

2006 

above-ground 

biomass >20 

tonnes ha-1 

0.28 (0.27 ï 0.28) 
Mokany et al., 

2006 

Tropical shrubland  0.40 Poupon, 1980 

Tropical mountain 

systems 
 0.27 (0.27 ï 0.28) Singh et al., 1994 

Sumber: IPCC, 2006 

 

Faktor emisi untuk simpanan karbon dari serasah dan kayu mati mengacu nilai 

default value IPCC Guidelines (2006), seperti yang dipresentasikan pada Tabel 9 dibawah 

ini. Pada kasus hutan kota di DKI Jakarta, nilai simpanan karbon dari serasah dan kayu 

mati mengacu pada hasil Studi 2018 yang telah dilakukan. 

Tabel III .10 Simpanan Karbon pada Serasah dan Kayu Mati 

Climate/Type 

Forest Type 

References 

Broadleaf 

deciduous 

Needleleaf 

evergreen 

Broadleaf 

deciduous 

Needleleaf 

evergreen 

Litter carbon stocks of 

mature forests 

(tonnes C ha-1) 

Dead wood carbon stocks 

of mature forests (tonnes 

C ha-1) 

Tropical 2.1 (1 ï 3) 5.2 n.a n.a IPCC (2006) 

Hutan Kota 0.72 2.64 
Yungan A 

(2018) 
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III.2.4  Sektor Limbah 

Kegiatan pengolahan limbah merupakan salah satu sumber emisi GRK. Sumber emisi GRK 

sektor limbah mencakup kegiatan-kegiatan pengolahan limbah padat domestik, limbah cair 

domestik, limbah padat industri, limbah cair industri, limbah infeksius (klinis), limbah B3, dan 

limbah lainnya. Perlu dicatat bahwa pedoman sektor limbah ini tidak mencakup emisi GRK 

kegiatan pengolahan limbah pertanian seperti sekam padi, limbah biomass di perkebunan (tandan 

kosong sawit (TKS), palm kernel, fiber/sabut, cangkang kelapa, limbah ranting pepohonan di 

perkebunan, dan lain-lain yang pada pedoman IPCC 2006 kategori tersebut tidak termasuk sektor 

limbah namun sektor pertanian. Cakupan sumber emisi dari sektor limbah disajikan pada Gambar 

III .8. 

 

Gambar III .8 Cakupan aktivitas penghasil emisi GRK sektor limbah berdasarkan sumbernya 

 

Berdasarkan pedoman IPCC 2006, emisi GRK dari kegiatan penanganan limbah mencakup 

gas metana (CH4), dinitrogen oksida (N2O), dan karbon dioksida (CO2). Gas CO2 yang diemisikan 

dari pengolahan limbah secara biologi dikategorikan sebagai biogenic origin yang tidak termasuk 

dalam lingkup inventarisasi emisi GRK dari kegiatan pengolahan limbah. Yang dimaksud dengan 

biogenic origin adalah CO2 yang dihasilkan dari proses penguraian biodegradable material 

(biomassa) secara biologi. Gas CO2 yang dihasilkan dari penguraian biomassa melalui proses 

termal tidak dilaporkan di dalam inventarisasi karena dapat dikategorikan sebagai karbon netral. 

Gas CO2 yang dilaporkan dalam inventarisasi hanya yang berasal dari pembakaran material fosil 

berada di dalam limbah dan bahan bakar fosil yang digunakan dalam proses insinerasi atau open 

burning. Gas CH4 terutama berasal dari proses penguraian anaerobik komponen degradable 

organic yang terkandung di dalam limbah padat dan limbah cair dari kegiatan industri maupun 

domestik. Proses pengolahan limbah yang mengandung protein secara biologi akan menghasilkan 

gas N2O. 
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III.3  Data Aktivitas Hasil Survey 

Inventarisasi emisi GRK DKI Jakarta meliputi sektor energi, limbah dan AFOLU. Data 

aktivitas yang digunakan pada inventarisasi adalah data-data terkait besaran aktivitas ketiga 

sektor tersebut selama periode 2010 ï 2018. Pada inventarisasi di sektor energi, penghitungan 

emisi dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu sektoral dan referensi. Pada inventarisasi emisi 

GRK DKI Jakarta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral 

merupakan metode inventarisasi emisi GRK yang dikelompokkan menurut sektor pengguna 

energi, yaitu produksi energi/industry energi (listrik, minyak dan batubara), industri manufaktur, 

transportasi, rumah tangga dan komersial, dan lain-lain. 

Inventarisasi emisi GRK sektor limbah menggunakan metode FOD (First Ordey Decay). 

Berdasarkan metode FOD, total emisi gas CH4 pada tahun T adalah total CH4 yang terbentuk pada 

tahun T dikoreksi dengan besarnya gas CH4 yang direcovery/dibakar. Metodologi penghitungan 

emisi GKR sampah di TPA sudah menggunakan Tier-2 di mana parameter lokal (komposisi 

sampah dan kandungan bahan kering/dry matter content adalah data hasil kerjasama penelitian 

ITB-JICA. 

Data aktivitas sumber emisi dan serapan GRK yang digunakan dalam perhitungan pada 

laporan ini adalah data periode tahunan 2010 -2018. Dimana data aktivitas tahun 2018 adalah data 

hasil survei yang dilakukan tim surveyor dan data tahun 2010 ï 2017 adalah data pelengkap baik 

yang sudah ada pada laporan inventarisasi emisi GRK DKI Jakarta pada tahun sebelumnya 

maupun update data yang didapatkan melalui hasil survei lapangan.  

Data yang telah didapat kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh para wali data 

melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD).  Laporan kegiatan survei dalam memperoleh 

data aktivitas baik untuk kegiatan inventarisasi emisi GRK maupun penurunan emisi GRK 

melalui aksi-aksi mitigasi serta kegiatan FGD validasi dan verifikasi data dapat dilihat pada 

Lampiran. 

 

III.3.1  Data Aktivitas Sektor Energi 

Sektor energi merupakan sektor penting yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas rutin 

dan menjalankan roda perekonomian di DKI Jakarta. Energi dikonsumsi di sisi suplai dan di sisi 

pengguna. Di sisi suplai, bahan bakar minyak dan bahan bakar gas alam digunakan untuk 

pembangkit listrik yang ada di Muara Karang dan Tanjung Priok. Di sisi pengguna, energi 

digunakan di sektor transportasi, industri manufaktur, komersial, rumah tangga, dan sektor lain-

lain. Jenis energi yang dikonsumsi di sektor pengguna tesebut meliputi bahan bakar minyak, gas 

alam, LPG, dan listrik. Konsumsi energi bertambah seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

dan penduduk. Pada periode 2010-2018, total konsumsi bahan bakar di DKI Jakarta meningkat 

rata-rata sebesar 5,82% tiap tahunnya dari 276.892 TJ menjadi 426.628 TJ. 

Sebagian besar data aktivitas sektor energi selain pembangkit berupa data bahan bakar 

minyak baik di sektor transportasi, industri, rumah tangga, bangunan komersial, dan sektor lain-

lain menggunakan data yang bersumber dari BPH Migas (2014-2018), sementara untuk tahun 

2010ï2013 menggunakan proyeksi. Untuk data aktivitas untuk menghitung emisi indirect 

menggunakan data dari PT. PLN (2010-2018). Dan data gas menggunakan sumber data dari PT. 
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PGN. Sementara untuk data LPG didapat melalui proyeksi dari data tahun sebelumnya yang 

diperoleh dari PT. Pertamina.  

Berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan, bahan bakar minyak dan bahan bakar gas 

alam adalah bahan bakar mayoritas yang digunakan di DKI Jakarta. Berdasarkan sektor 

penggunanya, bahan bakar di DKI Jakarta digunakan oleh sektor pembangkit, industri 

manufaktur, transportasi, sektor rumah tangga dan komersial. Kebutuhan energi terbesar di tahun 

2018 adalah sektor transportasi yang mencapai 47,4% kebutuhan energi total DKI Jakarta, diikuti 

pembangkit listrik sebesar 31,9%, industri manufaktur sebesar 14,6%, rumah tangga sebesar 

5,2%, komersial sebesar 0,7%, dan sektor lain-lain sebesar 0,2%. Selain bahan bakar, kebutuhan 

energi di DKI Jakarta disuplai dari Listrik JAMALI. Data aktivitas penggunaan/konsumsi energi 

di sektor energi disampaikan pada Gambar III .9, sedangkan data kebutuhan listrik berdasarkan 

sektor pengguna disampaikan pada Gambar III .11.  

 

Gambar III .9 Data aktivitas sektor energi 

 

Gambar III .10 Data konsumsi listrik 
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III.3.1.1 Data Aktivitas Sub-Sektor Energi Industri  

Di DKI Jakarta terdapat 2 (dua) pembangkit listrik yaitu PT. PJB UP Muara Karang dan 

PT. Indonesia Power UPJP Priok. Jenis bahan bakar utama yang digunakan di kedua pembangkit 

tersebut adalah bahan bakar gas dan minyak. Pada tahun 2010 ï 2012, penggunaan bahan bakar 

di kedua pembangkit listrik tersebut didominasi oleh minyak diesel. Namun mulai tahun 2013, 

penggunaan minyak diesel berkurang dengan digantikan menggunakan bahan bakar gas. Hal 

tersebut dikarenakan telah beroperasinya fasilitas GAS FSRU milik PT Nusantara Regas dan PHE 

sebagai suplai utama energi primer. Total konsumsi energi dari kedua pembangkit pada tahun 

2010 sebesar 122.081 TJ dan meningkat menjadi 136.341 TJ pada tahun 2018. Data konsumsi 

bahan bakar pembangkit listrik DKI Jakarta disajikan pada Gambar III .11 sebagai berikut: 

  

 (a)                                                                         (b) 

Gambar III .11 Konsumsi energy sub-sektor energy industry: (a) PJB UP Muara Karang, dan (b) 

UPJP Tanjung Priok 

 

III.3.1.2 Data Aktivitas Sub-Sektor Industri Manufaktur  

Data aktivitas yang digunakan dalam perhitungan inventarisasi emisi GRK sektor industri 

manufaktur adalah data konsumsi bahan bakar yang digunakan di industri kecil, menengah dan 

besar. Di industri, bahan bakar yang biasa digunakan dalam proses produksinya antara lain bahan 

bakar minyak (diesel, solar, minyak tanah, minyak bakar), bahan bakar gas, LPG, dan ada 

beberapa industri menggunakan batubara. Data konsumsi energi yang digunakan dalam 

perhitungan emisi GRK sektor industri manufaktur pada laporan ini bersumber dari dari BPH 

Migas, PT. PGN, dan PT. PLN, data PT. Pertamina yang didapatkan pada laporan inventarisasi 

emisi GRK tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, total konsumsi energi berupa bahan bakar 

minyak maupun gas sebesar 36.371 TJ, kemudian pada tahun 2018 terjadi kenaikan menjadi 

62.294 TJ. Konsumsi energi di sektor industri manufaktur berdasarkan jenis bahan bakar dapat 

dilihat pada Gambar III .12. 
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Gambar III .12 Konsumsi energy di sub-sektor industri manufaktur berdasarkan jenis bahan 

bakar 

 

III.3.1.3 Data Aktivitas Sub-Sektor Transportasi 

Data aktivitas yang digunakan untuk perhitungan emisi GRK di sektor transportasi adalah 

data penjualan atau data realisasi penyaluran BBM yang dikeluarkan oleh BPH Migas, PT. 

Pertamina dari data laporan inventarisasi emisi GRK tahun sebelumnya dan data listrik kereta api 

dari PT. PLN. Konsumsi energi total dari sektor transportasi baik bahan bakar minyak maupun 

listrik pada tahun 2018 sebesar 78.525 TJ dimana transportasi darat merupakan sektor pengguna 

bahan bakar tertinggi yaitu sebesar 95% dari total konsumsi bahan bakar transportasi atau senilai 

192.164 TJ. Sementara transportasi laut menggunakan sekitar 2%, transportasi udara sebesar 3%, 

dan sisanya kereta api. 

Konsumsi bahan bakar transportasi darat meliputi premium, pertamax, minyak solar, 

minyak diesel, biosolar, dan gas. Total konsumsi bahan bakar sektor transportasi mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini didorong oleh jumlah kendaraan baik pribadi maupun 

umum yang meningkat. Data konsumsi energi di sektor transportasi dapat dilihat pada Gambar 

III .13. 
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Gambar III .13 konsumsi energi di sub-sektor transportasi berdasarkan jenis bahan bakar 

 

III.3.1.4 Data Aktivitas Sub-Sektor Lain (Komersial, Rumah Tangga, dan Lain-

lain) 

Perhitungan emisi GRK di sektor komersial berupa penggunaan/konsumsi bahan bakar 

minyak, gas, dan listrik. Data aktivitas di sektor rumah tangga menggunakan basis data aktivitas 

berupa jumlah penggunaan bahan bakar minyak, gas, LPG, dan listrik. Sedangkan data aktivitas 

di sektor lain-lain berupa penggunaan bahan bakar minyak dan listrik. Total konsumsi energi 

tahun 2018 untuk sektor komersial sebesar 2.864 TJ, sektor rumah tangga sebesar 22.143 TJ, dan 

sektor lain-lain sebesar 827 TJ. Data aktivitas untuk sektor komersial, rumah tangga, dan lain-

lain secara berurutan dapat dilihat pada Gambar III .14, Gambar III .15, dan Gambar III .16.  

 

Gambar III .14 Konsumsi energi sub-sektor komersial berdasarkan jenis bahan bakar 
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Gambar III .15 Konsumsi energi sub-sektor rumah tangga berdasarkan jenis bahan bakar 

 

 

Gambar III .16 Konsumsi energi sub-sektor lain-lain berdasarkan jenis bahan bakar 

 

III.3.2  Data Aktivitas Sektor IPPU 

Emisi yang dihasilkan dari sektor IPPU salah satunya adalah emisi GRK yang dihasilkan 

dari aktivitas proses produksi industri mineral (industri gelas/kaca, keramik), industri kimia, 

industri logam, industri elektronik. Berdasarkan direktori industri manufaktur, di Provinsi DKI 

Jakarta terdapat beberapa industri gelas/kaca, industri keramik, dan industri besi baja yang 

lokasinya tersebar di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Industri gelas/kaca 

di DKI Jakarta antara lain pabrik yang memproduksi kaca lembaran, jasa potong kaca, pabrik 

botol, piring gelas, kaca lembaran dan pengaman, dan glassware. 

Industri gelas/kaca yang berpotensi menghasilkan emisi GRK dari proses produksi industri 

gelas/kaca adalah industri yang menggunakan bahan baku berupa bahan mentah seperti pasir 

silica, soda ash (natrium karbonat), dan caustic soda. Sedangkan industri gelas/kaca di DKI 

Jakarta umumnya tidak menggunakan bahan baku mentah di atas, melainkan menggunakan cullet 

atau limbah kaca sebagai bahan baku untuk memproduksi kaca. Cullet yang biasa digunakan 

berasal dari segala macam jenis pecahan kaca seperti pecahan kaca jendela, botol, cermin, kaca 

mobil, gelas, dll. Penggunaan cullet tersebut dapat menghemat kebutuhan bahan baku, dimana 
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menurut penelitian penggunaan 1.000 kg cullet dapat menggantikan 1.200 kg bahan baku yang 

terdiri dari silica, batu kapur, dan soda ash. Oleh sebab itu, penggunaan cullet sebagai bahan baku 

banyak digunakan. Pabrik produksi cullet dengan kapasitas terbesar saat ini terdapat di Samarinda 

dengan kapasitas produksi mencapai 100 ton/hari. 

Industri keramik yang berpotensi menghasilkan emisi GRK  adalah industri yang dalam 

proses produksinya menggunakan tanah liat. Emisi CO2 yang dihasilkan pada industri keramik 

terjadi dari proses pemanasan karbonat yang terkandung dalam tanah liat. Di DKI Jakarta, industri 

keramik tidak menggunakan tanah liat sebagai bahan baku. 

Pada industri besi dan baja, emisi GRK dihasilkan dari pembakaran gas tungku ledakan 

dan oven gas kokas dalam produksi kokas. Sebagian besar gas CO2 yang dihasilkan oleh industri 

besi dan baja terkait produksi besi, lebih khusus penggunaan karbon untuk mengubah bijih besi 

menjadi besi. Di DKI Jakarta, industri besi baja umumnya hanya industri yang mengolah besi 

atau baja menjadi produk lain, bukan industri dengan proses produksi dengan bahan baku bijih 

besi. 

 

III.3.3  Data Aktivitas Sektor AFOLU  

III.3.3.1 Data Aktivitas Sektor Pertanian 

Data aktivitas untuk sektor pertanian khususnya data sub-sektor peternakan terkait data 

populasi ternak bersumber pada Laporan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang 

dipadukan dengan data Stastistik Pertanian Kementerian Pertanian pada tahun 2018. 

 

Data Sub-Sektor Peternakan 

Data ini digunakan untuk memperoleh perhitungan emisi GRK untuk sub-kategori 

fermentasi enterik (3A1) dan pengelolaan kotoran ternak (3A2). 

Tabel III .11 Data Aktivitas Sub-sektor Peternakan 

No Populasi Ternak 2018 (ekor) 

1 Sapi potong  1.816 

2 Sapi Perah 1.991 

3 Kerbau 61 

4 Kuda 328 

5 Kambing 4.764 

6 Domba 2.248 

 

Data populasi ini mengalami fluktuasi setiap tahun tergantung kesediaan dan permintaan pasar. 

Sebagian besar populasi berada di wilayah Mampang, Kuningan dan wilayah lainnya. Untuk 

menggambarkan lebih lanjut terkait data aktivitas yang digunakan dalam perhitungan ini dapat 

dilihat pada Gambar III .17 di bawah ini. 

Commented [WU2]: Input satuan: ekor? 
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Gambar III .17 Populasi Ternak di DKI Jakarta 

 

III.3.3.2 Data Aktivitas Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan 

Data aktivitas untuk sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada laporan ini didapatkan 

dari Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman serta BKSDA DKI Jakarta untuk data 

aktivitas kehutanan dan penggunaan lahan. Untuk data aktivitas perubahan tutupan lahan dari 

penggunaan lain ke pemukiman didapatkan dari data Dinas Binamarga. 

Tabel III .12 Data Aktivitas Inventarisasi Emisi GRK Sub-sektor Kehutanan 

Data 

Aktiv

itas 

Kategori 

Tutupan 

Lahan KLHK  

Kondisi 

tutupan 

lahan 

DKI  

Luas (Ha) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

F
L
 -

 F
L
 (

H
u

ta
n

 T
e
ta

p
 H

u
ta

n
)

 

Hutan 

Mangrove 

sekunder 

Hutan 

Mangrove 

Sekunder  

134.06 143.53 152.99 157.59 160.56 163.52 164.15 

Hutan Lahan 

Kering 

Sekunder  

Hutan 

Kota  
160.86 160.86 160.86 165.70 165.70 167.10 161.44 

Hutan 
Mangrove 

sekunder 

CA Pulau 

Bokor  
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

Hutan 

Mangrove 

sekunder 

Hutan 
Mangrove 

Sekunder 

(SM 

Muara 
Angke) 

14.21 14.21 14.21 14.21 14.21 14.21 14.22 
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Hutan Lahan 

Kering 
Sekunder 

Vegetasi 

Hutan 

Pantai 
(SM Pulau 

Rambut) 

5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.1 

Hutan Lahan 

Kering 

Sekunder 

Vegetasi 

Hutan 

Campuran 

Sekunder 

(SM 

Pulau 

Rambut) 

18.69 18.69 18.69 18.69 18.69 18.69 18.7 

Hutan 

Mangrove 

sekunder 

Vegetasi 

Mangrove(

SM 

Pulau 

Rambut) 

22.81 22.81 22.81 22.81 22.81 22.81 22.82 

Hutan 

Mangrove 

sekunder 

Hutan 

Mangrove 

Sekunder 

(TWA 

Angke 

Kapuk) 

99.82 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82 99.83 

L
 -

 F
L
 (

L
a
h

a
n

 t
e

rb
u
k
a
 

m
e
n

ja
d

i 
H

u
ta

n
) 

Hutan 

Mangrove 

sekunder 

Hutan 

Mangrove 

Sekunder  

0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 

Hutan Lahan 

Kering 

Sekunder  

Hutan 

Kota  
3.20 5.56 2.40 4.64 0.00 0.16 15.50 

L
 -

 S
L
 (

L
a
h

a
n

 t
e

rb
u
k
a
 

m
e
n

ja
d

i 
in

fr
a
s
tr

u
k
tu

r) 

Infrastruktur  
Jalan dan 

Trotoar  
11.89 1.34 0.22 2.25 13.13 48.85 28.25 

Infrastruktur  

Masjid/ 

areal 

terbangun 

0 0 0 0 0 0 6.80 

 

Sehubungan dengan kebijakan satu peta yang digadangkan oleh pemerintah walidata untuk 

hutan pada wilayah DKI Jakarta dibedakan menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 

kawasan hutan (skala 1:50.000) yaitu untuk hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi; 

sementara untuk hutan kota kewenangan diturunkan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota; yang diturunkan melalui 

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman 
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Penyelenggaraan Hutan Kota; dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta No. 

17 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota. Berdasarkan aturan tersebut, pada pasal 5 

hutan kota seharusnya memiliki luasan 10% dari wilayah perkotaan atau disesuaikan dengan 

wilayah setempat. Khusus untuk data hutan konservasi dikarenakan keterbatasan data dari 

BKSDA DKI Jakarta maka data hutan konservasi mangrove diasumsikan masih sama dengan data 

pada tahun 2017. 

Untuk data perubahan dari lahan lain ke lahan pemukiman dalam hal ini didapatkan dari 

Dinas Binamarga. Untuk perubahan tutupan lahan secara ril berdasarkan peta eksisting 

seharusnya data didapatkan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan. Namun, 

dikarenakan pemetaan peta eksisting hanya dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran maka 

dalam laporan ini perhitungan perubahan luasan didekati dengan informasi perubahan luasan 

karena pembuatan jalan dan trotoar dari Dinas Binamarga. Secara visual data aktivitas yang 

digunakan dalam kajian ini ditampilkan pada Gambar III .18 sebagai berikut: 

 

Gambar III .18 Perubahan Luas Hutan di DKI Jakarta 2010-2018 (FL-FL) 

 

III.3.4  Data Aktivitas Sektor Limbah 

Sesuai dengan metodologi yang digunakan dalam penghitungan tingkat emisi GRK, data 

aktivitas diklasifikasikan berdasarkan kategori sumber emisinya, yang mencakup data pengolahan 

sampah padat DKI Jakarta di TPST Bantar gebang, pengelolaan sampah padat secara biologi 

(pengomposan), pengelolaan sampah padat secara insinerasi dan pembakaran secara terbuka 

(open burning), dan pengelolaan limbah cair domestik dan industri. 

 

III.3.4.1 Data Aktivitas Sub-Sektor Pengelolaan Limbah Padat Domestik 

Data yang diperlukan dalam perhitungan emisi GRK dari limbah padat domestik di DKI 

Jakarta adalah data limbah padat yang ditimbun di TPA (TPA Bantar Gebang), pemanfaatan gas 
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metana (biogas) di TPA dan limbah padat domestik yang dikomposkan. Data sampah yang 

terangkut ke TPA Bantar Gebang diperoleh dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. 

Pengelolaan sampah padat domestik di DKI Jakarta pada tahun 2018 terdiri dari: 

1. Penimbunan di TPA, biasanya sampah yang tidak tertangani oleh kegiatan 3R dan 

pengomposan ditimbun di TPA Bantar Gebang. 

2. 3R, biasanya meliputi sampah plastik dan kertas untuk didaur ulang. 

3. Pengkomposan sampah organik, meliputi sampah sisa makanan dan sampah taman diproses 

secara biologi. 

4. Insinerasi, baru dilakukan di DKI Jakarta pada tahun 2017 di Kepulauan Seribu. 

 

Untuk pengelolaan sampah padat secara 3R tidak dilaporkan dalam inventarisasi emisi 

GRK karena pengelolaan ini tidak melepaskan emisi GRK. Yang dilaporkan dalam kegiatan 

inventarisasi emisi GRK hanya kegiatan dari pengelolaan sampah secara biologi (pengomposan) 

dan penimbunan sampah di TPA. 

Pada tahun 2018 diperoleh sampah yang masuk ke TPA Bantar Gebang sebesar 2,476 juta 

ton. Data tahun 2018 dari kegiatan 3R dan pengomposan di dalam TPA Bantar Gebang belum 

diperoleh. Untuk sementara diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 274 ribu 

ton dari kegiatan 3R sehingga diperkirakan sampah yang ditimbun di TPA adalah sebesar 2,2 juta 

ton. Sedangkan sampah yang dikomposkan di luar wilayah TPA belum diperoleh. Jumlah sampah 

yang dibakar dalam L-Box dari Januari-April adalah sebesar 2.190 m3 atau sekitar 810 ton. 

Gas metana yang dihasilkan dari sampah organik yang ditimbun di TPA Bantar Gebang 

telah dimanfaatkan untuk bahan bakar gas engine untuk membangkitkan listrik. Pemanfaatan gas 

metana (recovery landfill gas) tersebut telah dilakukan sejak tahun 2011. Jumlah listrik yang 

diproduksi dari pemanfaatan gas landfill tersebut pada tahun 2018 adalah 1.493.158 KWh. 

Tabel III .13 Data Aktivitas Pengelolaan Limbah Padat Domestik 

Tahun 

Timbulan 

sampah= 

0,6923 

kg/org/hari  

(Gg) 

Sampah di TPA 

(Gg atau 1000 

ton) 

LFG Recovery 

Pengomposan sampah 

yang dikomposkan 

(Gg atau 1000 ton) 

3R 

Insinerasi 

Kep. 

Seribu 

Masuk 
Ditim

bun 

Volumes 

(m3) 

% 

CH4 

Di dalam 

TPST 

Di 

Wilay

ah 

Bank 

Sampah di 

Wilayah 

m3 sampah 

yang 

dibakar  

2010 2.436 1.873 1.873       

2011 2.464 1.888 1.533 13.565.171 49,11 52,39 5,81 8,75  

2012 2.492 1.921 1.567 29.129.093 53,51 52,39 5,81 8,75  

2013 2.519 2.063 1.708 22.275.242 45,44 52,39 5,81 8,75  

2014 2.546 2.067 1.713 17.694.774 48,14 52,39 5,81 8,75  

2015 2.573 2.343 1.989 12.087.572 40,74 52,39 2,45 2,21  

2016 2.597 2.402 2.047 10.093.693 34,66 52,39* 0,21 3,34  

2017 2.622 2.516 2.243 3.945.899 NA 
Tidak ada 

sampah baru 
0,12 2,61 6.949 

2018 2.646 2.476 2.203 1.493 MWh NA 
Tidak ada 

sampah baru 
0,967  2.190* 

Keterangan: * = Januari-April 2018 
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Komposisi dan dry matter content sampah padat yang ditimbun di TPA diambil dari hasil 

studi/survey sampah padat di TPA Bantar Gebang yang dilakukan oleh JICA ï ITB (2015). 

Sampah yang masuk ke TPA Bantar Gebang terdiri dari sampah sisa makanan (57,36%), plastik 

(9,43%), kertas (9,25%), sampah taman (8,88%), dan lain-lain. Pada tahun 2017 pernah dilakukan 

survey komposisi sampah padat domestik yang dilakukan Tim DLH namun hasil survey tersebut 

tidak digunakan dalam perhitungan emisi GRK sektor limbah pada di laporan ini dikarenakan 

hasil survey tersebut tidak memisahkan komponen nappies. Sehingga untuk perhitungan emisi 

dari limbah padat domestik tetap menggunakan komposisi survey tahun 2015. Perbandingan 

komposisi sampah padat dari data default IPCC 2006, data hasil studi/survey tahun 2015 dengan 

hasil survey tahun 2017 disajikan pada Tabel III .14. 

Tabel III .14 Perbandingan Komposisi Sampah Padat 

Komponen 

%-Massa (Basah) 

IPCC 2006 Survey 2015 Survey 2017 

Sisa Makanan 43,5 57,36 52,91 

Kertas 12,9 9,25 7,49 

Nappies  7,16  

Taman  8,88 6,10 

Kayu 9,9 0,94  

Tekstil 2,7 4,95 3,56 

Karet dan Kulit 0,9 0,45 1,78 

Plastik 7,2 9,43 9,00 

Logam 3,3 0,34 1,94 

Kaca 4,0 0,68 2,60 

Lain-lain (anorganik) 16,3 0,56 7,62 

PET   5,85 

Sampah B3   1,14 

 

Untuk mengkoreksi parameter DOC (Degradable Organic Carbon) default 2006 

diperlukan data material kering dari komponen sampah yang mengandung material organic. 

Komponen sampah tersebut meliputi sisa makanan, kertas, nappies, sampah taman, kayu, dan 

tekstil. Fraksi material kering (dry matter content) dalam komponen-komponen sampah tersebut 

disajikan pada Tabel III .15. 

 

Tabel III .15 Dry Matter Content Sampah di TPA Bantar Gebang 

Komponen 
%-masa Dry-Matter Content 

Kemarau Hujan  Rata-rata 

Sisa Makanan 26,73 19,64 23,18 
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Kertas 58,10 42,84 50,47 

Nappies 21,24 18,94 20,09 

Taman 52,56 42,94 47,75 

Kayu 75,91 36,56 56,23 

Tekstil 71,48 45,23 58,25 

Sumber: Studi JICA ï ITB (2015) 

 

III.3.4.2 Data Aktivitas Sub-Sektor Pengelolaan Limbah Cair Domestik 

Data yang diperlukan dalam perhitungan tingkat emisi GRK dari limbah cair domestik di 

DKI Jakarta adalah Total Organic in Wastewater (TOW), tipe/jenis pengolahan limbah cair 

domestik, dan total nitrogen dalam limbah cair domestik. TOW dan total nitrogen diperkirakan 

dari jumlah penduduk dan konsumsi protein penduduk DKI Jakarta. Dari data Statistik 

Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta 2018 (BPS), tahun 2018 jumlah penduduk DKI 

Jakarta sekitar 10.467.629 jiwa. Konsumsi protein rata-rata penduduk DKI Jakarta sebesar 78 

gram/orang/hari (Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, September 

2018 BPS). 

Tabel III .16 Jumlah Penduduk dan Konsumsi Protein Tahun 2010-2018 

Tahun Penduduk 1(orang) Protein2 (Kg/kap/tahun) 

2010 9.640.400 21,60 

2011 9.752.100 22,39 

2012 9.862.100 21,73 

2013 9.969.900 21,24 

2014 10.075.300 22,95 

2015 10.181.091 21,89 

2016 10.277628 22.01 

2017 10.374.235 24.98 

2018 10.467.629 28.47 

Sumber: Diolah dari data BPS 

 

Pengelolaan atau pembuangan limbah cair di DKI Jakarta meliputi pengelolaan sendiri 

(seperti septic-tank), disalurkan ke pengelolaan terpusat, sewer, dan disalurkan ke sungai/laut atau 

tanah. Berdasarkan data dari Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta 2018 

pengelolaan atau pembuangan limbah cair di DKI Jakarta 96,3% menggunakan septic-tank 

(termasuk IPAL) dan 3,7% dibuang ke sewer/sungai/laut atau tanah. Data-data yang berkaitan 

dengan pengelolaan limbah cair terpusat diperoleh dari PD PAL JAYA. Data derajat penggunaan 
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tipe pengelolaan limbah cair domestic disajikan pada Tabel III .17, sedangkan data aktivitas dari 

sub-sektor pengelolaan limbah cair disajikan pada Tabel III .18. 

Tabel III .17 Derajat Penggunaan Tipe Pengelolaan Limbah Cair Domestik  

Tipe Pengelolaan 

Derajat penggunaan tipe pengelolaan1 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Septictank 0.851 0.860 0.858 0.841 0.842 0.840 0.8352 0.8303 0.9014 

Centralized, aerobic 

treatment 
0.055 0.046 0.048 0.047 0.046 0.048 0.053 0.058 0.062 

Sewer 0.025 0.025 0.025 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 

Sea, river and lake 

discharge 
0.069 0.069 0.069 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.007 

Sumber:  1 Diolah dari data Rikesdas 2010, 2013, SKR 2014-2018 dan data dari IPAL 
  2 Sludge Removal (sedot tinja) sebesar 96.204 kg BOD, diolah dari data IPLT 

  3 Sludge Removal (sedot tinja) sebesar 93.662 kg BOD, diolah dari data IPLT 

  4 Sludge Removal (sedot tinja) sebesar 84.608 kg BOD, diolah dari data IPLT 

 

Tabel III .18 Pengelolaan Limbah Cair Domestik PD Pal Jaya Tahun 2010-2018 

Unit Pengelolaan Data dan Informasi 

Waduk Setiabudi Jumlah penduduk terlayani : 648.239 orang 

Volume : 10.043.923 m3/tahun 

Jenis limbah cair: blackwater dan greywater 

BODinlet waduk barat : 128,86 

BODoutlet waduk barat : 62,99 

BODinlet waduk timur : 128,86 

BODoutlet waduk timur : 68,99 

Faktor emisi : 0,18 (Aerobik) 

IPLT Duri Kosambi Jumlah penduduk terlayani : 169.407 orang 

Volume : 50,822 m3  

BODoutlet : 67,48 mg/l (data tahun 2017) 

Jenis limbah cair: blackwater 

IPLT Pulo Gebang Jumlah penduduk terlayani : 112.620 orang 

Volume : 33.786 m3  

BODoutlet : 137,5 mg/l (data tahun 2017) 

Jenis limbah cair: blackwater 
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III.3.4.3 Data Aktivitas Sub-Sektor Pengelolaan Limbah Cair Industri  

Data limbah industri di DKI Jakarta yang telah diperoleh data debit air limbah harian adalah 

dari Industri Makanan dan minuman, Industri Susu & Makanan dari Susu, Industri Tepung Terigu 

& Pati, Industri Pengolahan Ikan dan Industri Makanan Ternak dengan jumlah debit air limbah 

sebesar 2.504 m3/hari. Debit masing-masing dari industri tersebut dapat disajikan pada Tabel 

III .19. 

Tabel III .19 Pengelolaan Limbah Cair Industri 

No Jenis Industri 
Debit Air limbah  

(m3/hari)  

1 Industri Makanan dan minuman 470,5 

2 Industri Susu & Makanan dari Susu 1.230 

3 Industri Tepung terigu & pati 102,7 

4 Industri Pengolahan ikan 701 

5 Industri Makanan ternak 0,3 

 

III.4  Penghitungan Emisi GRK  

Pada tahun 2018, total emisi GRK untuk 3 (tiga) jenis gas utama (CO2, CH4, dan N2O)  

tanpa AFOLU sebesar 29.389 Gg CO2e. Jika sektor AFOLU dimasukkan maka total emisi 

menjadi 29.392 Gg (Tabel III.20). Distribusi besaran emisi dari 3 (tiga) jenis gas yaitu 91,5%, 

7,2%, dan 1,3% masing-masing untuk CO2, CH4 dan N2O. Sektor-sektor penyumbang utama 

emisi GRK Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 adalah energi (93%), limbah (7%), AFOLU (0%), 

dan IPPU (0%) tanpa memasukkan emisi indirect dari penggunaan listrik. Sedangkan dengan 

memasukkan penggunaan listrik indirect maka distribusi sektor penyumbang emisi GRK menjadi 

penggunaan listri indirect (49%), emisi direct di luar pembangkit listrik (33%), pembangkit listrik 

(14%), limbah (4%), AFOLU (0%). Ringkasan emisi GRK tahun 2018 disajikan pada Tabel 

III.20. 

Tabel III .20 Ringkasan Emisi GRK Provinsi DKI tahun 2018 (CO2e) 

No 
Kategori Sumber Emisi dan 

Serapan 

Serapan 

CO2  

Emisi 

CO2  CH4 N2O CO NOx 

NMVO

C SOx 

Gg Gg Gg Gg Gg Gg Gg Gg 

  Total Emisi dan Serapan -7   26,879   2,117   392          

1 ENERGI    26,879   83   232   -     -     -     -    

A Pembakaran Bahan Bakar    26,879   83   232   -     -     -     -    

1 Industri Energi (Pembangkit Listrik)    7,919   3   5   NE   NE   NE   NE  

2 Industri Manufaktur    4,352   3.26   8.78   NE   NE   NE   NE  

3 Transportasi    12,979   73.77   217.80   NE   NE   NE   NE  

4 Komersial    171   0.34   0.15   NE   NE   NE   NE  

5 Residential    1,397   2.33   0.69   NE   NE   NE   NE  

6 Lain-lain    61   0.17   0.15   NE   NE   NE   NE  

B Emisi Fugitive    -     -     -            

1 Batubara    NE   NE   NE   NE   NE   NE   NE  
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2 Minyak dan Gas Bumi    NE   NE   NE   NE   NE   NE   NE  

2 IPPU    -     -     -     -     -     -     -    

A Industri Mineral                 

1 Produksi Semen                 

2 Produksi Kapur                 

3 Produksi Kaca/Gelas    NO   NO   NO   NO   NO   NO   NO  

4 

Proses Lain yang Menggunakan 

Karbonat                 

B Industri Kimia                 

1 Produksi Amonia                 

2 Produksi Asam Nitrat                 

3 Produksi Asam Adipat                 

4 

Produksi Caprolactam, Asam Glyoxal 

dan Glyoxyli                 

5 Produksi Karbida                 

6 Produksi Titanium Dioksida                 

7 Produksi Soda Abu                 

8 
Produksi Petrokimia dan Black 
Carbon                 

9 Produksi Fluorochemical                 

10 Produksi Senyawa Terfluorinasi Lain                 

C Industri Logam                 

1 Produksi Besi dan Baja    NO   NO   NO   NO   NO   NO   NO  

2 Produksi Ferroalloys                 

3 Produksi Magnesium                 

4 Produksi Timbal                 

5 Produksi Seng                 

D Lain-lain                 

1 Penggunaan Pelumas    NE   NE   NE   NE   NE   NE   NE  

2 Penggunaan Parafin    NE   NE   NE   NE   NE   NE   NE  

3 

Lainnya-Natrium Karbonat pada 

Industri Pulp dan Kertas                 

4 

Lainnya-Natrium Karbonat pada 

Industri Makanan dan Minuman                 

3 

Pelarut dan Penggunaan Produk 

Lainnya                 

4 LULUCF  -6.55                

1 CH4 Fermentasi Enterik      5.27            

2 CH4 Pengelolaan Kotoran Ternak      1.38            

3 

N2O Langsung Pengelolaan Kotoran 

Ternak 
  

    

5.95E-

02         

4 

N2O Indirect Pengelolaan Kotoran 

Ternak 
  

    

2.97E+

00         

5 CO2 Penggunaan Pupuk Urea    NE              

6 CH4 Budidaya Padi      NE            

7 N2O Langsung Tanah yang Dikelola      NE            

8 

N2O Tidak Langsung Tanah yang 

Dikelola 
  

   NE            

9 Hutan tetap Hutan (FL-FL) -6.47                

10 Non Hutan menjadi Hutan (L-FL) -0.07                
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11 

Pemukiman/Infrastruktur tetap 

Pemukiman/Infrastruktur (SL-SL)   
NO 

            

12 

Non Pemukiman/Infrastruktur 

menjadi Pemukiman/Infrastruktur (L-

SL)   

 0.02  

            

5 LIMBAH    0.02 

2,034.

51 159.74 0.52 0.52 0.52 0.52 

A1 Pembuangan Limbah Padat Dikelola    -     -     -            

A2 

Pembuangan Limbah Padat Tidak 

Dikelola    -     1,096   -            

B Pengolahan Secara Biologi    -     0   0  0.00 0.00 0.00 0.00 

C Insinerasi/Pembakaran Terbuka    0   0   0  

8.489

26E-

05 

8.489

26E-

05 

8.48926E

-05 

8.489

26E-

05 

D1 Limbah Cair Domestik    -     933   160  0.52 0.52 0.52 0.52 

D2 Limbah Cair Industri    -     6   -            

E Lain-lain, Tidak Tertangani    -     -     -            

6 Lain-lain    -     -     -            

 

III.5  Penghitungan Emisi GRK Sektor Energi 

III.5.1  Metodologi Perhitungan Emisi GRK Sektor Energi 

Tingkat emisi GRK yang ditampilkan dalam inventarisasi emisi GRK sektor energi ini 

diestimasi menggunakan metodologi berdasarkan Panduan dalam IPCC 2006 GL Tier 2 

menggunakan pendekatan sektoral. Perhitungan estimasi GRK mengikuti persamaan sebagai 

berikut ini. 

Emisi GRK Langsung = Data Aktivitas (Konsumsi Bakar)  x Faktor Emisi 

Perhitungan direct emission menggunakan data aktivitas sektor energi bersumber dari 

survei penggunaan bahan bakar di DKI Jakarta ke berbagai institusi terkait, yang meliputi 

Pertamina, BPH Migas, Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan, Dinas 

Pertamanan dan lain-lain.  

Sementara untuk faktor emisi menggunakan hasil kajian dari Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Lemigas, 2017 untuk bahan bakar minyak dan gas alam, kajian Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Tekmira, 2016 untuk batubara. Perbandingan faktor emisi default IPCC 2006 

GL dan hasil kajian Puslitbang Lemigas dan Tekmira dapat dilihat pada Tabel III .21 di bawah ini. 

Tabel III .21 Perbandingan Faktor Emisi Default IPCC 2006 dengan Puslitbang ESDM 

Jenis Bahan Bakar Tier 1a Tier 2b 

Bensin RON 92 69.300 72.600 

Bensin RON 88 69.300 72.967 

Avtur 71.500 73.333 

Minyak Tanah 71.900 73.300 

Automotive Diesel Oil (ADO) 74.100 74.433 

Industrial Diesel Oil (IDO) 74.100 74.067 

Residual Fuel Oil (RFO) 77.400 75.167 

Batubarac 96.100 99.718 



 Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta 

 54  
 

Gas Alam 56.100 57.600 

Ket: a) 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Vol. 2 

 b) Puslitbang Lemigas, 2017 

 c) Puslitbang Tekmira, 2016 

Perhitungan indirect Emission menggunakan data aktivitas penggunaan listrik setiap sektor 

yang bersumber dari data penjualan listrik ke Wilayah DKI Jakarta. Walaupun emisi GRK sektor 

pembangkit listrik sudah dihitung, emisi tidak langsung dihitung untuk mengetahui dampak 

penggunaan listrik terhadap emisi GRK yang dihasilkan pembangkit. 

ἏἵἱἻἱ ἼἱἬἩἳ ἴἩἶἯἻἽἶἯἕἷἶἻἽἵἻἱ ἴἱἻἼἺἱἳ 
ἐἩἳἼἷἺ ἏἵἱἻἱ

ἢἎἘ
 

Dimana:TDL = Transmission and Distribution Losses 

Faktor emisi on-Grid PLN yang digunakan adalah faktor emisi Ex-pose (bukan Ex-ante) 

PLN Jamali 2010-2018, data terbaru dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang dibangun 

menggunakan average metode OM (Operating Marging). Nilai faktor emisi tersebut dinyatakan 

pada Tabel Tabel III .22. 

Tabel III .22 Faktor Emisi On Grid JAMALI (Ton CO2e/MwH) 

Tahun Faktor Emisi  

2010 0,73 

2011 0,78 

2012 0,82 

2013 0,86 

2014 0,84 

2015 0,90 

2016 0,88 

2017 0,89 

2018 0,89 

Sumber : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementrian ESDM 

 

III.5.2  Hasil Perhitungan Emisi GRK Sektor Energi 

Hasil perhitungan inventarisasi emisi GRK langsung/direct berdasarkan sektor di DKI 

Jakarta pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 disajikan pada Gambar III .19. Sumber 

penghasil emisi GRK terbesar di DKI Jakarta berasal dari sektor transportasi diikuti sektor 

pembangkit listrik. Pada gambar tersebut tampak bahwa tren emisi GRK tahun 2010-2013 

mengalami kenaikan, namun pada periode 2014 mengalami penurunan, yang selanjutnya tahun 

2015-2018 profil emisi GRK relatif fluktuatif. Tingkat emisi GRK DKI Jakarta sektor energi 

tahun 2010-2018 dapat dilihat pada Tabel III .23 dan Gambar III .19. 

Tabel III .23 Tingkat Emisi GRK DKI Jakarta Sektor Energi  

Kategori 
Emisi GRK (CO2-eq) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Industri Energi 7.985 7.878 6.807 7.514 7.347 7.731 7.221 6.668 7.927 

Industri Manufaktur 2.316 2.311 2.240 2.745 2.040 2.156 2.698 3.537 4.364 

Transportasi 7.498 8.477 11.041 12.807 9.813 13.263 12.968 13.527 13.271 
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Komersial 105 110 118 123 128 160 168 165 172 

Residensial 954 1.014 1.051 1.045 1.045 1.351 1.325 1.400 1.400 

Lain-lain 6 6 6 6 7 10 7 46 62 

Fugitive Migas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Emisi Energi 18.864 19.796 21.262 24.239 20.379 24.669 24.387 25.344 27.195 

 

 

Gambar III .19 Profil emisi GRK direct sektor energi DKI Jakarta periode 2010-2018 

 

III.5.2.1 Emisi GRK Sub-Sektor Industri Energi (Pembangkit Listrik)  

Dari sektor industri energi, emisi GRK di DKI Jakarta yang dihasilkan dari pembangkit 

listrik yang terdapat di Muara Karang dan Tanjung Priok. Penggunaan energi di sektor 

pembangkit listrik meliputi bahan bakar gas, minyak diesel dan MFO. Penghitungan emisi GRK 

yang dilakukan berdasarkan data aktivitas kedua pembangkit menghasilkan tren penurunan emisi 

yang terjadi pada periode tahun 2010-2012 dan periode 2015-2017, kemudian mengalami 

kenaikan di tahun 2018. Pada tahun 2010 emisi GRK sektor pembangkit listrik mencapai 7.984,9 

ribu ton CO2e, sedangkan emisi GRK pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 7.926,9 
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ribu ton CO2e (

 

Gambar III .20). 

 

Gambar III .20 Tingkat emisi GRK sub-sektor industri energi 

 

III.5.2.2 Emisi GRK Sub-Sektor Industri Manufaktur  

Tingkat emisi GRK dari sektor industri manufaktur pada tahun 2010-2013 mengalami 

kenaikan, dan terjadi penurunan di tahun 2014. Selanjutnya periode 2015-2018 kembali 

mengalami kenaikan. Tingkat emisi GRK sektor industri manufaktur tahun 2018 sebesar 4.363,9  

ribu ton CO2e (Gambar III .21). 
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Gambar III .21 Tingkat emisi GRK sub-sektor industri manufaktur 

 

Selain bahan bakar minyak dan gas, industri manufaktur juga menggunakan listrik yang 

bersumber dari pembangkit listrik. Nilai konsumsi listrik pada industri manufaktur tahun 2010-

2018 berkisar 3.909 ï 4.508 GWh. Nilai emisi tidak langsung (indirect emission) yang dihasilkan 

sektor industri cenderung meningkat. Pada tahun 2010 nilai indirect emission adalah 2,8 juta ton 

CO2e sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 4 juta ton CO2e (Gambar 

III .22). 

 

Gambar III .22 Tingkat emisi indirect sub-sektor industri manufaktur 
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ketidakkonsistenan dari sumber data yang diperoleh. Tingkat emisi GRK di sub-sektor 

transportasi pada tahun 2018 sebesar 13.270,9 ribu ton  CO2e (Gambar III .23). 

 

Gambar III .23 Tingkat emisi GRK sub-sektor transportasi 

 

Alat transportasi di DKI Jakarta yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya 

adalah kereta api (KRL) dan mobil listrik. Namun dalam laporan ini penghitungan emisi indirect 

sektor transportasi hanya penggunaan listrik di kereta api, sedangkan mobil listrik tidak 

dimasukkan karena penggunaannya masih sedikit dan data konsumsi listriknya tidak tersedia. 

Penggunaan energi listrik ini menghasilkan emisi gas rumah kaca tidak langsung (indirect 

emission) dengan menggunakan data konsumsi listrik sebagai data aktivitas yang selanjutnya 

dikalikan dengan faktor emisi pembangkit listrik di Jawa yaitu JAMALI. Inventarisasi emisi tidak 

langsung sektor transportasi pada tahun 2010 sebesar 33.394 ton CO2e dan tahun 2018 mengalami 

peningkatan sebesar 120.589 ton CO2e (Gambar III .24). 

 

Gambar III .24 Tingkat emisi indirect sub-sektor transportasi 
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III.5.2.4 Emisi GRK Sub-Sektor Lainnya (Komersial dan Rumah Tangga) 

Pada sektor komersial dan rumah tangga, sumber energi terbesar bersumber dari listrik 

PLN. Konsumsi listrik sektor komersial dan rumah tangga cenderung meningkat tiap tahunnya. 

Hal tersebut disebabkan peralatan listrik yang digunakan di kedua sektor meningkat setiap tahun. 

Konsumsi listrik sektor komersial pada tahun 2010-2018 berkisar 9,7 ï 13,3 juta MWh, sementara 

konsumsi sektor rumah tangga berkisar 9,1 ï 13,1 juta MWh. Dengan peningkatan konsumsi 

tersebut sejalan dengan peningkatan emisi tidak langsung yang dihasilkan. Pada sektor komersial, 

emisi tidak langsung pada tahun 2010-2018 sebesar 7,1 ï 11,8 juta ton CO2e, sementara sektor 

rumah tangga berkisar 6,6 ï 11,7 juta ton CO2e.  

Emisi langsung yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar tahun 2018 untuk sektor 

komersial dan rumah tangga masing-masing sebesar 171,6 ribu ton CO2e dan 1.399,7 ribu ton 

CO2e. Tingkat emisi direct GRK di sub-sektor komersial, emisi indirect di sub-sektor komersial, 

emisi direct GRK di sub-sektor rumah tangga, dan emisi indirect di sub-sektor rumah tangga 

secara berurutan disajikan pada Gambar III .25 dan Gambar III .26 sebagai berikut:  

  

 (a)                                                                       (b) 

Gambar III .25 Tingkat emisi GRK sub-sektor komersial (a) emisi direct, (b) emisi indirect 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

Konsumsi Energi (TJ) Total Emisi (Gg CO2-e)

 -

 2.000.000

 4.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 12.000.000

 14.000.000

 -

 2.000.000

 4.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 12.000.000

 14.000.000

 16.000.000

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8

Konsumsi Listrik (MWh) Indirect Emisi (Ton CO2-e)



 Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta 

 60  
 

  

(a)                                                                       (b) 

Gambar III .26a Tingkat emisi GRK sub-sektor rumah tangga (a) emisi direct, (b) emisi indirect 

 

III.5.2.5 Emisi GRK Sub-Sektor Lain-lain 

Emisi direct dan indirect di sektor lain-lain pada tahun 2018 cenderung tidak ada 

peningkatan/penurunan yang signifikan. Tingkat emisi direct sebesar 61,6 ribu ton CO2e dan 

emisi GRK tidak langsung akibat penggunaan listrik sebesar 1,4 juta ton CO-e (Gambar III .27). 

  

(a)                                                                       (b) 

Gambar III .276b Tingkat emisi GRK sub-sektor lain-lain (a) emisi direct, (b) emisi indirect 
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itu, perhitungan cukup spesifik untuk jenis pelepasan emisi. Misalnya, perhitungan emisi di 

penambangan batubara akan terkait dengan karakteristik lapisan geologi batubara, tersebut 

sedangkan perhitungan emisi untuk kebocoran fugitive dari fasilitas minyak dan gas berdasarkan 

jenis peralatan yang umum.  

Pelepasan gas rumah kaca baik yang disengaja dan tidak disengaja dapat terjadi selama 

proses ekstraksi, pengolahan dan pengiriman bahan bakar fosil ke titik pengguna akhir. Hal ini 

dikenal sebagai fugitive emissions. 

Persamaan 1 Estimasi emisi GRK dari penambangan batubara 

ἑἩἻ ἠἽἵἩἰ ἕἩἫἩἜἺἷἬἽἳἻἱ ἪἩἼἽἪἩἺἩ ἺἩἿ  ἐἩἳἼἷἺ ἭἵἱἻἱ  ἐἩἳἼἷἺ ἳἷἶἾἭἺἻἱ ἽἶἱἼ 

 

Persamaan 2 estimasi emisi fugitive dari segmen industry minyak dan gas (Tier 1) 

ἏἯἩἻȟἻἭἯἵἭἶ ἱἶἬἽἻἼἺἱἋἻἭἯἵἭἶ ἱἶἬἽἻἼἺἱ  ἐἏἯἩἻȟἻἭἯἵἭἶ ἱἶἬἽἻἼἺἱ 

Keterangan: 

Ὁ ȟ   = emisi tahunan (gram) 

ὃ    = besaran aktivitas (unit aktivitas) 

ὉὊ ȟ   = faktor emisi (gram/unit aktivitas) 

Dikarenakan tidak tersedianya data aktivitas kegiatan lapangan migas di DKI Jakarta, maka 

emisi fugitive tidak dimasukkan ke dalam laporan ini.  

III.6  Emisi GRK Sektor IPPU 

III.6.1  Metodologi Perhitungan Emisi GRK Sektor IPPU 

Perhitungan inventarisasi emisi GRK tahunan di sektor IPPU didapatkan melalui perkalian 

faktor emisi untuk setiap produk yang mengemisikan GRK dan digunakan pada aktivitas produksi 

dan penggunaan produk di masyarakat pada wilayah tertentu di sepanjang tahun pengamatan. 

Sumber emisi GRK dari sektor IPPU  meliputi emisi GRK dari aktivitas proses produksi, yang 

diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kategori utama, antara lain: (a) industri mineral, (b) industri 

kimia, (c) industri logam, (d) produk non-energi dari penggunaan produk bahan bakar non-energi 

dan pelarut, (e) industri elektronik, (f) penggunaan produk pengganti zat-zat yang menipiskan 

lapisan ozon (ODS), (g) pembuatan produk-produk lainnya dan penggunaannya, (h) lain-lain. 

 

III.6.2  Hasil Perhitungan Emisi GRK Sektor IPPU 

Berdasarkan data aktivitas bahwa tidak ditemukan industri yang dalam proses produksinya 

menghasilkan emisi GRK baik di industri gelas/kaca, keramik maupun industri besi baja, maka 

tingkat emisi sektor IPPU di DKI Jakarta tidak terjadi atau tidak ada. 

 

III.7  Emisi GRK Sektor AFOLU  

III.7.1  Emisi GRK Sub-Sektor Pertanian 

Perhitungan sektor pertanian pada tahun 2018 ini hanya mengkhususkan  pada sub-sektor 

peternakan terkait dengan sub-kategori fermentasi enterik dan sub-kategori pengelolaan kotoran 
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ternak. Sedangkan untuk sub-kategori sumber emisi agregat non-CO2 tidak dimasukkan di dalam 

pembahasan karena ketiadaan data. 

 

Gambar III .28 Tingkat emisi GRK sub-sektor peternakan 

 

Pada Gambar III .28 di atas dapat dijelaskan bahwa emisi CH4 dari fermentasi enterik 

mengambil porsi emisi paling besar dibandingkan emisi CH4 dari pengelolaan kotoran ternak, dan 

emisi N2O langsung dan tidak langsung dari pengelolaan kotoran ternak. 

 

III.7.2  Emisi GRK Sub-Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan  

Perhitungan sektor kehutanan dan penggunaan lahan dilakukan dengan mengklasifikasikan 

perubahan penggunaan lahan yang diterapkan di Indonesia ke klasifikasi tutupan lahan sesuai 

dengan IPCC 2006. Di mana berdasarkan hasil klasifikasi nasional, klasifikasi hutan di DKI 

Jakarta dapat dikategorikan ke dalam tutupan hutan mangrove sekunder untuk kawasan 

konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung yang berupa kawasan mangrove; hutan lahan 

kering primer untuk hutan pantai, dan hutan campuran sekunder. Sementara untuk hutan kota 

dikarenakan pada tingkat nasional tidak didefinisikan sebagai suatu kelas penutupan lahan 

tersendiri maka dalam kajian ini berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Kehutanan, Pertamanan, 

dan Pemakaman selaku wali data, hutan kota diasumsikan sebagai hutan lahan kering sekunder. 

Berdasarkan hasil pengolahan ada perubahan asumsi luasan dari laporan tahun 2017. 

Perubahan luasan hutan kota pada laporan ini diasumsikan merupakan pembebasan lahan hutan 

yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman. Sehingga yang pada tahun 

sebelumnya perubahan luas lahan menjadi hutan diasumsikan tidak ada, maka di tahun ini 

diasumsikan terjadi perubahan luasan hutan. Meskipun pada IPCC luasan hutan tetap menjadi 

hutan baru bisa dikategorikan jika perubahan tutupan lahan sudah terjadi selama 20 tahun, namun 

karena keterbatasan waktu dan informasi maka tutupan lahan hutan kota yang sudah dibebaskan 

sebelum tahun 2012 dianggap sebagai FL-FL. Tingkat serapan GRK di sub-sektor kehutanan dan 

penggunaan lahan disajikan pada Error! Reference source not found. sebagai berikut: 
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Gambar III .29 Tingkat serapan GRK di sub-sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya 

 

Pada Gambar III .29 dapat dilihat fluktuasi perubahan emisi dari 2012-2018. Yang menjadi 

berbeda pada tahun ini adanya penambahan emisi dari perubahan lahan lain menjadi 

pemukiman/terbangun. Hal ini dikarenakan terdapat 4 (empat) hutan kota yang beralih fungsi 

menjadi areal terbangun, yaitu Hutan Kota Masjid Istiqlal, Kawasan Berikat Nusantara Marunda, 

PT. Jakarta Propertindo, dan Blok P Walikota Jakarta Selatan. Perubahan ini menyumbangkan 

emisi sebesar 20,03 tCO2e untuk kategori L-SL. Berdasarkan diskusi dengan wali data perubahan 

luasan ini dikarenakan Hutan Kota Masjid Istiqlal, Kawasan Berikat Nusantara Marunda, dan 

hutan kota PT. Jakarta Propertindo tidak berdiri pada lahan pemerintah daerah, sehingga 

perubahan tutupan hutan kota tidak bisa dilarang. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kejadian 

serupa perlu dilakukan perencanaan hutan kota yang lebih terarah dan pro-aktif.  

Meski demikian, pada tahun 2018 ini serapan emisi masih tetap lebih besar dibandingkan 

emisinya. Serapan emisi disumbangkan pada kategori FL-FL dengan 6.449,7 tCO2e dan L-FL 

dengan 73,49 tCO2e. Serapan positif ini dikarenakan adanya pembebasan hutan kota seluas 15,6 

Ha pada tahun ini. 

Untuk keseluruhan inventarisasi dan profil emisi/serapan GRK sektor AFOLU pada tahun 

2010-2018 disajikan pada Gambar III .33 di bawah ini. 
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Gambar III .30 Profil emisi GRK sektor AFOLU 

 

III.8  Emisi GRK Sektor Limbah 

III.8.1  Metodologi Perhitungan Emisi GRK Sektor Limbah 

Tingkat emisi GRK sektor limbah bergantung jumlah limbah yang dibuang/diolah, 

karakteristik limbah, dan proseôs pengolahan/pembuangan limbah. Perhitungan GRK 

berdasarkan metodologi dalam panduan IPCC 2006 GL dengan menggunakan metode FOD (First 

Order Decay). Namun ada beberapa parameter yang menggunakan parameter lokal, diantaranya 

komposisi sampah dan kandungan bahan kering (dry matter content). 

 

III.8.1.1 Metodologi PerhitunganEmisi GRK dari Pengelolaan Limbah Padat 

TPA 

Berdasarkan IPCC 2006 GL Persamaan yang digunakan untuk menghitung emisi gas CH4 

dari tumpukan sampah di TPA sebagai berikut:  

%ÍÉÓÉ #(ÐÁÄÁ ÔÁÈÕÎ 4ȟ'ÇÒÁÍ #(ÇÅÎÅÒÁÔÅÄȟ 2 ᶻρ /8  

Dimana: 

T = tahun inventarisasi 

x =  tipe atau jenis limbah 

RT = CH4 yang di recoveri untuk dimanfaatkan atau di flare pada tahun T, Ggram 

OXT = faktor oksidasi pada tahun T, fraksi  

CH4 generatedx, T =  CH4 yang terbentuk pada tahun T hasil dekomposisi komponen organik 

jenis tertentu (x) yang tersimpan di dalam sampah (DDOC) 

Emisi CH4, tahun T = CH4 yang diemisikan dari sampah padat di TPA untuk satu tahun 

CH4 teroksidasi di permukaan timbunan sampah hanya mencakup CH4 setelah recoveri. 

Besarnya gas CH4 yang terbentuk pada proses dekomposisi sampah yang ditimbun pada tahun 
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tertentu berkurang secara gradual sepanjang masa dekomposisi sampah akibatnya gas CH4 yang 

diemisikan juga berkurang secara gradual. 

 

III.8.1.2 Metodologi Emisi GRK dari Pengelolaan Limbah Padat secara Biologi 

Metodologi yang digunakan dalam perhitungan tingkat emisi CH4 dan N2O dari 

pengolahan secara biologi (pengomposan) adalah sebagai berikut: 

%ÍÉÓÉ #( - %& ρπ 2 

%ÍÉÓÉ ./ - %& ρπ  

dimana: 

Emisi CH4 = CH4 total pada tahun inventori, Ggram CH4 

Emisi N2O = N2O total pada tahun inventori, Ggram N2O 

Mi  = Massa limbah organik yang diolah dengan pengolah biologi tipe i, Ggram 

EF = Faktor emisi untuk pengolahan tipe i, g CH4 atau N2O/kg limbah yang diolah 

i = Tipe pengolahan biologi (pengomposan atau digester anaerobik)  

R  = Jumlah CH4 yang dapat direcovery dalam tahun inventori, Ggram CH4 

 

III.8.1.3 Metodoogi Perhitungan Emisi GRK dari Pengolahan Limbah Cair 

Emisi CH4 dari libah cair kota dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

Emisi CH4 = [ễ I,j (Ui * Tij * EFj)] (TOW ï S) ï R 

Dengan faktor emisi:    

EFj = Bo * MCFj   

Dimana: 

Emisi-emisi CH4 =  emisi-emisi CH4 dalam tahun inventori, kg CH4/th 

TOW  =  total organik dalam limbah cair dalam tahun inventori, kg BOD/th 

S  = komponen organik diambil sebagai lumpur dalam tahun inventori, kg 

BOD/th 

Ui =  fraksi populasi dalam grup income i dalam tahun inventori 

Ti,j  =  derajad pemanfaatan dari  saluran atau sistem pengolahan/pembuan, j, untuk 

tiap fraksi grup pendapatan  i dalam tahun inventori. 

i  =  grup pendapatan: perkotaan, pendapatan tinggi perkotaan  dan pendapatan 

rendah perkotaan 

j  =  tiap saluran atau sistem pengolahan/ pembuangan  

EFj  =  faktor emisi, kg CH4 / kg BOD 

R  =  jumlah dari pemulihan CH4 dalam tahun inventori, kg CH4/th 

Bo  =  kapasitas maksimum produksi CH4 (kg CH4/kg BOD) dengan default 

maksimum kapasitas produksi CH4 untuk limbah cair perkotaan 0.6 kg 

CH4/kg BOD atau 0.25 kg CH4/kg COD 

MCFj  = faktor koreksi metan (fraksi). 



 Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta 

 66  
 

Emisi N2O = Neffluent * EF effluent * 44/28 

dimana: 

EmisiN2O = emisi-emisi N2O dalam tahun inventori, kg N2O/th 

N EFLUEN  =nitrogen dalam  pengaliran air limbah  dilepaskan ke lingkungan air, kg 

N/th 

EF EFLUEN  = EF untuk emisi-emisi N2O dari pelepasan ke limbah cair, kg N2O-N/kg N 

Faktor 44/28  = adalah konversi dari kg N2O-N ke kg N2O. 

 

III.8.2  Hasil Perhitungan Emisi GRK Sektor Limbah 

Emisi GRK sektor limbah pada tahun 2018 terdiri dari kategori sumber emisi GRK dari 

pengelolaan limbah padat domestik, limbah cair domestik, insinerasi limbah padat domestik dan 

libah cair industri. Tingkat emisi sektor limbah tahun 2018 sebesar 2.194,3 CO2e. Emisi GRK 

tersebut paling besar dihasilkan dari emisi GRK sampah padat di TPA dan limbah cair domestik 

yaitu sebesar 1.095,5 dan 1.092,8 Gg CO2e. Emisi GRK dari insinerasi sampah padat domestik, 

pengomposan insinerasi sampah padat domestik, dan limbah cair industri masing-masing sebesar 

0,019; 0,046 dan 5,916 Gg CO2e. Emisi GRK tersebut terdiri dari 2.035 Gg CO2e gas CH4, 160 

Gg CO2e gas N2O, dan 0,018 Gg CO2 gas CO2. 

 

Gambar III .31 Tingkat emisi GRK sektor limbah berdasarkan sumber emisi 
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Gambar III .32 Tingkat emisi GRK sektor limbah berdasarkan jenis gas emisi 

 

III.8.2.1 Emisi GRK Sub-Sektor Limbah Padat Domestik 

Tingkat emisi GRK sektor limbah padat domestik tahun 2018 sebesar 1.095,5 Gg CO2e, 

dengan sumber emisi terbesar berasal dari emisi pengolahan sampah padat di TPA. Sisanya 

berupa emisi dari proses insinerasi dan aktivitas kompos dengan besarnya emisi GRK masing-

masing sebesar 0,046 dan 0,019 Gg CO2e. Pengelompokan emisi GRK berdasarkan jenis gas, gas 

pengemisi terbesar adalah gas CH4, kemudian disusul oleh gas N2O dan CO2 dengan masing-

masing nilainya sebesar 1.095,5; 0,044; dan 0,018 Gg CO2e. 

 

Gambar III .33 Tingkat emisi GRK sektor limbah padat domestik berdasarkan sumber emisi 
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Gambar III .34 Tingkat emisi GRK sektor limbah padat domestik berdasarkan jenis gas emisi 

 

III.8.2.2 Emisi GRK Sub-Sektor Limbah Cair Domestik 

Emisi GRK sektor limbah cair domestik tahun 2018 sebesar 1.092,8 Gg CO2e, emisi GRK 

tersebut terdiri dari 933,06 Gg CO2e gas CH4 dan 159,7 Gg CO2e gas N2O. 

  

Gambar III .35 Tingkat emisi GRK sektor limbah cair domestik berdasarkan jenis gas emisi 
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Emisi GRK sektor limbah cair domestik tahun 2018 sebesar 5,916 Gg CO2e, semua emisi 

GRK adalah gas CH4. Pelaksanaan inventarisasi emisi GRK dari limbah cari industri baru dimulai 

sejak tahun 2017 dan ketersedian data akitifitas limbah cair industri 2010-2016 belum tersedia 

sehingga tingkat emisi GRKnya belum dapat dihitung. Dibandingkan tahun 2017, emisi GRK 

tahun 2018 lebih tinggi sebesar 5,872 Gg CO2e, Perbedaan yang signifikan ini disebabkan dari 

data aktifitas dengan tingkat akurasi yang rendah pada tahun 2017 dibandingkan dengan data 

aktifitas 2018 yang diambil dari data riil dari industri di DKI Jakarta. 
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Gambar III .36 Tingkat emisi GRK sektor limbah cair industri 

 

III.9  Analisis dan Evaluasi Hasil Perhitungan Emisi GRK melalui Analisis Kategori 

Kunci  (KCA) dan Analisis Ketidakpastian (Uncertainty) 

III.9.1  Analisis Kategori Kunci (Key Category Analysis/KCA)  

Emisi GRK yang bersumber dari penggunaan listrik jaringan merupakan kontributor utama 

besarnya emisi GRK di DKI Jakarta, hal ini diindikasikan dengan porsi indirect emission 

(penggunaan listrik Jamali) sebesar 45,66% pada tahun 2010 dan terus meningkat menjadi 

48,93% pada tahun 2018. Hal ini sesuai dengan kondisi DKI Jakarta dimana terdapat banyak 

bangunan dengan porsi konsumsi listrik yang lebih besar dibandingkan dengan konsumsi bahan 

bakar (BBM, gas, LPG). Posisi kedua penyumbang emisi terbesar di DKI Jakarta yaitu emisi 

direct (kecuali industri energi) sebesar 33,48% pada tahun 2018. Emisi direct (kecuali industri 

energi) di DKI Jakarta bersumber dari kegiatan sektor transportasi yang banyak mengkonsumsi 

BBM, serta konsumsi produk minyak, LPG dan gas di sektor industri manufaktur dan bangunan 

komersial dan rumah tangga. Sumber emisi terbesar ketiga berasal dari sektor industri energi yang 

merupakan sistem pembangkit listrik yang terletak di wilayah DKI Jakarta. Kontribusi dari sektor 

ini sebesar 13,77% tahun 2018. Sedangkan sektor  limbah dan AFOLU memiliki porsi yang tidak 

terlalu signifikan terhadap kontributor emisi GRK di DKI Jakarta. Sektor limbah dan AFOLU 

menyumbang emisi GRK di DKI Jakarta pada tahun 2018  masing-masing sebesar 3,81% dan 

0,01%. 

Tabel III .24 di bawah menunjukkan porsi sumber emisi dan serapan GRK berdasarkan 

sektor dan segmen sumber emisi di DKI Jakarta tahun 2010 sampai dengan 2018. Sedangkan 

Gambar III .37 menunjukkan porsi sektor pada sumber emisi dan serapan GRK DKI Jakarta pada 

tahun 2018. Porsi sumber emisi dan serapan GRK dibandingkan dengan total emisi GRK sebelum 

dikurangi dengan serapan emisi GRK (AFOLU). 

Tabel III .24 Sumber Emisi dan Serapan GRK DKI Jakarta Tahun 2010-2018 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AFOLU 0,08% 0,07% 0,05% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 

Direct (kecuali 

industri energi) 
28,61% 29,11% 32,02% 32,36% 28,31% 32,44% 31,91% 33,60% 33,48% 

0,044 

5,916 
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Industri Energi 

(pembangkit) 
21,00% 19,24% 15,08% 14,54% 15,96% 14,80% 13,42% 12,00% 13,77% 

Indirect 

(penggunaan 

listrik Jamali) 

45,66% 47,08% 49,15% 49,66% 51,75% 49,12% 51,01% 50,67% 48,93% 

Limbah 4,65% 4,50% 3,70% 3,41% 3,96% 3,61% 3,64% 3,72% 3,81% 

 

  

(a) (b) 

Gambar III .37 Porsi sumber emisi dan serapan emisi GRK direct (a), total direct dan indirect 

(b) DKI Jakarta Tahun 2018 

 

III.9.2  Analisis Ketidakpastian (Uncertainty) 

Analisis ketidakpastian dilakukan berdasarkan panduan IPCC 2006 menggunakan Tier-1. 

Analisis ketidakpastian berdasarkan angka ketidakpastian baik dari data aktivitas maupun faktor 

emisi. Dari hasil analisis, diperoleh nilai ketidakpastian dari sektor energi dan limbah secara 

berurutan adalah 3,2% dan 42,6%. Nilai ketidakpastian sektor energi merupakan penjumlahan 

dari ketidakpastian dari ketegori fuel combustion dan fugitive. Dari data aktivitas, tampak bahwa 

tidak adanya aktivitas penambangan ataupun produksi minyak dan gas bumi, sehingga nilai 

ketidakpastian dari kategori fugitive menjadi 0 (nol). Secara keseluruhan, nilai ketidakpastian 

terbesar pada sektor energi berasal dari aktivitas/kategori fuel combustion yakni sebesar 3,2%. 

Analisis ketidakpastian untuk sektor energi dapat dilihat pada Tabel III .25. 

Tabel III .25 Analisis Ketidakpastian Sektor Energi 

Ketidakpastian kategori 1A Fuel Combustion 
 

   

Kode IPCC GHGs 
Emisi          

(Gg CO2e) 

Ketidakpastian 

emisi (5) = [(3)x(4)]2 

Ketidakpastian 

Data Aktivitas 

Ketidakpastian 

Faktor Emisi 

(1) (2) (3) (4) (7) (8) 

1

A1 

Industri 

energi 

CO2 7.919 5% 163.049 1% 5% 

CH4 3,03 50% 2,29 1% 50% 

Energi
93%

IPPU
0%

AFOLU
0%

Limbah
7%

AFOLU
0%

Direct
33%

Pembang
kit Listrik

14%

Penggun
aan 

LIstrik
49%

Limbah
4%
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N2O 4,83 20% 0,93 1% 20% 

1

A2 

Industri 

Manufaktur 

dan 

Konstruksi 

CO2 4.338 5% 54.564 2% 5% 

CH4 3,25 50% 2,65 2% 50% 

N2O 8,77 20% 3,11 2% 20% 

1

A3 
Transportasi 

CO2 12.982 5% 488.759 2% 5% 

CH4 73,83 50% 1.365 2% 50% 

N2O 217,76 20% 1.916 2% 20% 

1

A4 
Other Sectors 

CO2 1.615 16% 65.210 15% 5% 

CH4 2,72 52% 2,01 15% 50% 

N2O 0,81 25% 0,04 15% 20% 

1

A5 
Non-spesifik 

CO2 0,00 5% - 0% 5% 

CH4 0,00 50% - 0% 50% 

N2O 0,00 20% - 0% 20% 

1A Total  27.169 3,18% 774.876   

         

Ketidakpastian kategori 1B Fugitive Emissions 

Kode IPCC GHGs 
Emisi          

(Gg CO2e) 

Ketidakpastian 

emisi (5) = [(3)x(4)]2 

Ketidakpastian 

Data Aktivitas 

Ketidakpastian 

Faktor Emisi 

(1) (2) (3) (4) (7) (8) 

1
B1 

 

Underground CH4 0,00% 76% - 10% 75% 

Surface CH4 0,00% 76% - 10% 75% 

Post-mining CH4 0,00% 76% - 10% 75% 

1

B2a 
Minyak bumi 

CO2 0,00% 76% - 10% 75% 

CH4 0,00% 76%  10% 75% 

N2O 0,00% 76% - 10% 75% 

1

B2b 
Gas alam 

CO2 0,00% 76% - 10% 75% 

CH4 0,00% 76%  10% 75% 

N2O 0,00% 76% - 10% 75% 

1B Total  0 0 0   

           

    

Emisi              

(Gg CO2e) 

Ketidakpastian 

emisi 
(3) = [(1)x(2)]2 

  

Ketidakpastian sektor energi 

tahun 2018 
27.169 3,2% 774.876 

  

 

Nilai ketidakpastian dari sektor limbah sebesar 42,6%. Sama halnya dengan sektor energi, 

nilai ketidakpastian dari sektor limbah berasal dari data aktivitas dan faktor emisi. Dari 

perhitungan yang dilakukan, tampak bahwa angka ketidakpastian data aktivitas sektor limbah 

tergolong kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pengumpulan data aktivitas masih perlu 

ditingkatkan. Sebaliknya, angka ketidakpastian untuk faktor emisi sektor limbah rendah 
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mengingat faktor emisi yang digunakan dalam perhitungan ini sudah menggunakan faktor emisi 

lokal. Hasil analisis ketidakpastian sektor limbah dapat dilihat pada Tabel III .26. 

 

 

 

 

 

Tabel III .26 Analisis Ketidakpastian Sektor Limbah 

Perhitungan Ketidakpastian: Approach 1 

 A B D E F G 

Kategori IPCC 

Gas 

Emisi atau 

serapan 

tahun t 

Ketidakpastian 

data aktivitas 

Faktor emisi/ 

Ketidakpastian 

parameter 

Ketidakpastian 

kombinasi 

 
Input data Input data Input data 

 

  Gg CO2-e % % % 

A2 
Pembuangan Limbah Padat 

Tidak Dikelola 
CH4 1.096 60,0% 35,0% 69,5% 

B1 Komposting CH4 0,00 30,0% 20,0% 36,1% 

B1 Komposting N2O 0,02 30,0% 20,0% 36,1% 

C1 Insinerasi CO2 0,02 63,4% 34,6% 72,2% 

C1 Insinerasi CH4 0,00 30,0% 20,0% 36,1% 

C1 Insinerasi N2O 0,00 42,4% 20,0% 46,9% 

Total Ketidakpastian Sektor Limbah 

Padat Domestik 
 1.096   69,5% 

D1 Limbah Cair Domestik CH4 933,06 39,4% 42,4% 57,9% 

D1 Limbah Cair Domestik N2O 159,69 36,4% 20,0% 41,5% 

Total Ketidakpastian Sektor Limbah 

Cair Domestik 
 1.093   49,8% 

D2 Limbah Cair Industri CH4 5,92 37,7% 42,4% 56,7% 

Total Ketidakpastian Sektor Limbah 

Cair Industri  
 5,92   56,7% 

Total Ketidakpastian Sektor Limbah  2194   42,6% 

 

Angka ketidakpastian pada sektor pertanian  khususnya sub-sektor peternakan berasal dari 

data aktivitas berupa populasi ternak dan faktor emisinya. Angka ketidakpastian faktor emisi 

bersumber dari IPCC Guidelines 2006 yaitu 30%, sementara untuk nilai ketidakpastian pada data 

aktivitas menggunakan nilai yang dipakai pada Third National Communication (TNC) dengan 

nilai ketidakpastian sebesar 15%. Pendekatan ini dimungkinkan karena penggunaan sumber yang 

sama yaitu Kementerian Pertanian. Angka ketidakpastian data aktivitas di TNC 2017 diperoleh 

dari Penilaian Ahli. 

Ketidakpastian pada sektor kehutanan dan lahan berasal dari data aktivitas berupa luas 

hutan kota dan kawasan hutan di DKI Jakarta dan faktor emisinya. Untuk faktor emisi, nilai 
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ketidakpastian yang digunakan berasal dari IPCC Guidelines 2006, sementara untuk nilai 

ketidakpastian pada data aktivitas menggunakan nilai yang dipakai pada Third National 

Communication (TNC) dengan nilai ketidakpastian sebesar 12%. Nilai ini merupakan nilai 

ketidakpastian akibat kesalahan atau ketidaktepatan dijitasi peta spasial dalam hal ini peta Landsat 

yang dilakukan oleh KLHK. 

Akan tetapi, dikarenakan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan pemetaan tutupan lahan 

pada hutan kota maka persentase vegetasi pada hutan kota dilakukan dengan menggunakan 

asumsi yang berasal dari penilaian Dinas Kehutanan. Asumsi yang dipakai yaitu luas hutan kota 

bervegetasi 95% dari luasan tata batasnya. Hal ini mengikuti arahan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 05/PRT/M/2008 yang menyebutkan bahwa RTH perkotaan yang merupakan 

kawasan hutan ditanami minimal 90-100% dari luasan tata batasnya. Namun, asumsi ini 

dikecualikan untuk hutan kota Waduk Sunter Utara yang menurut penilaian Dinas Kehutanan luas 

tutupan vegetasinya hanya 70% dari luas arealnya. 

Tabel III .27 Analisis Ketidakpastian Sektor AFOLU 

IPCC Category Code and name 
Gas 

Year t 

emissions or 

removals 

(2018) 

Activity 

data 

uncertainty 

Emission factor 

/ estimation 

parameter 

uncertainty 

Combined 

uncertainty 

  Gg CO2e % % % 

3A Livestock      

3A1 
CH4 emissions from Enteric 

Fermentation 

CH

4 

                    

5,27  15% 30% 33,5% 

3A2a 
CH4 emissions from Manure 

Management 

CH

4 

                    

1,38  15% 30% 33,5% 

3A2b 
Direct N2O emissions from Manure 

Management 

N2

O 

                    

0,06  15% 30% 33,5% 

3B Land      

3B1a Hutan tetap Hutan (FL-FL) CO2 -6.47 12% 16.1% 20.1% 

3B1b Non-Hutan menjadi Hutan (L-FL) CO3 -0.07 12% 16.1% 20.1% 

3B5b 

Non-Pemukiman/Infrastruktur 

menjadi Pemukiman/Infrastruktur (L-

SL) 

CO2 0.02 12% 16.1% 20.1% 

3C 
Aggregate Sources and Non-CO2 

Emissions Sources on Land 
     

3C3 
Annual CO2 emissions from Urea 

Fertilization 

CO

2 
NE    

3C4 
Direct N2O Emissions from Managed 

Soils 

N2

O 
NE    

3C5 
Indirect N2O Emissions from 

Managed Soils 

N2

O 
NE    

3C6 
Indirect N2O Emissions from Manure 

Management 

N2

O 

                    

2,97  15% 30% 33,5% 

3C7 
Annual CH4 emission from Rice 

Cultivation 

CH

4 
NE    

 

III.10  Pelaksanaan FGD dan Konsultansi Publik Hasil Perhitungan Emisi GRK 

dalam Kerangka QA/QC 

Menurut Peraturan Presiden No. 71 tahun 2011 tentang Inventarisasi GRK Nasional, 

Inventarisasi GRK harus didukung oleh sistem QA/QC. QA/QC berlaku untuk data aktivitas dan 

faktor emisi yang digunakan dalam memperkirakan emisi serta hasil estimasi. QA/QC dilakukan 

oleh penyedia data. QA/QC juga dilakukan pada akhir Laporan Inventarisasi GRK melalui 
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pertemuan sektoral teknis yang dilakukan untuk membahas data aktivitas, faktor emisi, parameter, 

dan metode yang diterapkan dalam pengembangan inventarisasi GRK. 

Pada kegiatan inventarisasi emisi GRK tahun 2019 DKI Jakarta, data aktivitas, factor emisi, 

metodologi perhitungan dan hasil perhitungan inventarisasi emisi GRK telah melalui tahapan 

QA/QC. Proses verifikasi dan validasi data dan hasil perhitungan inventarisasi emisi GRK 

dilakukan melalui penyelenggaraan rapat/diskusi, kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan 

konsultasi publik. Dalam kegiatan FGD dan rapat/diskusi dihadiri oleh para wali data dan 

stakeholder terkait baik dari sektor energi, industri, limbah, dan AFOLU (kehutanan dan 

pertanian). 

Kegiatan FGD yang telah dilakukan meliputi FGD sektor energi dan transportasi, AFOLU, 

limbah, dan FGD pembahasan rancang Pergub. Pada kegiatan tersebut didiskusikan data-data 

aktivitas dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan dan hasil perhitungan emisi GRK DKI 

Jakarta. Dokumentasi rangkaian terkait penyelenggaraan FGD dan diskusi dapat dilihat pada 

Lampiran. 

 

III.11  Pelaporan pada Sistem Inventarisasi GRK Nasional (SIGN SMART) 

Selain melakukan perhitungan dan analisis tingkat emisi GRK di provinsi DKI Jakarta, 

dilakukan juga penginputan/pelaporan ke Sistem Inventarisasi GRK Nasional (SIGN SMART).  

SIGN SMART merupakan suatu sistem atau aplikasi yang bertujuan untuk mengembangkan 

pengelolaan data dan estimasi emisi GRK dengan sistem basis data yang terintegrasi. SIGN 

SMART didesain untuk mendukung transparansi, akurasi, konsistensi, berkesinambungan untuk 

kegiatan inventarisasi emisi GRK. Proses pelaporan/input data ke dalam SIGN SMART secara 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran. 

 

III.12  Rencana Perbaikan, Kesimpulan dan Rekomendasi 

III.12.1  Rencana Perbaikan 

Hasil analisis terhadap pencapaian kegiatan inventarisasi emisi GRK DKI Jakarta tahun 

2019 menunjukkan beberapa kekurangan dan keterbatasan dalam perhitungan emisi dan serapan 

GRK tahun 2018 dan tahun sebelumnya. Hal ini dapat diperhatikan pada aspek-aspek pelaporan 

Inventarisasi Emisi GRK sebagai berikut: 

1. Transparansi 

Akuntabilitas perhitungan emisi GRK dapat ditingkatkan melalui kegiatan verifikasi data 

aktivitas penggunaan dan distribusi energi dengan pihak pengguna dan penyalur; verifikasi data 

dan parameter estimasi sektor limbah dan AFOLU. Verifikasi data dapat dilakukan lebih efektif 

dan efisien dengan sistem pemerolehan data (pemantauan) yang diintegrasikan. Pada sektor 

AFOLU, data yang berkaitan dengan luasan lahan masih terbatas. Masih minimnya verifikasi dan 

pemantauan dalam hal data spasial membuat data sektor kehutanan dan lahan masih harus 

diperbaiki agar dapat meningkatkan akuntabilitasnya. 

2. Akurasi 
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Penggunaan informasi untuk merepresentasikan data aktivitas perhitungan emisi dan 

serapan GRK masih belum akurat, hal ini berimplikasi pada tingkat akurasi perhitungan emisi 

dan serapan GRK. Untuk itu diperlukan pengaturan pada lembaga dan stakeholder untuk 

menyiapkan data yang dibutuhkan pada perhitungan sesuai dengan kebutuhan yaitu jenis dan 

akurasi data, serta ketepatan waktu. Untuk itu, perlu adanya format tabel kuesioner kebutuhan 

data, sehingga penginputan data dapat dilakukan lebih akurat. Contohnya untuk pengisian data 

aktivitas konsumsi bahan bakar di pembangkit listrik. Format tabel yang dapat digunakan seperti 

contoh tabel di bawah ini. 

 

 

Unit 

Bisnis 

Jenis 

Energi 
Satuan 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Muara 
Karang 

MFO TJ          

HSD TJ          

Gas TJ          

IDO TJ          

Produksi GWh          

P. Listrik 
Sendiri MWh          

Kapasitas MW  

Tanjung 

Priok 

Coal TJ                   

HSD TJ          

MFO TJ          

Gas TJ          

IDO TJ          

Produksi MWh          

Kapasitas MWh  

 

3. Konsistensi 

Konsistensi pengumpulan data aktivitas bergantung pada kualitas data yang disampaikan 

oleh sumber data di setiap tahun perhitungan. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Inventarisasi 

GRK DKI Jakarta yang berlangsung dari tahun 2006 sampai dengan 2017, sumber data aktivitas 

yang dilaporkan tidak konsisten dengan mempertimbangkan format pelaporan yang tidak baku 

dan perbedaan volume konsumsi yang signifikan dari tahun ke tahun. Seperti misalnya data 

aktivitas BBM, jenis dan pengelompokkan sektor yang diberikan oleh wali data tidak seragam 

dan tidak konsisten atau datanya berbeda tiap tahun. Misal data yang diberikan oleh BPH Migas, 

pada tahun 2017 terdapat data konsumsi solar di sektor transportasi, namun tahun 2018 data 

konsumsi solar di sektor transportasi tidak ada. Untuk itu diperlukan panduan resmi yang disusun 

untuk memastikan konsistensi pelaporan data aktivitas dari stakeholder dan juga kerangka 

institusi pelaksanaan kegiatan untuk dapat memperkuat sistem pengumpulan data aktivitas secara 

kelembagaan. Selain itu, perlu adanya format tabel kebutuhan data yang diberikan ke tiap 

stakeholder (format tabel kebutuhan data pada lampiran). 

4. Kelengkapan 
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Untuk melengkapi kekurangan data aktivitas yang dibutuhkan pada perhitungan emisi dan 

serapan GRK diperlukan pengaturan institusi pada setiap lembaga dan stakeholders terkait untuk 

pelaporan data aktivitas dengan disiplin waktu dan isi. Ada beberapa masalah terkait kelengkapan 

data aktivitas pada Inventarisasi GRK DKI Jakarta 2019 sebagaimana disampaikan berikut ini: 

Pada perhitungan emisi GRK sektor energi, informasi konsumsi BBM masih menggunakan 

data penjualan BBM dan distribusi dari BPH Migas dan data PT. Pertamina dari kegiatan tahun 

sebelumnya (tahun 2019 tidak mendapatkan data dari PT. Pertamina), sedangkan sudah banyak 

distributor BBM selain Pertamina di wilayah DKI Jakarta. Sedangkan data BBM yang didapat 

dari BPH Migas masih belum terklasifikasikan ke dalam sektor pengguna. Selain itu, tahun series 

data hanya dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sehingga perhitungan untuk tahun sebelumnya 

didapatkan dari hasil ekstrapolasi. Data konsumsi diesel di bangunan stadion Gelora Bung Karno 

(GBK) dan data konsumsi diesel di Kepulauan Seribu secara spesifik belum dapat diperoleh 

dimana pemakaian BBMnya digunakan sebagai sumber pembangkit listrik di daerah tersebut. 

Selain itu di sektor energi, terkait data fugitive dari aktivitas lapangan migas belum tersedia. 

Data aktivitas terkait limbah cair industri masih belum tersedia/kurang lengkap dimana 

hanya terdapat data industri tahun 2018 saja, sedangkan historis data tahun-tahun sebelumnya 

tidak tersedia. 

 

5. Komparabel 

Perhitungan emisi GRK pada kegiatan Inventarisasi emisi GRK DKI Jakarta tahun 2019 

menggunakan metodologi perhitungan yang sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan 

Inventarisasi GRK Nasional (KLH, 2012) yang disusun berdasarkan pedoman perhitungan emisi 

GRK internasional (IPCC 2006). Hasil inventarisasi sudah dapat dibandingkan dengan daerha 

lain dan nasional. Untuk ke depannya akurasi metodologi, data, dan parameter perhitungan 

inventarisasi emisi dan serapan GRK perlu untuk ditingkatkan. 

 

III.12.2  Kesimpulan 

Kesimpulan dari kegiatan inventarisasi profil emisi GRK DKI Jakarta tahun 2019 adalah 

sebagai berikut: 

19. Rekap hasil inventarisasi tingkat emisi GRK DKI Jakarta dari tahun 2010 sampai dengan 

2018 berdasarkan sektor menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan emisi GRK. Pada 

tahun 2010 tingkat emisi GRK direct (dikurangi serapan) sebesar 20.665 ribu ton CO2e, dan 

pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 29.392 ribu ton CO2e. 

19. Emisi GRK yang bersumber dari penggunaan listrik jaringan merupakan kontributor utama 

besarnya emisi GRK di DKI Jakarta, hal ini diindikasikan dengan besarnya indirect emission 

(penggunaan listrik Jamali) sebesar 48,93% (dari tahun 2010 sampai dengan 2018) dari total 

emisi GRK di DKI Jakarta yaitu sebesar 28.162 ribu ton CO2e pada tahun 2018. Hal ini 

sesuai dengan DKI Jakarta yang banyak merupakan bangunan dengan porsi konsumsi listrik 

lebih besar dibandingkan dengan konsumsi bahan bakar lainnya (BBN, gas, LPG). 

19. Emisi GRK direct (kecuali industri energi) merupakan kontributor terbesar kedua  dimana 

total emisi GRK direct sebesar 33,48% dari total pada tahun 2018 yaitu sebesar 19.267 ribu 

ton CO2e. Emisi GRK direct banyak bersumber dari kegiatan sektor transportasi yang banyak 
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menggunakan bahan bakar minyak serta konsumsi produk minyak, LPG, dan gas di sektor 

industri manufaktur, residensial dan bangunan komersial. Sumber emisi terbesar ketiga 

berasal dari sektor industri energi yang merupakan sistem pembangkit listrik yang terletak 

di wilayah DKI Jakarta. Kontribusi dari sektor ini sebesar 13,77% tahun 2018 yaitu sebesar 

7.926 ribu ton CO2-e.  

19. Sektor limbah dan AFOLU memiliki porsi yang tidak terlalu signifikan terhadap kontributor 

emisi GRK di DKI Jakarta. untuk kedua sektor limbah dan AFOLU menyumbang emisi 

GRK di DKI Jakarta pada tahun 2018  masing-masing sebesar 3,81% (2.194 ribu ton CO2e) 

dan 0,01% (3,16 ribu ton CO2e). 

Berdasarkan kesimpulan di atas, summary table mengenai status dan profil inventarisasi 

emisi GRK dan serapan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada  

Tabel III .28 di bawah ini. 

 

Tabel III .28 Summary Table Status dan Profil Inventarisasi Emisi GRK DKI Jakarta 

(ribu ton CO2e) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sektor Energi 18.864 19.796 21.262 24.239 20.379 24.669 24.387 25.344 27.195 

Industri Energi  7.985 7.878 6.807 7.514 7.347 7.731 7.221 6.668 7.927 

Industri 

Manufaktur 
2.316 2.311 2.240 2.745 2.040 2.156 2.698 3.537 4.364 

Transportasi 7.498 8.477 11.041 12.807 9.813 13.263 12.968 13.527 13.271 

Bangunan 

Komersial 
105 110 118 123 128 160 168 165 172 

Rumah Tangga 954 1.014 1.051 1.045 1.045 1.351 1.325 1.400 1.400 

Lain-lain 6 6 6 6 7 10 7 46 62 

IPPU NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

AFOLU  31 30 23 14 12 11 11 9 3 

Limbah 1.770 1.840 1.672 1.762 1.823 1.887 1.960 2.065 2.194 

Indirect 

(penggunaan 

listrik Jamali)  

17.364 19.271 22.186 25.668 23.827 25.648 27.444 28.162 29.173 
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RANCANGAN PERGUB RAD-GRK SELARAS DENGAN NDC 

INDONESIA DALAM KONTEKS  PERSETUJUAN PARIS 

Pada bab ini disampaikan Rancangan Peraturan Gubernur RAD-GRK (Rencana Aksi Daerah 

Untuk Reduksi Emisi GRK) DKI Jakarta yang disusun sebagai revisi Pergub RAD-DKI 

Jakarta No 131/2012. Pergub RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012 tersebut disusun 

berdasarkan Pedoman Penyusunan RAD Penurunan Emisi GRK oleh Bappenas (Perpres No. 

61/2011). Review Pergub RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012 dilaksanakan dalam rangka 

merespon berbagai perkembangan terakhir terkait emisi GRK dan mitigasi yang berlangsung 

di DKI Jakarta maupun di tingkat Nasional terutama.   

Hasil review terhadap Pergub RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012 tersebut yang 

digunakan sebagai referensi di dalam menyusun Rancangan Pergub RAD-GRK tentang 

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK yang diselaraskan dengan Persetujuan Paris. 

Di dalam menyusun Rancangan Pergub RAD Penurunan Emisi GRK yang Selaras Dengan 

Persetujuan Paris, dilakukan beberapa kegiatan yang hasilnya dilaporkan dalam Bab ini, 

yaitu diantaranya (a) survei data/informasi program, regulasi, kebijakan dan usulan aksi-aksi 

mitigasi dari berbagai stakeholders (pemerintah, swasta, dan masyarakat terkait rencana aksi 

mitigasi perubahan iklim melalui wawancara dan FGD), (b) analisis, evaluasi dan pemetaan 

kelembagaan berdasarkan data/informasi, (c) penghitungan ulang emisi baseline; (d) 

menentukan skala prioritas rencana aksi melalui konsultasi publik; (e) mereview dan 

menentukan target reduksi emisi GRK pada tahun 2030 untuk mencapai netralitas emisi pada 

tahun 2050, (f) formulasi strategi implementasi RAD GRK, (g) menyusun naskah rancangan 

Pergub tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK yang sesuai dengan 

Persetujuan Paris. 

IV.1 Review Pergub DKI Jakarta No. 131/2012 dan Peraturan-Peraturan atau 

Kebijakan Terkait Lainnya  

Pelaksanaan review Pergub RAD-GRK mempertimbangkan beberapa hal penting, yaitu 

berbagai perkembangan terakhir baik yang berlangsung di DKI Jakarta maupun Nasional 

terkait emisi GRK. Di DKI Jakarta, perkembangan tersebut mencakup: 

a. perubahan óbase yearô yang dijadikan referensi pada proyeksi tingkat emisi GRK untuk 

skenario baseline maupun mitigasi dari tahun 2005 menjadi tahun 2010; 

b. perubahan asumsi kondisi socio economy, seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan 

penduduk, pertumbuhan sector, dan lain-lain; 

c. revisi data dan informasi yang mempengaruhi besarnya tingkat emisi GRK, baik untuk 

base year maupun proyeksi baseline maupun target mitigasi;    

d. perubahan methodologi dari Tier1 IPCC2006 menjadi Tier2 IPCC2006 untuk beberapa 

sub-sektor dan tetap Tier1 untuk beberapa sub-sektor lainnya; 
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e. adanya regulasi dan enabling policy yang mendukung pelaksanaan aksi-aksi mitigasi di 

DKI Jakarta yang belum tercakup pada Pergub RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012, 

f. adanya beberapa aksi mitigasi yang sudah tidak ada namun ada juga aksi-aksi mitigasi 

baru yang belum tercakup pada Pergub RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012, serta 

g. perubahan nomenklatur BPLHD menjadi DLH. 

Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional yang menjadi dasar penyusunan 

Rancangan Pergub RAD-GRK DKI Jakarta, diantaranya adalah: 

a. submisi NDC Indonesia ke UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-

bangsa tentang Perubahan Iklim) dan ratifikasi Paris Agreement (UU RI No. 16/2016), 

b. adanya ROAD Map NDC Indonesia, dimana beberapa target NDC dicapai melalui aksi-

aksi mitigasi yang diimplementasikan di DKI Jakarta, 

c. proses revisi Perpres No. 61/2011  dan No. 71/2011, 

d. sedang disusunnya RPP Fungsi Atmosfer (finalisasi) yang beberapa pasalnya terkait 

dengan aksi-aksi mitigasi di DKI Jakarta, serta 

e. adanya beberapa regulasi dan enabling policy di tingkat nasional yang mendukung 

pelaksanaan aksi-aksi mitigasi di DKI Jakarta. 

Review dilaksanakan dalam dua bagian, yaitu (a) review narasi pasal-pasal pada Pergub 

RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012 dan (b) review lampiran Pergub RAD-DKI Jakarta 

No. 131/2012. Review narasi pasal-pasal Pergub RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012 

dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di DKI Jakarta dan di 

tingkat nasional. Review lampiran Pergub RAD-DKI Jakarta No. 131/2012 terkait roadmap 

mitigasi (program, regulasi, kebijakan, serta rencana aksi-aksi mitigasi perubahan iklim) dan 

target reduksi emisi GRK di DKI Jakarta, penghitungan baseline dan target capaian reduksi 

emisi GRK, kelembagaan dan strategi implementasi RAD GRK.  

Hasil review menunjukkan bahwa Pergub RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012 

memerlukan revisi dalam rangka menghadapi berbagai perubahan terkait tingkat emisi GRK 

dan aksi-aksi mitigasi yang terjadi di DKI Jakarta maupun di tingkat nasional, terutama 

terkait perubahan nomenklatur BLHD menjadi DLHK DKI Jakarta yang cakupan 

tupoksinya berbeda dengan yang tercantum pada PerGub DKDKI Jakarta 131/2012 dan 

cakupan aksi-aksi mitigasi yang perlu disesuaikan dengan perubahan yang terdapat ditingkat 

nasional terkait NDC Indonesia dalam rangka memenuhi komitmen Paris Agreement. Selain 

hal itu, pada Naskah Akademik yang merupakan Lampiran dari Pergub RAD-GRK DKI 

Jakarta Rencana Aksi Daerah DKI Jakarta juga memerlukan berbagai revisi mengingat 

terdapat beberapa kesalahan di dalam menetapkan target reduksi emisi GRK yang melebihi 

tingkat emisi GRK baseline di tahun 2030, aksi-aksi mitigasi yang sudah banyak berubah 

dan tidak relevan lagi dengan kondisi aksi-aksi mitigasi yang diimplementasikan saat ini, 

serta perlunya merujuk NDC Indonesia di dalam menyusun aksi-aksi mitigasi di DKI Jakarta 

agar aksi-aksi mitigasi tersebut dapat diintegrasikan dengan aksi-aksi mitigasi di tingkat 

nasional.    
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Review terhadap Lampiran Pergub DKI Jakarta No. 131/2012 terkait Rencana Aksi Daerah 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) didasarkan kepada hasil kaji ulang tahun 

2015 dan juga review terhadap PEP RAD DKI Jakarta tahun 2010 ï 2018. Hasil revew 

tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya perubahan (revisi) dokumen PerGub DKI No. 

131/2012, proyeksi emisi GRK baseline dan mtigasi, rencana-rencana aksi mitigasi, dan 

target reduksi emisi GRK masing-masing rencana aksi yang didiskusikan pada subbab-subab 

berikut ini.   

IV.2 Review Pergub DKI Jakarta No. 131/2012 tentang Rencana Aksi Daerah 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berdasarkan Hasil Kaji Ulang Tahun 2015 

Rencana Aksi Daerah Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang tercantum pada 

lampiran Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 131/2012 berisi aksi-aksi mitigasi yang 

direncanakan untuk diimplementasikan sejak tahun 2010 sampai dengan 2030 dengan target 

reduksi emisi GRK sebesar 35 juta ton CO2e. Target reduksi tersebut menurunkan tingkat 

emisi GRK DKI Jakarta sebesar 30% di bawah tingkat emisi GRK baseline di tahun 2030. 

Tingkat emisi GRK baseline diproyeksikan mencapai 114 Juta ton CO2e di tahun 2030 

dengan tahun dasar (base year) 2005. Tingkat emisi GRK pada base year (2005) adalah 37 

Juta ton CO2e sedangkan tingkat emisi GRK pada tahun 2010 adalah 40 Juta ton CO2e. 

Reduksi sebesar 35 juta ton CO2e di tahun 2030 ditargetkan akan dicapai dari aksi-aksi 

mitigasi terkait penggunaan energi, pengolahan limbah, dan LLUCF dengan kontribusi 

masing-masing, adalah reduksi emisi GRK kegiatan penggunaan energi (91.567%), kegiatan 

pengolahan limbah (8.43%), dan sisanya (0.003%) dari kegiatan AFOLU. Namun, pada 

Lampiran PerGub N0. 131/2012, besaran kontribusi maisng-masing adalah sebagaimana 

disampaikan pada Gambar 4-1 dimana pada gambar tersebut juga disampaikan grafik yang 

menunjukkan proyeksi tingkat emisi GRK baseline dari berbagai sektor sumber emisi. 

 

 

Gambar IV .1 Proyeksi emisi GRK baseline dan target reduksi emisi GRK di tahun 2030  

Berdasarkan kaji ulang DKI Jakarta No. 131/2012 yang dilaksanakan pada tahun 2015, 

nampak bahwa terdapat ógapsô yang signifikan antara baseline emisi GRK dengan target 

reduksi emisi GRK di tahun 2030 yang memperlihatkan sulitnya mencapai tingkat reduksi 

35 Juta Ton 

CO2e (2030) 
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yang ditargetkan. Pada beberapa sektor, besarnya target reduksi emisi GRK lebih besar 

daripada tingkat emisi GRK baseline sebagaimana dapat dilihat pada Tabel IV-1. Aksi-aksi 

mitigasi yang target reduksinya melampaui tingkat emisi GRK baseline  adalah aksi-aksi 

mitigasi terkait penggunaan energi di industri dan bangunan komersial, serta pengolahan 

limbah padat domestik. Sedangkan reduksi emisi GRK pada penggunaan energi di sektor 

rumah tangga yang ditargetkan 100% total emisi GRK baseline nampak terlalu ambisius. 

Hasil Kaji Ulang (2015) terhadap PerGub RAD GRK DKI Jakarta No. 131/2012 secara rinci 

disampaikan pada Lampiran A 

Tabel IV .1 GAPs target reduksi dan baseline emisi GRK Pergub DKI Jakarta No. 131/2012  

Sektor 

Base Year 2010 Baseline 2030 Target Reduksi 2030 GAPs 

Juta Ton 

CO2e 
% 

Juta Ton 

CO2e 
% 

Juta Ton 

CO2e 
% 

Juta Ton 

CO2e 

Pembangkit Listrik 19.61 53% 72.96 64% - - - 

Industri 2.59 7% 4.56 4% 10.80 237% -6.24 

Transportasi 7.77 21% 26.22 23% 9.80 37% 16.42 

Rumah Tangga 4.07 11% 5.7 5% 5.70 100% 0.00 

Komersial 0.148 0% 1.14 1% 5.20 456% -4.06 

Sampah Kota 2.22 6% 2.28 2% 2.60 114% -0.32 

Limbah Cair 

Domestik 
0.74 2% 1.14 1% 

0.30 26% 0.84 

LULUCF - - - - 0.00118   - 

TOTAL 37.148 100% 114.00 100% 34.40 30%   

*GAPs selisih antara target reduksi dengan baseline emisi GRK di tahun 2030; Sumber: diolah dari Lampiran 

PerGub DKI Jakarta No. 131/2012   

Selain hal-hal penting terkait berbagai perkembangan yang berlangsung di DKI Jakarta dan 

di tingkat nasional yang menjadi bahan pertimbangan pelaksanaan review (kaji ulang) 

Pergub RAD-GRK, terdapat berbagai tantangan yang mendasari perlunya revisi PerGub 

RAD GRK DKI Jakarta No. 131/2012 dan penyusunan Rancangan Pergub RAD GRK 2020-

2030, yaitu sebagaimana dijelaskan berikut ini. 

a. Inventarisasi emisi GRK DKI Jakarta belum menunjukkan adanya konsistensi terhadap 

tingkat emisi GRK akibat keterbatasan data dan informasi terkait data aktivitas masing-

masing sumber penting emisi GRK. Hal ini dapat dilihat pada hasil inventarisasi yang 

dilaksanakan pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 dimana tingkat emisi GRK untuk 

tahun 2010-2017 pada kedua pelaksanaan inventory tersebut menunjukkan perbedaan 

yang cukup signifikan sebagaimana disampaikan pada Gambar IV.2 dan IV.3. 
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Gambar IV .2 Inventarisasi emisi GRK 2010 - 2017 yang diselenggarakan tahun 2018 

 
Gambar IV .3 Inventarisasi emisi GRK 2010 - 2018 yang diselenggarakan tahun 2019 

b. Inventarisasi emisi GRK yang diselenggarakan oleh DLHK DKI Jakarta setiap tahun, 

yaitu pada tahun 2012 (RAD), 2015, 2016/2017, dan 2018 menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan terhadap hasil inventarisasi emisi GRK. Tingkat emisi GRK 

base year 2010 pada setiap tahun penyelenggaraan inventarisasi tersebut (Gambar IV.4). 

Perbedaan ini terjadi karena keterbatasan dan perubahan data, serta lingkup sumber emisi 

GRK. Mengingat tingkat emisi GRK pada tahun base year 2010 menjadi dasar 

penyusunan RAD GRK, tingkat emisi GRK 2010 terkini hasil inventarisasi emisi GRK 

yang diselenggarakan pada tahun 2019 yang akan digunakan sebagai base year proyeksi 

baseline 2030 dan penentuan target reduksi emisi GRK di tahun 2030.  

 
Gambar IV .4 Perbandingan tingkat emisi GRK DKI Jakarta base year 2010 hasil inventarisasi yang 

dilaksanakan pada tahun 2012 (RAD), 2015, 2016/2017, dan 2018 

C  Selain persoalan-persoalan terkait perkembangan yang terjadi di DKI Jakarta maupun di 

tingkat nasional, perubahan base year dan proyeksi baseline, hasil review terhadap PEP 

(pemantauan, evaluasi, pelaporan) RAD GRK aksi-aksi mitigasi (PerGub DKI Jakarta 

No. 131/2012) yang diimplementasikan pada tahun 2016-2018 menunjukan bahwa 

reduksi emisi GRK yang dicapai relatif kecil dibandingkan target reduksi yang hendak 

dicapai di tahun 2030 (Gambar IV.5) sedangkan berdasarkan tingkat kewenangan 

terhadap aksi mitigasinya, capaian reduksi terutama dari kewenangan rendah untuk aksi-

aksi di sektor energi (Gambar IV.6). Capaian reduksi dari kewenangan rendah yang 
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signifikan di sektor energi adalah dari peningkatan efisiensi (new technology) dan fuel 

switch di pembangkit yang ada di wilayah DKI Jakarta, yaitu Muara Karang dan Tanjung 

Priok (Gambar IV.7). Namun, aksi mitigasi di kedua pembangkit ini tidak masuk ke 

dalam PerGub 131/2012. 

  Rendahnya capaian aksi mitigasi tersebut terutama disebabkan karena beberapa aksi 

mitigasi tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya kerusakan, kendala 

pengoperasian, performance turun atau implementasi beberapa aksi mitigasi terkendala 

dan tidak sesuai rencana yang ada pada RAD GRK, dan lain-lain. 

 
Gambar IV .5 Capaian reduksi emisi GRK dari aksi-aksi mitigasi di tahun 2016 ï 2018 terhadap 

target reduksi emisi GRK di tahun 2030   
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Gambar IV .6 Capaian reduksi emisi GRK aksi-aksi mitigasi 2016 ï 2018 terhadap target reduksi di 

tahun 2030 berdasarkan tingkat kewenangan dan sector 

 
Gambar IV .7 Capaian reduksi emisi GRK 2015-2018 dan target reduksi emsii GRK 2030 

Selain beberapa tantangan sebagaimana didiskusikan sebelumnya, terdapat juga potensi 
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1. Kesenjangan antara ketersediaan data dengan kebutuhan data perhitungan yang ada, 

2. Keterbatasan dalam akses terhadap data, 

3. Keterbatasan teknis dalam proses akuisisi data aktivitas dari aksi mitigasi dalam RAD, 

4. Beragam aksi mitigasi terjadi diluar lingkup RAD GRK sehingga sulit diidentifikasi, dan 

5. Berkembangnya sistem pelaporan yang relatif baru yaitu PEP online dan SRN. 

Dengan demikian, revisi terhadap baseline, rencana aksi-aksi mitigasi, dan target reduksi 

emisi GRK dari setiap sektor yang terdapat pada PerGub No. 131/2012 yang disesuaikan 

dengan masing-masing aksi mitigasi menjadi isu penting. Pada Sub-bab 4-3 berikut ini 

disampaikan hasil survey data/informasi program, regulasi, kebijakan dan usulan aksi-aksi 

mitigasi yang dijadikan rujukan di dalam menyusun perbaikan rencana aksi-aksi mitigasi. 

IV.3 Program, Regulasi, Kebijakan dan Usulan Aksi Mitigasi  

Berdasarkan hasil survei terhadap data/informasi mengenai perkembangan yang terjadi di 

DKI Jakarta dan di tingkat nasional terkait kegiatan atau program, regulasi, dan kebijakan 
yang mempengaruhi terjadinya reduksi emisi GRK terdapat beberapa isu-isu penting yang 

mempengaruhi aksi-aksi mitigasi yang diusulkan dalam Rancangan PerGub DKI Jakarta 

mengenai RAD GRK. Isu-isu penting tersebut, diantaranya adalah: 

a. Target reduksi emisi GRK pada NDC Indonesia juga akan dicapai melalui aksi-aksi 
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reduksi emisi GRK dari penerapan clean power (efisiensi energi dan fuel switch di 

pembangkit), efisiensi di sisi pengguna energi (transportasi, industri, bangunan 

komersial, dan rumah tangga), pemanfaatan energi baru dan terbarukan, dan fuel switch 

menggunakan energi rendah emisi GRK;  

b. Agar sejalan (in line) dengan NDC Indonesia dan Paris Agreement, target reduksi emisi 

GRK pada RAD GRK DKI Jakarta ditentukan berdasarkan óbase yearô 2010 dengan 

angka terakhir adalah hasil inventarisasi emisi GRK 2010 yang diselenggarakan pada 

tahun 2019; tingkat emisi GRK base year ini yang dijadikan referensi proyeksi tingkat 

emisi GRK di tahun 2030 untuk skenario baseline maupun mitigasi; 

c. Regulasi dan enabling policy untuk mendukung pelaksanaan aksi-aksi mitigasi di DKI 

Jakarta yang belum tercakup pada Pergub RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012, yaitu: 

- Kebijakan mandatory biofuel, dimana Presiden RI (Joko Widodo) menghendaki agar 

B30 bisa diterapkan pada awal 2020 dan selanjutnya loncat ke B50 di akhir 2020 [rapat 

terbatas, Senin (12/8/2019)]; 

- Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 60/2019 mengenai perluasan kebijakan ganjil genap 

dalam rangka pengendalian kualitas udara yang implikasinya adalah reduksi emisi 

GRK; capaian implementasi kebijakan ini serupa dengan e-road pricing; 

- Kebijakan dan regulasi mengenai Green Building (revisi PerGub DKI Jakarta mengenai 

Bangunan Hijau) yang dilandasai dengan target 30:30, yaitu efisiensi energi 30% dan 

reduksi emisi 30% di tahun 2030;  

- Kebijakan kendaraan listrik yang didorong dengan adanya Peraturan Presiden tentang 

percepatan program kendaraan bermotor listrik untuk transportasi di Indonesia dan 

Peraturan Pemerintah (PP) menyangkut perubahan pajak yang berhubungan dengan 

klasifikasi kendaraan dan emisi otomotif; Salah satu implementasi dari kebijakan 

kendaraan listrik adalah rencana penggunaan 100% bus listrik (Bus Way) di 2030; 

- Kebijakan pemanfaatan transportasi publik yang didukung Peraturan Daerah Provinsi 

DKI Jakarta No. 7/2013 (perubahan dari No. 3/2008) tentang pembentukan Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) PT MRT Jakarta dan Perda No. 8/2013 (perubahan dari 

No. 4/2008) tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta; prediksi panjang 

jalur dan jumlah penumpang dengan moda berbasis rel (analisis RIPP) dengan asumsi 

perhitungan demand adalah 60% akan beralih ke public transport. 

- Kebijakan Gubernur DKI Jakarta menyediakan jalur sepeda dan pedestrian  

- Kebijakan Kementrian ESDM mengenai JarGAs (jaringan Gas) Kota untuk suplai gas 

di rumah tangga, gedung komersial, industry, dan transportasi; 

d. Adanya berbagai program atau kegiatan di DKI Jakarta yang implikasinya mengarah 

kepada reduksi (mitigasi) emisi GRK, yaitu diantaranya  

- Rencana pemasangan PLTS di bangunan gedung (program roof top, gedung sekolah, 

gedung pemerintahan, PJU yang terintegrasi dengan pemasangan LED, dan lain-lain);  

- Rencana Proyek MRT Jakarta Fase II yang merupakan lanjutan dari Fase I (Terminal 

Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia sepanjang (± 16 kilometer) dengan 

memiliki 13 stasiun berikut 1 Depo. Pengembangan selanjutnya meneruskan jalur 

Sudirman menuju Ancol (jalur Utara-Selatan) dan pengembangan jalur Timur-Barat; 

e. Analisis Perbedaan dan Persamaan Pergub DKI Jakarta No. 131 Tahun 2012 dengan 

Rancangan Pergub Tahun 2019 

Review terhadap PerGub DKI Jakarta No. 131/2012 yang disampaikan sebelumnya 

menunjukkan bahwa diperlukan adanya beberapa perubahan aksi-aksi mitigasi dan 

pengelompokannya yang disesuaikan dengan Road Map NDC Indonesia. Pada Tabel IV.2 
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disampaikan perbandingan data dan parameter yang digunakan di dalam menyusun 

Rancangan PerGub DKI Jakarta 2019 dengan PerGub 131/2012 DKI Jakarta.   

Tabel IV.2 Perbandingan PerGub DKI Jakarta No. 131/2012 dan Rancangan PerGub 2019 

No. Parameter 

Pergub Lama 

(No.131 Tahun 

2012) 

Rancangan Pergub 

Tahun 2019 
Keterangan 

1 Base year 2005 2010 Adjusment berdasarkan 
NDC Indonesia 

2 Target reduksi 30% 30%  

3 Pertumbuhan 
penduduk 

Pada 2005-2010 laju 
pertumbuhan 
penduduk turun 1% 

per tahun. 

Pertumbuhan 
penduduk mengikuti 
proyeksi penduduk 

oleh BPS 

Perlu penyesuaian dengan 
adanya keputusan 
pemindahan ibukota 

negara ke luar Jakarta 

4 Perkembangan 
ekonomi 

Asumsi PDRB 2008-
2030 (6,5% per tahun) 

PDRB harga konstan 
2010 (6,3% 2010-
2015, 6% 2015-2030) 

Perkembangan ekonomi 
setelah tahun 2018 
berdasarkan data dari BPS. 

5 Produksi 

sampah 

5.000 ton/hari Status 2018 mencapai 

7.400 ton/hari 

Perlu penyesuaian dengan 

kondisi ter-update 

6 Limbah cair 
rumah tangga 

0,04 kg/orang/hari 
sesuai dengan IPCC 

0,04 kg/orang/hari 
sesuai dengan IPCC 

 

7 Luas tanaman 
RTH 

Hingga tahun 2030 
mencapai 30% luas 

wilayah DKI Jakarta 

 Dengan tingginya 
pertumbuhan penduduk, 

maka berpotensi adanya 
penyusutan RTH 

8 Jumlah 
kendaraan 
bermotor pada 

2030 

Asumsi: 19 juta 
dengan pangsa 75% 
sepeda motor, 21% 

mobil penumpang, 
sisanya bus dan truk 

Adanya penyesuaian 
asumsi berdasarkan 
update data hingga 

tahun 2018 

Konstrain: Moda shift dan 
Fenomena ojek online 
yang menawarkan jasa 

door-to-door berpotensi 
meningkatkan konsumsi 

energi dan emisi GRK 

9 Pertumbuhan 

konsumsi listrik 

RUPTL 2010-2020 

(3,2%) 

RUPTL 2019-2028 

(4,26%) 

 

 

Berdasarkan hasil survey terhadap program, regulasi, kebijakan yang ada dan hasil review 

terhadap PerGub No. 131/2012, serta diskusi dengan stakeholder berikut disampaikan hasil 

penentuan aksi-aksi mitigasi yang diusulkan dalam rancangan Rancangan Pergub RAD-

GRK 2019 Sektor Energi (Tabel IV.3 sampai dengan IV.5). Sebagai pembanding pada tabel-

tabel tersebut disampaikan aksi-aksi mitigasi RAD-GRK No.131/2012 yang 

pengelompokannya disesuaikan dengan rancangan PerGub RAD GRK 2019, dimana 

pengelompokan aksi-aksi pada rancangan tersebut telah disesuaikan dengan Road Map NDC 

Indonesia.  

Tabel IV .3 Daftar dan Pengelompokan Aksi-aksi Mitigasi Pergub RAD-GRK No.131/2012 dan 

Rancangan Pergub RAD-GRK 2019 Sektor Energi 

No. Pergub RAD-GRK No. 131/2012 No. Rancangan Pergub RAD-GRK 2019 

I  Pembangkit Listrik  I Pembangkit Listrik Bersih (óClean Powerô) 

14 
Penurunan Konsumsi Listrik Own-Use 

Pembangkit listrik 
1.1 Efisiensi Energi di Pembangkit 

13 
Peningkatan Efisiensi dan Substitusi Bahan 

Bakar Pembangkit Listrik 
1.2 Substitusi Bahan Bakar (IDO ke Gas Alam) 

  1.3 PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah)  

  1.4 
Pemanfaatan LFG Recovery Untuk Pembangkit 

Listrik 
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No. Pergub RAD-GRK No. 131/2012 No. Rancangan Pergub RAD-GRK 2019 

II  Pemanfaatan Renewable Energy II  Pemanfaatan Renewable Energy 

9 PLTS Kep. Seribu 2.1 
PLTS untuk PJU (Penerangan Jalan Umum) dan 

Komersial 

10 PLTS Gedung Pemprov 2.2 PLTS untuk Penerangan di Lingkungan Industri 

11 PJU Tenaga Surya 2.3 
PLTS Rooftop di Bangunan Komersial dan Rumah 

Tangga 

    

III  Efisiensi Energi PJU III  Efisiensi Energi PJU 

4 PJU Lampu Hemat Energi 3.1 PJU Lampu Hemat Energi 

    

IV  Efisiensi Energi di Konsumen IV  Efisiensi Energi di Konsumen 

4.1 Sektor Transportasi 4.1 Sektor Transportasi 

4.1.1 
Efisiensi Sistem Transportasi (Mode 

Shift) 
4.1.1 Efisiensi Sistem Transportasi  (Moda Shift) 

1 Bus Rapid Transit  Komuter: MRT, LRT, KRL, KA (luar Kota) 

2 Feeder Busway  BUS (Mass Transport): Busway dan Bus Feeder  

15 Sepeda Menggantikan Sepeda Motor  
Non-motorized: Jalur Sepeda dan Pedestrian 

(Pejalan Kaki) 

4.1.2 
Efisiensi Management Sistem 

Transportasi 
4.1.2 Efisiensi Management Sistem Transportasi:  

3 ATCS  Ganjil Genap, Jalur Berbayar (ERP), dan ATCS 

4.1.3 Efisiensi Peralatan Transportasi: 4.1.3 Efisiensi Peralatan Transportasi: 

   
Peremajaan (pembatasan umur kendaraan)  

Uji emisi (mendorong efisiensi kendaraan) 

4.1.4 Eco Driving 4.1.4 Eco Driving 

4.2 Sektor Industri Manufaktur  4.2 Sektor Industri Manufaktur  

  4.2.1 Efisiensi Peralatan Industri 

   
heat/furnace (gas, coal, IDO, listrik), steam, 

electric motor, Lighting (penggunaan LED), others 

  4.2.2 Efisiensi Melalui Management Energi Industri: 

   
Audit Energi (ISO 50001), Mandatori Manager 

Energi  

4.3 Efisiensi Energi Bangunan Komersial 4.3 Efisiensi Energi Bangunan Komersial 

  4.3.1 EE Peralatan Pengguna Energi 

  
4.3.2 Pemanfaatan Waste Heat AC untuk Hot water 

(WIKA)  

  
4.3.3 EE pembangkit energi dan boiler (pemanfaatan 

wate heat) 

  4.3.2 
Efisiensi Peralatan Listrik (Electric Motors, 

Elevator/escalator, Penerangan, AC, dan lain-lain) 

  4.3.3 
EE Management Sistem Energi Bangunan 

Komersial: 

5 Konservasi Energi Gedung Pemprov  Program Bangunan Hijau (Green Building) 

6 Bangunan Hijau Non-Pemprov  
Audit Energi (ISO 50001), Mandatori Manger 

Energi  

4.4 Efisiensi Energi di Rumah Tangga 4.4 Efisiensi Energi di Rumah Tangga 

  4.4.1 EE Peralatan Pengguna Energi 

  4.4.2 
Pemanfaatan Waste Heat AC untuk Hot water 

(WIKA)  

  4.4.3 Lighting: Penggunaan LED 

  4.4.4 
Efisiensi Peralatan Listrik (Electric Motors, 

Penerangan, AC) 

V 
Substitusi Fosil dan Energi Rendah 

Karbon  
V 

Substitusi Energi Fosil Oleh Energi Rendah 

Karbon  

5.1 
Substitusi Bahan Bakar Setor 

Transportasi 
5.1 Substitusi Bahan Bakar Sektor Transportasi 

7 Kereta Rel Listrik  Kereta Listrik, Bus Listrik, Mobil Listrik 

8 Biofuel  Biofuel  
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No. Pergub RAD-GRK No. 131/2012 No. Rancangan Pergub RAD-GRK 2019 

   BBG (busway) 

  5.2 
Substitusi batubara/BBM ke Gas Alam di 

Industri  

5.3 Substitusi Bahan Bakar Setor Komersial 5.3 
Substitusi Bahan Bakar Setor Komersial: 

JARGAS   

12 Gas Engine di Bangunan Komersial 5.4 Substitusi Sistem Energi di Rumah Tangga 

  5.3.1 Kompor LPG ke Kompor Listrik Induksi 

  5.3.2 
Peralatan Listrik (Rice Cooker, Dispenser, Water 

Heater) 

  5.3.3 JARGAS 

Tabel IV .4 Daftar dan Pengelompokan Aksi-aksi Mitigasi Pergub RAD-GRK No.131/2012 dan 

Rancangan Pergub RAD-GRK 2019 Sektor Limbah 

No. Pergub RAD-GRK No. 131/2012 No. Rancangan Pergub RAD-GRK 2019 

I Limbah Padat Domestik I Limbah Padat Domestik 

1.1 LFG Recovery 1.1 LFG Recovery 

1.2 Pengomposan 1.2 Pengomposan 

1.3 3R 1.3 3R 

1.4 IPLT Duri Kosambi 1.4 IPLT Duri Kosambi 

1.5 IPLS Pulo Gebang 1.5 IPLS Pulo Gebang 

  
1.6 

PLTSa /RDF (PLTSa Sunter, 3 PLTSa tambahan, BPPT 

BG) 

II  Limbah Cair Domestik II  Limbah Cair Domestik 

6 IPAL Setiabudi 2.1 IPAL Setiabudi 

  III  Limbah Industri (IPAL) 

Tabel IV .5 Daftar dan Pengelompokan Aksi-aksi Mitigasi Pergub RAD-GRK No.131/2012 dan 

Rancangan Pergub RAD-GRK 2019 Sektor AFOLU 

No. Pergub RAD-GRK No. 131/2012 No. Rancangan Pergub RAD-GRK 2019 

1 Ruang Terbuka Hijau 1 Pertanian 

  2 Kehutanan 

  3 Penggunaan Lahan (Ruang Terbuka Hijau)  

Berdasarkan pelaksanaanya, aksi-aksi mitigasi yang terdapat pada Rancangan PerGub RAD 

GRK 2019 (Tabel IV.3 sampai dengan IV.5) dikelompokan menjadi PS (Party Stakeholder) 

dan NPS (Non-Party Stakeholder), dimana aksi-aksi di dalam kelompok PS adalah yang 

capaian reduksi emisi GRK-nya untuk memenuhi komitmen pemerintah Indonesia di dalam 

NDC sedangkan NPS adalah aksi-aksi mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, 

Swata, masyarakat, NGO, dan lembaga atau institusi yang bukan ditujukan untuk memenuhi 

komitmen pemerintah di dalam NDC. Namun beberapa aksi mitigasi yang dilaksanakan 

sebagai NPS juga dapat dilaksanakan untuk keperluan pemenuhan komitmen PS.  

Aksi-aksi mitigasi di DKI Jakarta yang termasuk di dalam rancangan PerGub RAD GRK 

DKI Jakarta yang pelaksanaannya dapat digunakan untuk memenuhi komitmen Pemerintah 

Indonesia (PS) adalah kegiatan efisiensi energi dan fuel switch di pembangkit (Muara 

Karang dan Tanjung Priok) mengingat pengelolaaan dan pengoperasian kedua pembangkit 

tersebut adalah kewenangan Pusat. Selebihnya, hampir seluruh aksi-aksi mitigasi pada 

Rancangan PerGub DKI Jakarta tersebut pelaksanaannya adalah upaya Pemerintah Daerah 

Propinsi yang tidak ditujukan secara khusus untuk memenuhi komitmen Pemerintah 

Indonesia (NPS) namun sejalan dengan komitmen NDC Indonesia. Namun sebagian besar 

kegiatan tersebut dapat berkontribusi di dalam pemenuhan komitment NDC Indonesia. 

Besarnya target masing-masing aksi mitigasi tersebut dibahas pada Sub-Bab berikut ini.  
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IV.4 Analisis, Evaluasi dan Pemetaan Kelembagaan  

Merujuk daftar aksi mitigasi pada rancangan Pergub RAD-GRK 2019 Sektor Energi, 

Limbah dan AFOLU (Tabel IV.3 sampai IV.5), kelembagaan implementasi, monitoring dan 

verifikasi capaian reduksi emisi GRK dari aksi-aksi mitigasi dari masing-masing sektor 

berturut-turut disampaikan pada Tabel IV.6 sampai dengan IV.8. 
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Tabel IV.6 Penanggung jawab pelaksanaan aksi-aksi mitigasi sektor energi  

Nama Aksi Bentuk Aksi 
Penanggung  

Jawab Aksi 

Pelaksana/ 

Implementasi 
Pendanaan 

Pemantauan & 

Pelaporan 

Verifikas

i 

I. Clean Power       

1.1 Efisiensi Energi di Pembangkit 

Investasi infrastruktur  

(advance technology) dan 

biaya operasional 

PLN/Indonesia 

Power  

PLN/Indonesia 

Power  

PLN/Indonesia 

Power  

PLN/Indonesia 

Power  
KLHK  

1.2 Substitusi Bahan Bakar  

      (IDO ke Gas Alam) 
Biaya Operasional 

PLN/Indonesia 

Power  

PLN/Indonesia 

Power 

PLN/Indonesia 

Power  

PLN/Indonesia 

Power  
KLHK  

1.3 PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) 

Investasi infrastruktur 

advance technology dan 

biaya operasional 

Pemda DKI Jakarta 
Pemda DKI 

Jakarta/PLN 

Pemda DKI 

Jakarta/PLN 

Pemda DKI 

Jakarta/PLN 
KLHK  

1.4 LFG Recovery Untuk Pembangkit Listrik 

Investasi infrastruktur 

advance technology dan 

biaya operasional 

Pemda DKI Jakarta 
Pemda DKI 

Jakarta/PLN 

Pemda DKI 

Jakarta/PLN 

Pemda DKI 

Jakarta/PLN 
KLHK  

II  Energi Terbarukan        

PLTS PJU (Penerangan Jalan Umum) dan 

Komersial 
Investasi infrastruktur  

Pemda DKI 

Jakarta/Swasta 

Pemda DKI 

Jakarta/Swasta 

Pemda DKI 

Jakarta/Swasta 

Pemda DKI 

Jakarta/Swasta 
KLHK  

PLTS PJU di Industri Investasi infrastruktur  
Pemda DKI 

Jakarta/Swasta 

Pemda DKI 

Jakarta/Swasta 

Pemda DKI 

Jakarta/Swasta 

Pemda DKI 

Jakarta/Swasta 
KLHK  

PLTS Rooftop di Bangunan Komersial/Rumah 

Tangga 
Investasi infrastruktur  

Pemda DKI 

Jakarta/Swasta 

Pemda DKI 

Jakarta/Swasta 

Pemda DKI 

Jakarta/Swasta 

Pemda DKI 

Jakarta/Swasta 
KLHK  

III Efisiensi Energi PJU        

PJU LED Investasi infrastruktur  Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta KLHK  

IV Efisiensi Energi         

4.1 Sektor Transportasi       

4.1.1 Efisiensi Sistem Transportasi (Moda Shift)       

Komuter: MRT, LRT, KRL, KA (luar Kota) Investasi infrastruktur  
KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta/Swasta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta/Swasta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta/Swasta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta/Swasta 
KLHK  

BUS (Mass Transport): Busway dan Bus Feeder  Investasi infrastruktur  
KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta/Swasta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta/Swasta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta/Swasta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta/Swasta 
KLHK  

Non-motorized: Jalur Sepeda dan Pedestrian 

(Pejalan Kaki) 
Investasi infrastruktur  

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta/Swasta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta/Swasta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta/Swasta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta/Swasta 
KLHK  

4.1.2 Efisiensi Management Sistem Transportasi       

Ganjil Genap, Jalur Berbayar (ERP), ATCS Investasi infrastruktur  
KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta/Swasta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta/Swasta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta/Swasta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta/Swasta 
KLHK  
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Nama Aksi Bentuk Aksi 
Penanggung  

Jawab Aksi 

Pelaksana/ 

Implementasi 
Pendanaan 

Pemantauan & 

Pelaporan 

Verifikas

i 

4.1.3 Efisiensi Peralatan Transportasi:       

Peremajaan Kendaraan  (mendorong efisiensi 

kendaraan) 

Pembatasan umur 

kendaraan & Uji Emisi  

Pemda DKI Jakarta KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta KLHK  

4.1.4 Eco Driving 
Training/Campign/ 

Himbauan 
Pemda DKI Jakarta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta 

KemenHub/ Pemda 

DKI Jakarta 
KLHK  

4.2 Sektor Industri        

4.2.1 Efisiensi Peralatan Industri       

heat/furnace (gas, coal, IDO, listrik), steam, electric 

motor, Lighting (penggunaan LED), others 
Regulasi 

ESDM/Pemda DKI 

Jakarta 

ESDM/Pemda DKI 

Jakarta 

ESDM/Pemda DKI 

Jakarta 

ESDM/Pemda DKI 

Jakrta 
KLHK  

4.2.2 Management Energi Industri:       

Audit Energi (ISO 50001) dan Mandatori Manager 

Energi 
Regulasi 

ESDM/Pemda DKI 

Jakarta 

ESDM/Pemda DKI 

Jakarta 

ESDM/Pemda DKI 

Jakarta 

ESDM/Pemda DKI 

Jakrta 
KLHK  

4.3 Efisiensi Energi Bangunan Komersial       

4.3.1 EE Peralatan Energi 
Regulasi/Sertifikasi/ 

Standarisasi/ Award 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 
KLHK  

4.3.2 Pemanfaatan Waste Heat AC untuk Hot water 

(WIKA)  

Regulasi/Sertifikasi/ 

Standarisasi/ Award 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 
KLHK  

4.3.3 EE pembangkit energi dan boiler (pemanfaatan 

wate heat) 

Regulasi/Sertifikasi/ 

Standarisasi/ Award 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 
KLHK  

4.3.2 Efisiensi Peralatan Listrik (Electric Motors, 

Elevator/escalator, Penerangan, AC, dll.) 

Regulasi/Sertifikasi/ 

Standarisasi/ Award 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 
KLHK  

4.3.3 EE Management Sistem Energi Bangunan 

Komersial 
 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 
KLHK  

Program Bangunan Hijau (Green Building) 
Regulasi/Sertifikasi/ 

Standarisasi/ Award 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 
KLHK  

Audit Energi (ISO 50001), Mandatori Manger 

Energi  

Regulasi/Sertifikasi/ 

Standarisasi/ Award 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 
KLHK  

4.4 Efisiensi Energi Rumah Tangga       

4.4.1 EE Peralatan Pengguna Energi 
Regulasi/Sertifikasi/ 

Standarisasi/ Award 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 
KLHK  

4.4.2 Waste Heat AC untuk Hot water (WIKA) 
Regulasi/Sertifikasi/ 

Standarisasi/ Award 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 
KLHK  

4.4.3 Lighting: Penggunaan LED Investasi infrastruktur  
ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 
KLHK  
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Nama Aksi Bentuk Aksi 
Penanggung  

Jawab Aksi 

Pelaksana/ 

Implementasi 
Pendanaan 

Pemantauan & 

Pelaporan 

Verifikas

i 

4.4.4 Efisiensi Peralatan Listrik (Electric Motors, 

Penerangan, AC) 

Regulasi/Sertifikasi/ 

Standarisasi/ Award 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 

ESDM/Swasta/ 

Pemda DKI Jakarta 
KLHK  

V Substitusi Energi Rendah Karbon       

5.1 Substitusi Bahan Bakar Sektor Transportasi       

Kereta Listrik, Bus Listrik, Mobil Listrik Investasi infrastruktur  Pemda DKI  Pemda DKI  Pemda DKI  Pemda DKI  KLHK  

Biofuel  
Investasi infrastruktur 

distribusi, promosi, insentif 

ESDM/Pemda DKI 

Jakarta 
ESDM/ Pertamina 

ESDM/Pemda DKI 

Jakarta/ Swasta 

ESDM/Pemda DKI 

Jakarta/ Swasta 
KLHK  

BBG (busway) 
Investasi infrastruktur, 

promosi, insentif 

ESDM/Pemda DKI 

Jakarta 

Pemda DKI 

Jakarta/ESDM/PGN 
Pemda DKI Jakarta ESDM/PGN/ Swasta KLHK  

5.2 Substitusi Batubara/BBM ke Gas Alam di 

Sektor Industri  
promosi, insentif 

Pemda DKI Jakarta Swasta Swasta Pemda DKI Jakarta 
KLHK  

5.3 Substitusi Bahan Bakar Sektor Komersial   promosi, insentif Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta KLHK  

5.4 Substitusi Sistem Energi di Rumah Tangga       

5.3.1 Kompor LPG ke Kompor Listrik Induksi promosi, insentif Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta KLHK  

5.3.2 Peralatan Listrik (Rice Cooker, Dispenser, 

Water Heater) 
 

Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta KLHK  

5.3.3 JARGAS 
Investasi infrastruktur, 

promosi, insentif 

Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta KLHK  

Tabel IV.7 Penanggung jawab dan pelaksana aksi-aksi mitigasi sektor limbah 

Nama Aksi Bentuk Aksi Penanggung Jawab Aksi Pelaksana/ Aksi Pendanaan 
Pemantauan & 

Pelaporan 
Verifikasi  

I. Limbah Padat Domestik       

LFG Recovery Investasi infrastruktur,  Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta KLHK  

Pengomposan Investasi infrastruktur,  Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta KLHK  

3R Investasi infrastruktur,  Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta KLHK  

IPLT Duri Kosambi Investasi infrastruktur,  Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta KLHK  

IPLS Pulo Gebang Investasi infrastruktur,  Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta KLHK  

PLTSa /RDF  

(PLTSa Sunter, 3 PLTSa tambahan, BPPT BG) 

Investasi infrastruktur Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta 
KLHK  

II Limbah Cair Domestik        

2.1 IPAL Setiabudi Investasi infrastruktur Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta KLHK  

III Limbah Industri (IPAL)  Investasi infrastruktur Pemda DKI Jakarta/Swasta 
Pemda DKI 

Jakarta/Swasta 

Pemda DKI 

Jakarta/Swasta 

Pemda DKI 

Jakarta/Swasta 
KLHK  
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Tabel IV.8 Penanggung jawab dan pelaksana aksi-aksi mitigasi sektor AFOLU 

Nama Aksi Bentuk Aksi Penanggung  Jawab Aksi Pelaksana Aksi Pendanaan Pemantauan & Pelaporan Verifikasi  

Pertanian Investasi infrastruktur Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta KLHK  

Kehutanan Investasi infrastruktur Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta KLHK  

Penggunaan Lahan (Ruang Terbuka 

Hijau)  

Investasi infrastruktur Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta Pemda DKI Jakarta 
KLHK  
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IV.5 Penghitungan Ulang Proyeksi Emisi GRK Baseline dan Skenario Mitigasi  

Penghitungan ulang proyeksi emisi GRK DKI Jakarta untuk skenario baseline dan skenario 

mitigasi dilakukan untuk mencakup aksi-aksi mitigasi yang belum ada di dalam PerGub 

131/2012 dan mengeluarkan aksi-aksi mitigasi yang sudah tidak relevant lagi, selain juga 

untuk memasukan perkembangan yang terjadi di DKI Jakarta dan di tingkat Nasional. Pada 

Gambar IV.8 disampaikan emisi GRK DKI Jakarta pada base year 2010 dan proyeksinya di 

tahun 2030 untuk skenario baseline dan skenario mitigsi dan intensitas emisi GRKnya yang 

disusun berdasarkan sumber emisi GRK yang cukup signifikan di DKI Jakarta, yaitu sektor 

Energi dan sektor Limbah. Emisi GRK dari sektor AFOLU tidak dimasukan kedalam 

baseline mengingat tingkat emisi GRKnya sangat kecil dibandingkan dengan sektor Energi 

dan sektor Limbah (lihat Inventarisasi Emisi GRK sektor AFOLU).  

 
Gambar IV .8 Proyeksi dan intensitas emisi GRK DKI Jakarta skenario baseline dan mitigsi  

 

Tingkat emisi GRK pada Gambar IV.8 disusun berdasarkan asumsi-asumsi parameter socio 

ekonomi yang disampaikan pada Tabel IV.9. Asumsi-asumsi lainnya yang digunakan untuk 

menyusun proyeksi emisi GRK untuk skenario baseline, skenario mitigasi, serta capaian 

reduksinya didasarkan pada data dan informasi sebagaimana pada Tabel IV.10.     

Tabel IV .9 Asumsi parameter sosial-ekonomi  

Parameter Sosial Ekonomi 
2010 2030 

Base Baseline Mitigasi 

Penduduk, juta 9,6 11,3 11,3 

Jumlah Rumah Tangga, juta 2,2 2,8 2,8 

Pertumbuhan PDRB (2010-2030), % rata-

rata per tahun 
- 6% 6% 

PDRB, triliun  rupiah 1.071 3.486 3.486 

Gross output, triliun  rupiah 2.309 6.608 6.608 

Passanger transport demand, juta pass-km 84.328 259.360 259.360 

Freight transport demand, juta ton-km 2.944  13.440  13.440  
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Tabel IV .10 Data-data dan asumsi yang digunakan untuk membangung proyeksi emisi GRK 

Aksi Mitigasi  Asumsi 

Efisiensi Energi 
(EE) di Transportasi 

17,5% kendaraan menggunakan teknologi yang efisien dan penerapan manajemen 
lalulintas . 

EE Rumah Tangga* 84,2% penggunaan AC yang efisien, 100% penggunaan lampu hemat energi (LED),  

68,3% kulkas hemat energy, dan 17,5% peralatan rumahtangga lainnya 
menggunakan peralatan hemat energy. 

EE Industri* 17,5% menggunakan perlalatan yang lebih efisien 

EE Komersial** target GBCI tahun 2030 sebesar 3,8 TWh, Target DKI 7,6 TWh dengan asumsi 
target GBCI adalah target dari 50% dari gedung komersial di DKI 

JARGAS penggunaan energy rendah karbon di industry menggantikan BBM dengan gas 

Transport (BRT) Penggunaan moda transportasi publik BRT sebesar 2.236 juta penumpang-km yang 
diasumsikan penumpang tersebut berasal dari 12% mobil pribadi, 37% dari bis kecil, 

19% dari bus besar dan 32% dari sepeda motor 

Transport (MRT & 
LRT) 

Penggunaan moda transportasi publik MRT dan LRT sebesar 5.921 juta 
penumpang-km yang diasumsikan penumpang tersebut berasal dari 12% mobil 
pribadi, 37% dari bis kecil, 19% dari bus besar dan 32% dari sepeda motor. Data 

konsumsi spesifik dari MRT dan LRT menggunakan data konsumsi spesifik MRT 
DKI Jakarta yaitu sebesar 0,286 kwh/penumpang-km 

KRL Penggunaan moda transportasi publik KRL sebesar 6.839 juta penumpang-km yang 
diasumsikan penumpang tersebut berasal dari 12% mobil pribadi, 37% dari bis kecil, 

19% dari bus besar dan 32% dari sepeda motor. 

Pedestrian untuk 
pejalan kaki dan 
jalur sepeda 

Penggunaan pedestrian sebesar 0,5% demand transport atau sebesar 1.059 juta 
penumpang-km. Diasumsikan yang beralih ke pedestrian berasal dari 50% mobil 
pribadi dan 50% dari sepeda motor 

Kendaraan Listrik Penggunaan energi listrik untuk mobil dan sepeda motor online   

PLTS Roof Top Penggunaan PLTS Rooftop di gedung komersial sebesar  10 MW 

Biofuel Penggunaan B100 di industri, transport, dan genset di bangunan komersial, 

pembangkit terpencil (Kepulauan Seribu), dan Senayam menggantikan solar 

POWER Tanjung Priok, Muara KArang, PLTSa, dst 

Limbah padat 
domestik 

Pengelolaan limbah padat melalui 59,2% TPA dengan pemanfaatan LFG, 0,8% 

pengomposan, 0,1% 3R kertas dan 39,9% sampah untuk bahan bakar di PLTSa 

dengan pembangunan secara bertahap 

Limbah cair 
domestik 

Pengolahan limbah domestik dengan IPAL dan IPLT 

*Berdasarkan hasil studi Kementrian ESDM dalam rangka monitoring program EE Labelling dan 

**berdasarkan hasil kajian GBCI 

Sektor Energi 

Untuk sektor energi, tingkat emisi GRK ditentukan oleh besarnya bahan bakar fosil dan 

energi listrik yang digunakan, dimana proyeksi energi tersebut disusun berdasarkan data dan 

perkembangan yang ada di DKI Jakarta maupun di tingkat nasional. Pada Gambar IV.9 dan 

IV.10 berturut-turut disampaikan proyeksi konsumsi energi di DKI Jakarta berdasarkan jenis 

energi dan sektornya untuk skenario baseline maupun skenario mitigasi selama periode 

tahun 2010 sampai dengan 2030.  
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Gambar IV .9 Proyeksi konsumsi energi di DKI Jakarta per jenis energy 

 
Gambar IV .10 Proyeksi konsumsi energi di DKI Jakarta per sector pengguna 

 

Sektor Limbah 

Untuk sektor limbah, tingkat emisi GRK ditentukan oleh besarnya limbah yang diolah dan 

jenis teknologi yang digunakan, dimana proyeksi limbah yang diolah per jenis teknologi 

tersebut disusun berdasarkan data dan perkembangan yang ada di DKI Jakarta maupun di 

tingkat nasional. Pada Gambar 4-13 dan 4-14 berturut-turut disampaikan proyeksi limbah 

yang diolah di DKI Jakarta berdasarkan jenis teknologi dan sub-sektornya (limbah padat 

domestik dan limbah cair domestik). untuk skenario baseline maupun skenario mitigasi 

selama periode tahun 2010 sampai dengan 2030. Limbah padat dan cair industry belum 

masuk kedalam baseline mengingat data mengenai limbah industri baru di dapat tahun ini 

(data 2018) untuk keperluan melengkapi hasil inventarisai emisi GRK 2019.  

Baseline CM1 Baseline CM1 Baseline CM1 Baseline CM1

2010 2015 2020 2025 2030

bbn 23 23 96 23 224 23 778 23 3.037

listrik 2.045 2.557 2.416 3.699 3.362 4.931 4.334 6.324 5.810

biomasa

gas 1.041 1.190 1.169 1.435 1.560 1.653 1.943 1.877 2.359

minyak 2.613 4.743 4.515 5.864 5.203 7.226 5.494 8.689 2.652

batubara 19 35 34 47 44 60 55 76 68
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Baseline CM1 Baseline CM1 Baseline CM1 Baseline CM1

2010 2015 2020 2025 2030

Transportasi 2.427 4.521 4.395 5.364 5.143 6.400 5.947 7.451 5.795

Industri 1.205 1.289 1.236 1.725 1.590 2.204 1.954 2.809 2.401

Rumah Tangga 1.145 1.520 1.464 2.103 1.966 2.647 2.413 3.192 2.848

Komersial 966 1.218 1.134 1.877 1.694 2.643 2.290 3.538 2.883
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Gambar IV .11 Proyeksi Pengolahan Limbah Padat Domestik di DKI Jakarta per teknologi 

 

 
Gambar IV .12 Proyeksi Pengolahan Limbah Cair Domestik di DKI Jakarta per teknologi  

IV.6 Penentuan Skala Prioritas Rencana Aksi Melalui Konsultasi Publik 

Identifikasi Potensi Aksi-Aksi Mitigasi  

Penentuan aksi mitigasi prioritas ditentukan berdasar proses pengambilan keputusan multi-

kriteria (misalnya dengan teknik Analytical Hierarchy Process/AHP). Dalam proses ini, 

konsultan memberikan rekomendasi kriteria yang penting untuk dijadikan parameter dalam 

penentuan aksi mitigasi prioritas yang disampaikan pada Tabel IV.11. Selanjutnya pada 

Gambar IV.13 disajikan ilustrasi proses adopsi aksi mitigasi gas rumah kaca ke dalam 

Rencana Aksi Daerah. Langkah-lanngkah yang disajikan diharapkan dapat memberikan 

hasil rancangan Pergub yang sesuai dengan kondisi di DKI Jakarta dan juga memenuhi target 

yang telah disepakati para ahli dari Persetujuan Paris. 
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Tabel IV.11 Kriteria Penentuan Aksi Mitigasi Prioritas 

N

o 
Kriteria  Penjelasan 

1 Kesiapan pendanaan Kepastian sumber dan mekanisme pendanaan 

2 Kesesuaian dengan 

pembangunan 

berkelanjutan 

Tingkat sinergi dengan pembangunan lingkungan, ekonomi, dan sosial 

3 Keselarasan dengan 

perencanaan daerah 

Tingkat kesesuaian aksi dengan RPJPD, RPJMD dan Renstra 

4 Potensi mitigasi Besarnya penurunan emisi GRK (Ton karbon tereduksi) 

5 Biaya mitigasi Jumlah biaya per penurunan emisi GRK (Rp/ton karbon tereduksi) 

6 Kesiapan implementasi Status pelaksanaan kegiatan (feasibility study, pilot project, aplikasi 

secara penuh) dan besar hambatan dalam implementasi (perizinan, dll) 

7 Komitmen pemerintah dan 

stakeholder 

Ada atau tidaknya komitmen yang dituangkan dalam dokumen 

perencanaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau swasta 

8 Manfaat/ ko-manfaat Justifikasi makro ekonomi (penciptaan lapangan kerja, pengetasan 

kemiskinan, pemasukan regional, dll) 

9 Ketersediaan dan kualitas 

data 

Ketersediaan sumberdaya untuk pengumpulan data dan keterbukaan 

akses data untuk menghitung reduksi emisi GRK 

10 Potensi replikasi Potensi percontohan di daerah lain 

11 Regulasi pendukung Ketersediaan regulasi pendukung, contohnya RIPIN, PerDa efisiensi 

gedung 

12 Transfer teknologi Mencakup transparansi teknologi dan IPRs (Intellectual Property 

Rights), serta tingkat kemandirian teknologi nasional 

 

Identifikasi Aksi 
Mitigasi

Evaluasi:
Á Keberjalanan
Á Capaian Reduksi

Pelaksana Aksi 
Mitigasi (swasta)

SKPD Penanggung 
Jawab Aksi

Kaji Ulang RAD
Á Prioritisasi aksi mitigasi
Á Baseline dan potensi per aksi
Á Baseline regional

Database 
Inventarisasi dan 

Mitigasi GRK Daerah

Pengelola Data dan 
Informasi Daerah

Pelaporan PEP Online 
dan Sistem Registri 

Nasional

RAD-GRK
Dokumen 

Perencanaan 
Daerah

SKPD Pelaksana 
Aksi

Koordinasi
Dinas Lingkungan Hidup

 
Gambar IV .13 Proses adopsi aksi mitigasi GRK ke dalam Rencana Aksi Daerah 
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Adanya Potensi Perdagangan Karbon Domestik 

Permenh No. 46/Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup mendorong pelaku aksi 

mitigasi GRK untuk memperoleh insentif. Seperti diketahui bahwa Instrumen Ekonomi Lingkungan 

Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Pendanaan Lingkungan 

Hidup adalah suatu sistem dan mekanisme pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup adalah 

pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau 

kelompok masyarakat sebagai Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan 

Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup. 

Adapun penerapan instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Kompensasi atau lmbal Jasa Lingkungan Hidup dapat berlaku Antar Daerah yang meliputi 

perlindungan tata air, perlindungan keanekaragaman hayati,. penyerapan dan penyimpanan karbon, 

pelestarian keindahan alam, dan/atau Jasa Lingkungan Hidup lainnya. Kompensasi/lmbal Jasa 

Lingkungan Hidup Antar Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dengan Setiap Orang, atau 

Pemerintah Daerah dengan Setiap Orang. Dengan mempertimbangkan prioritas nasional, kesiapan 

kelembagaan, mekanisme dan sistem pendukung, penerapan kewajiban Dana Jaminan pemulihan 

Lingkungan Hidup dan pengembangan sistem Perdagangan lzin Pembuangan Limbah dan/atau Emisi 

dilaksanakan paling lambat dalam 7 (tujuh) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 

Terkait dengan hal tersebut, KLHK sedang mempertimbangkan pemberian Indonesian Certifikat 

Emission Reduction (ICER), yaitu suatu sertifikat yang diberikan kepada pelaku aksi mitigasi 

(perorangan atau perusahaan) atas sejumlah mitigasi GRK yang diturunkannya. Sertifikat ini 

nantinya dapat diperjualbelikan secara domestik agar pelaku usaha yang berkewajiban menurunkan 

emisi GRKnya tidak perlu melakukannya sendiri tetapi cukup dengan membeli ICER tersebut. Agar 

mitigasi GRK yang diklaim oleh perorangan maupun badan usaha memenuhi syarat, maka KLHK 

sedang menyosialisasikan pentingya penyusunan metodologi mitigasi GRK internasional kedalam 

pedoman mitigasi GRK nasional. Sektor teknis, badan usaha, atau perorangan dapat mengajukan 

metodologi tersebut, namun untuk menghindari double claim, maka metodologi mitigasi GRK 

internasional yang sudah berlaku sebaiknya diajukan oleh sektor teknis. Badan Usaha dan/atau 

perorangan hanya mengajukan metodologi yang belum diatur secara internasional. 

KLHK berupaya untuk mempublikasikan metodologi mitigasi GRK berbagai sektor yang telah 

disetujui dalam Rapat Tim Panel Metodologi Mitigasi GRK yang dipimpin oleh KLHK, minimal 2 

kali dalam setahun. Publikasi metodologi ini dilakukan baik terhadap metodologi yang baru 

ditetapkan atau perbaikan terhadap metodologi yang sudah ditetapkan. 

Persetujuan Klaim Mitigasi Emisi GRK Semakin Ketat 

Sesuai dengan Paris Agreement yang disepakati pada pertemuan COP-21, dalam Pasal 13.3 

disebutkan bahwa klaim mitigasi GRK dari negara anggota COP-21 akan diverifikasi secara 

internasional yang bersifat fasilitatif oleh International Consultation and Analysis (ICA). Oleh karena 

itu, seyogyanya klaim mitigasi GRK nasional sudah memenuhi metodologi yang disepakati secara 

internasional guna mengurangi potensi pertanyaan dari ICA. 

Secara umum, untuk Sektor Energi, metodologi mitigasi GRK dibedakan sesuai Gambar 14 Secara 

internasional, metodologi sektor energi yang banyak digunakan adalah Clean Development 
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Mechanism (CDM). Metodologi CDM sangat ketat dalam pelaksanaannya dan ini bisa dipahami 

karena melibatkan pendanaan yang tidak sedikit. Metodologi ini diadopsi dalam rangka pelaksanaan 

aksi mitigasi GRK Sektor Energi, tetapi berbagai kriteria yang tidak ada sangkut pautnya secara 

langsung dengan jumlah mitigasi GRK yang dicapai, tidak dipertimbangkan. Sebagai contoh, 

penjualan listrik yang dihasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) minimal 80% adalah 

pelanggan rumah tangga. 

Aksi mitigasi CDM yang sudah habis masa berlakunya, tetapi dimulai setelah tahun 2011, dapat 

diklaim sebagai aksi mitigasi NDC. Aksi mitigasi dalam rangka perdagangan karbon domestik, juga 

merupakan jalur apresiasi, yang akan mendapat ICER. Aksi mitigasi ini dianggap ketat, karena juga 

harus ada pemantauan ex-post yang perlu dilakukan oleh pelaksana kegiatan, sebagaimana 

disyaratkan dalam CDM. Aksi mitigasi ini sudah tentu merupakan aksi mitigasi NDC. Jika pelaksana 

kegiatan ingin menindaklanjuti kegiatan mereka ke dalam CDM, maka jika disetui, aksi mitigasi ini 

harus dikeluarkan dalam klaim NDC. Selanjutnya, bagi aksi mitigasi GRK yang menggunakan 

asumsi dan tidak dilengkapi dengan pemantauan ex-post, maka juga bisa diklaim sebagai aksi NDC, 

sebagaimana lazimnya yang terjadi selama ini. Namun, tingkat ketelitian klaim mitigasi GRK akan 

dikoreksi dengan faktor koreksi yang besarnya tergantung atas banyak tidaknya asumsi yang 

digunakan dalam menentukan Data Aktivitas dan Faktor Emisi.Semakin banyak asumsi, semakin 

besar faktor koreksi yang diterapkan. 

 

Gambar IV .14 Metodologi mitigasi emisi GRK sektor energi 

Beranjak dari penjelasan tersebut, maka seyogyanya aksi mitigasi GRK yang akan diajukan dalam 

revisi RAD GRK DKI Jakarta adalah aksi mitigasi yang sudah jelas metodologi penghitungannya, 

terutama aksi mitigasi GRK yang masuk dalam Kewenangan Tinggi dan sebagian dalam 

Kewenangan Sedang, karena akan dilaporkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Sekretariat RAN 

GRK dan KLHK. Hal ini tidak berarti bahwa aksi mitigasi dalam Kewenangan Rendah atau yang 
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akan dilaporkan oleh selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa kurang ketat, tapi ini semata-mata 

bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Dari berbagai penjabaran di atas, maka Revisi RAD GRK DKI Jakarta sudah menjadi keharusan 

dalam rangka mendukung pencapaian target mitigasi emisi GRK tahun 2030, sebagaimana 

diamanatkan dalam First Nationally Determined Contribution. 

IV.7 Penentuan Target Reduksi Emisi GRK Tahun 2030 untuk Mencapai Netralitas 

Emisi di Tahun 2050 

Sektor Energi 

Penentuan target reduksi emisi GRK dari aksi-aksi mitigasi DKI Jakarta (Tabel IV-3 sampai 

IV-5) pada tahun 2030 didasari potensi kontribusi daerah pada Target Reduksi Emisi GRK 

Nasional pada NDC Indonesia dengan tidak mengabaikan potensi dan kemampuan daerah 

dari segi potensi reduksi emisi GRK daerah, teknologi, finansial, dan lain-lain. Target NDC 

Indonesia 2030 tersebut adalah memenuhi target Global mencapai ñKeep 2oò. Pada Gambar 

IV.15 disampaikan emisi GRK base year 2010 dan proyeksinya di tahun 2030. 

Untuk menentukan target 2050, pemerintah Indonesia saat ini sedang menyiapkan strategi 

Jangka Panjang Nasional di dalam Kontribusi Global mencapai ñBelow 2o (1.5o)ò, yaitu 

emisi GRK Global rata-rata 1.5 Ton CO2e per capita dan belum mencapai Netralitas Emisi 

(zero emission). Sebagai gambaran strategi jangka Panjang 2050 di DKI Jakarta, pada 

Gambar IV.16 disampaikan tingkat emisi GRK base year 2010, proyeksi dan potensi reduksi 

di tahun 2030 dan 2050. Tingkat emisi GRK dan reduksi tahun 2050 merupakan kajian awal 

(di luar TOR studi) mengingat di tingkat nasional sedang dalam persiapan. 

 

 

Gambar IV .15 Emisi GRK pada base year, proyeksi dan potensi reduksinya di tahun 2030 
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Gambar IV .16 Emisi GRK base year, proyeksi dan potensi reduksinya 2030 dan 2050 

Pada Gambar IV.17 dan Gambar IV.18 berturut-turut disampaikan aksi-aksi mitigasi dan 

potensi capaian reduksi emisi GRK DKI Jakarta di tahun 2030 dan 2050. Gambaran secara 

rinci target reduksi di tahun 2030 per sektor, pada Gambar 4-19 sampai dengan 4-21 

disampaikan alokasi target reduksi emisi GRK untuk sector energi, power dan Limbah. 

Roadmap pelaksnaan aksi-aksi mitigasi  

 
Gambar IV .17 Aksi-aksi mitigasi dan potensi capaian reduksi emisi GRK di tahun 2030 

 

 (500)  500  1.500  2.500  3.500  4.500  5.500

Regulasi&Sertifikasi Green Building Gedung Komersial

Boiler, Motor Listrik, Penerapan Manager Energi

PJU LED & Solar PV

Jargas Untuk Transportasi (Terhitung di BRT)

Mandatori Biofuel di Industri

Elektrifikasi Tansportasi (EV & Motorlistrik)

MRT & LRT

Non-Motorized (Kebijakan Jalur Sepeda & Pedestrian)

Fuel Switch (Oil to Gas) Pembangkit Muara Karang

Fuel Switch (Oil to Gas) Pembangkit Tanjung Priok

LFG Recovery

PLTS & PLTS Rooftop

Pengolahan Limbah Cair Domestik

Potensi Reduksi Memisi GRK

BaselineMitigasi BaselineMitigasi

2010 2030 2050

Limbah 2.447 5.647 4.218 14.690 10.505

Pembangkit listrik 7.213 19.029 9.859 18.738 9.766

Energi (Final) 28.249 83.237 61.533 165.274 128.937

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

T
in

g
ka

t 
E

m
is

i G
R

K
 (

G
g

 C
O

2
e

)

2030 2050

Limbah 1.428 4.185

Pembangkit
listrik

9.170 8.972

Energi
(Final)

21.704 36.337

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

R
e

d
u

ks
i E

m
is

i G
R

K
 (

G
g

 C
O

2
e

)



 Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta 

 103  
 

 
Gambar IV .18 Aksi-aksi mitigasi dan potensi capaian reduksi emisi GRK di tahun 2050 
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Gambar IV .19 Alokasi target reduksi emisi GRK DKI Jakarta 2030 sektor energy 
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Gambar IV .20 Alokasi target reduksi emisi GRK DKI Jakarta 2030 di pembangkit listrik 
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Gambar IV .21 Alokasi target reduksi emisi GRK DKI Jakarta 2030 sektor limbah 

 

IV.8 Penyusunan Naskah Rancangan Pergub tentang Rencana Aksi Daerah 

Penurunan Emisi GRK yang Sejalan/Selaras dengan Persetujuan Paris 

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab-sub-bab sebelumnya, Rancangan PerGub RAD 

GRK DKI Jakarta disusun berdasarkan hasil review Pergub RAD-GRK No.131/2012 yang dapat 

dilihat pada Tabel IV.12 berikut ini. Pada table tersebut disampaikan perubahan-perubahan 

yang disusun untuk Rancangan PerGub RAD GRK DKI Jakarta 2019 (terlampir).   
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Tabel IV.12 Hasil Review Pergub RAD-GRK DKI Jakarta No. 131/2012    

No. 
Bagian Yang 

Perlu Direvisi 
Kalimat Yang Perlu Direvisi Usulan Revisi 

1. 
Pengantar: 

Menimbang  

éé sesuai komitmen Gubernur untuk menurunkan 30% 

(tiga puluh persen) emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 

tahun 2030 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 

(3) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang 

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, 

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana 

Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; 

éé mempertimbangkan é. 

a. road map NDC (KLHK) 

b. pembangunan rendah karbon 2045 (Bappenas) 

c. LTS DKI Jakarta 2050 dan LTS Nasional 2050  

2. 
Pengantar: 

Mengingat 

(12) Perpres 61  

(13) Perpres dan 71 

Rujukan regulasi (12) dan (13) sedang dalam revisi menjadi regulasi 

barus ehingga pada Rancangan Pergub RAD-GRK DKI Jakarta perlu 

dihapus 

Tambahan regulasi yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Pergub RAD-GRK:  

a. Ratifikasi Perjanjian Paris dan submisi NDC (UU RI No. 16/2016: pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja 

Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim,  

b. RPP Fungsi Atmosfer (sedang finalisasi),  

c. PerMen LHK No. P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017: Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan 

Iklim  

d. PerMen LHK No. P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017: Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan 

Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim   

e. PerMen LHK No. P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017: Pedoman Penyelenggaraan & Pelaporan Inventarisasi GRK Nasional  

f. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan iklim No. P.5/PPI/SET/KUM.I/12/2017 tentang Pedoman Penghitungan Emisi 

Gas Rumah Kaca untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat  

g. PerMen LH No. 19 Tahun 2012: Program Kampung Iklim   

h. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2/2005: Pengendalian Pencemaran Udara, serta 

i. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 131/2012: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca,  

2. Bab I Ketentuan 

Umum Pasal 1  

Ayat 4: BPLHD   

Ayat 8: RAN telah berakhir 2020, tidak lagi menjadi 

referensi aksi-aksi mitigasi dan diganti NDC Indonesia 

Ayat 9: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas 

Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat RAD-GRK adalah 

dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai 

Ayat 4: BPLHD menjadi DLH DKI Jakata 

Ayat 8: RAN menjadi NDC 

Agar selaras dengan NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia 

yang telah disubmit dalam rangka Paris Agreement untuk UNFCCC, 

Rancangan RAD-GRK DKI Jakarta disusun merujuk NDC (roadmap) dan 

perkembangan yang terjadi di DKI Jakarta dan di tingkat nasional 
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No. 
Bagian Yang 

Perlu Direvisi 
Kalimat Yang Perlu Direvisi Usulan Revisi 

kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung 

menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target 

pembangunan daerah. 

Ayat 10: Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat 

GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik 

alami maupun antopogenik, yang menyerap dan 

memancarkan kembali radiasi inframerah. 

Ayat 9: RAD adalah é.   (apakah ada definisi lainnya) 

Ayat 10: Gas Rumah Kaca (GRK) yang trecakup di dalam Rancangan 

Pergub RAD-GRK DKI Jakarta adalah gas-gas antropogenic (diakibatkan 

oleh kegiatan manusia) yang terakumulasi di atmosfer dan dapat 

menyerap/memancarkan kembali radiasi inframerah. 

3. Bab II, Kegiatan 

RAD DKI, Pasal 

2 

Tambahan penjelasan (sebelum Ayat 1):  

a. Maksud disusunnya RAD belum terdefinisi;  

b. Tujuan Disusunnya RAD belum terdefinisi;  

c. Cakupan kegiatan RAD DKI Jakarta adalah 

pengurangan emisi GRK; 

d. Tahapan penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim 

a. Ayat1: Maksud disusunnya Pergub RAD-GRK DKI Jakarta adalah untuk 

memberikan panduan bagi para pihak untuk menyusun kebijakan/ regulasi 

dan menyelenggarakan mitigasi perubahan iklim di DKI Jakarta 

b. Ayat 2: Tujuan RAD-GRK adalah menurunkan emisi dan meningkatkan 

serapan GRK dalam rangka berkontribusi terhadap upaya nasional dan 

global di dalam mitigasi perubahan iklim   

c. Ayat 3: Penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim pada RAD-GRK DKI 

Jakarta mencakup pengurangan emisi dan penambahan serapan GRK 

d. Ayat 4: Tahapan penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim RAD-GRK:  

- penetapan tahun dasar (base year) dan tahun target (2030)   

- penyelenggaraan inventarisasi GRK pada tahun dasar;  

- penyusunan baseline emisi GRK;  

- penetapan target reduksi emisi dan penambahan serapan GRK  

- penyusunan rencana aksi mitigasi perubahan iklim;   

- pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim; dan  

- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim 

- verifikasi capaian pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (reduksi emisi 

dan penambahan serapan GRK)  

 Ayat 1: RAD-GRK terdiri dari kegiatan dalam bidang: 

a. rumah tangga; 

b. transportasi; 

c. industri; 

d. komersial; 

e. lampu penerangan jalan umum; 

f. limbah; dan 

Ayat 5: RAD-GRK terdiri dari kegiatan dalam bidang: 

a. Pembangkit Listrik 

b. Industri Migas Hulu 

c. Industri Manufaktur 

d. Transportasi 

e. Bangunan Komersial 

f. Rumah Tangga 
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No. 
Bagian Yang 

Perlu Direvisi 
Kalimat Yang Perlu Direvisi Usulan Revisi 

g. ruang terbuka hijau g. Penerangan Jalan Umum  

h. Limbah Padat Domestik 

i. Limbah Cair Domestik 

j. Limbah Industri 

k. Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya (AFOLU)  

  Perlu ditambahkan Ayat yang berisi penjelasanan PS (Party Stakeholder) dan NPS (Non-Party Stakeholder) di DKI Jakarta dalam konteks 

cakupan aksi-aksi mitigasinya, misal apakah semua aksi mitigasi yang merupakan program PS akan masuk ke dalam komitment nasional 

ke internasional (NDC)?  Dan apa peran dan kontribusi NPS di dalam memenuhi komitment Indonesia ke Internasional (NDC)? 

  Ayat 2: Rincian kegiatan RAD-GRK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Pergub 

ini 

Ayat 6: Penjelasan mengenai RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(5) dan tahapan penyusunannya tercantum pada Lampiran Pergub ini 

4. Bab III, Kaji 

Ulang RAD-

GRK  

Pasal 3 (Ayat 2), Pasal 4, Pasal 5 (Ayat 2), Pasal 7:  

é.. Kepala BPLHD   

Pasal 3 (Ayat 2), Pasal 4, Pasal 5 (Ayat 2), Pasal 7:  

é  Kepala DLH  

5. Bab V, Pelaporan Pasal 8: terkait mekanisme pelaporan, apakah RAD-GRK 

DKI akan dilaporkan ke Bappenas, Mendagri, dan 

MenLHK? Bagaimana hubungannya dengan MRV?  

Pasal 8: Gubernur melaporkan pelaksanaan RAD-GRK 

kepada Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) tahun 

sekali atau sewaktuwaktu apabila diperlukan 

Pasal 8:  

Ayat 1: Gubernur melaporkan pelaksanaan RAD-GRK kepada Kementrian 

Bappenas, kemudian kementrain Bappenas melaporkan kepada Kemenko 

Perekonomian, dan Kemenko Perekonimia melaporkan ke Presiden paling 

sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.  

Ayat 2 Proses Verifikasi laporan pelaksanaan RAD-GRK yang dimaksud 

pada ayat 1 dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

pada sistem registri nasional.   

6. Bab VI, 

Pendanaan  

  

7. LAMPIRAN Revisi semua yang ada di lampiran Hasil revisi pada Lampiran 
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IV.9 Roadmap 

Tabel IV.13 Roadmap Rencana Aksi Mitigs di Penggunaan Energi Final 

 

Mitigasi Sektor Keterangan Unit 2020 2025 2030 Unit 2020 2025 2030

Transportasi Peremajaan

% 9% 13% 18% 141          249          382          

AC % 42% 63% 84%

Pemanas air % 9% 13% 18%

memasak % 9% 13% 18%

penerangan % 50% 75% 100%

kulkas % 34% 51% 68%

lainnya % 9% 13% 18%

Industri Boiler, Motor Listrik, 

Penerapan Manager Energi
% 25% 38% 50% 136          250          408          

Komersial Labelling Program (Lighting, 

AC, Refrigerasi)
% 16% 22% 30% 182          352          652          

Energi Rendah 

Karbon
Industri Subsitusi BBM dengan Gas %  BBM 36% 49% 56%ktoe (gas) 170          358          579          

BRT Transportasi Penggunaan Public Transport 

BRT
juta pass-km 1.416       1.779       2.236       

ktoe BBM yang 

di hemat
37            46            58            

MRT & LRT Transportasi Penggunaan Public Transport 

MRT & LRT
juta pass-km 236          4.384       5.921       

ktoe BBM yang 

di hemat
6              117          156          

KRL Transportasi Penggunaan Public Transport 

KRL
juta pass-km 2.436       4.081       6.839       

ktoe BBM yang 

di hemat
66            109          180          

Non Motorized Transportasi Pedestrian dan Sepeda
% 0,5%

ktoe BBM yang 

di hemat
37            

Electric Vehicle Transportasi Mobil dan Motor Listrik 

(tranportasi online)
% 17%

ktoe BBM yang 

di hemat
1.439      

PLTS Rooftop Komersial Pemasangan Solar PV di atap 

Gedung Komersial
MW 5               8               10

ktoe listrik yang 

disbstitusi
0,9           1,4           1,9           

Transportasi Penggunaan biodiesel B10 B30 B100 170          642          2.512      

Industri Penggunaan biodiesel B10 B30 B100 30            113          464          

Komersial Penggunaan biodiesel B10 B30 B100 37            

Energi Efisiensi

ktoe yang 

dihemat

Biofuel
ktoe BBM yang 

disbstitusi

Rumah tangga

137          234          344          

Implementasi HasilAksi Mitigasi
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Tabel IV.14 Roadmap Rencana Pengoperasian Pembangkit Muara Karang dan Tanjung Priok 

 

Tabel IV.15 Roadmap Rencana Pengoperasian PLTSa 

 

 

Unit Bisnis Jenis Energi Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025* 2026 2027 2028 2029 2030

MFO TJ 247 247 247 247 247 0 0 0 0 0 0

HSD TJ 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61

IDO TJ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Gas Alam TJ 80.543 89.053 89.053 89.053 89.053 89.300 89.300 89.300 89.300 89.300 89.300

Total Input Bahan Bakar TJ 80.851 89.361 89.361 89.361 89.361 89.361 89.361 89.361 89.361 89.361 89.361

Produksi MWh 9.032.434 9.983.216 9.983.216 9.983.216 9.983.216 9.983.216 9.983.216 9.983.216 9.983.216 9.983.216 9.983.216

Efficiency (%) 40,22% 40,22% 40,22% 40,22% 40,22% 40,22% 40,22% 40,22% 40,22% 40,22% 40,22%

P. Listrik Sendiri MWh 168.620 186.370 186.370 186.370 186.370 186.370 186.370 186.370 186.370 186.370 186.370

% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Kapasitas MW 1.900 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

Keterangan +GT (300)+PLTGU (300)

Utilization Factor

Unit Bisnis Jenis Energi Satuan 2020* 2021 2022 2023 2024 2025* 2026 2027 2028 2029 2030

MFO TJ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

HSD TJ 192                  192                  230                  230                  230                  230                  230                  230                  230                  230                  230                  

IDO TJ

Gas Alam TJ 79.711 79.711 79.674 79.674 79.674 79.674 79.674 79.674 79.674 79.674 79.674

Total Input Bahan Bakar TJ 79.903            79.903            79.903            79.903            79.903            79.903            79.903            79.903            79.903            79.903            79.903            

Produksi MWh 9.148.271 9.148.271 9.148.271 9.148.271 9.148.271 9.148.271 9.148.271 9.148.271 9.148.271 9.148.271 9.148.271

Efficiency (%) 41,22% 41,22% 41,22% 41,22% 41,22% 41,22% 41,22% 41,22% 41,22% 41,22% 41,22%

P. Listrik Sendiri MWh 190.525 190.525 190.525 190.525 190.525 190.525 190.525 190.525 190.525 190.525 190.525

% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Kapasitas MW 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723

Keterangan

Muara Karang

Tanjung Priok

Unit Bisnis Jenis Energi Unit 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PLTSa

Sunter Sampah (2300 ton/hari) MW 43             43             43             43             43             43             43              43              

Cakung Sampah (1300 ton/hari) MW 24             24             24             24             24              24              
Rawa Buaya Sampah (1200 ton/hari) MW 24             24             24              24              

Cilincing Sampah (1200 ton/hari) MW 24              24              

Kapasitas Produksi (Utilization 0.8) MW 43             43             67             67             91             91             115            115            

PLTSa RDF

Bantar GebangRDF (100 ton/hari)

Kapasitas Produksi (Utilization 0.8) MW 7               7               7               7               7               7               7               7               7               7                7                

MW 7               7               7               50             50             74             74             98             98             122            122            

MWh 64.889      64.889      64.889      438.000    438.000    648.889    648.889    859.778    859.778    1.070.667  1.070.667  

Asumsi HHV 10 MJ/kg; Eff konversi 20%, utilization 80%

Kapasitas Total

Produksi Listrik
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Tabel IV.16 Roadmap Rencana Pengoperasian Pembangkit LFG 

 

 

Tabel IV.17 Roadmap Rencana Pengelolaan Limbah Padat Domestik 

 

 

Tabel IV.18 Roadmap Rencana Pengelolaan Limbah Cair Domestik 

 

 

Pembangkit LFG Unit 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kapasitas MW 2 x 4 MW 2 x 4 MW 2 x 4 MW 2 x 4 MW 2 x 4 MW 2 x 4 MW 2 x 4 MW 2 x 4 MW 2 x 4 MW 2 x 4 MW 2 x 4 MW

Produksi Listrik MWh 56.064         56.064         56.064         56.064         56.064         56.064         56.064         56.064         56.064         56.064          56.064          

Pengeloan Sampah Unit 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

TPA Ton 2.538.455       2.593.500       2.647.076       2.703.972       2.759.748       2.817.756       2.875.822       2.938.093       2.998.542       3.061.843       3.125.957       

Pengomposan Ton 41.000            41.000            41.000            41.000            41.000            41.000            41.000            41.000            41.000            41.000            41.000            

3R Kertas Ton 4.760               4.760               4.760               4.760               4.760               4.760               4.760               4.760               4.760               4.760               4.760               

PLTSa Ton 30.000            480.000          480.000          876.000          876.000          1.071.000       1.071.000       1.608.000       1.608.000       1.896.000       2.106.000       

Pengelolaan Limbah Unit 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

IPAL ton BOD 9.685       9.797       9.910       10.025       10.141       10.259       10.378       10.498       10.619       10.742       10.867       

IPLT ton BOD 86            87            90            92               95               98               101            104            107            110            114            
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LAMPIRAN: Berisi RAD -GRK (Road Map Aksi Mitigasi, Bukan Naskah Akademik 

Secara Keseluruhan) 

a. Rencana (Roadmap) Aksi-aksi Mitigasi di DKI Jakarta dan Target Pencapaian Reduksi 

Emisi dan Penambahan Serapan GRK di Tahun 2030  

b. Tabel rencana aksi, berikut target reduksi emisi dan penambahan serapan GRK, instansi 

penangung jawab aksi, pemantauan (monitoring dan evaluasi),serta pelaporan dan 

verifikasi  

c. Rencana aksi dikelompokan (selaras dengan nomenklatur di roadmap NDC dan sistem 

MRV (Registrasi Nasional), menjadi: 

c.1 Sektor energi, dikelompokan berdasarkan aksi mitigasinya: (i) pembangkit Bersih (clean 

power), (ii) RE (renewable energy), (iii) EE (Efisiensi Energi), dan (iv) Substitusi bahan 

bakar menuju yang rendah emisi karbonnya) dan Sub-setor kegiatan (Tabel 4.2) 

c.2 Sektor Limbah, dikelompokan menjadi Limbah Padat Domestik, Limbah Cair Domestik, 

dan Limbah Industri (Tabel 4.3) 

c.3 Sektor AFOLU, dikelompokan menjadi Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan 

seperti Ruang Terbuka Hijau (Table 4.4). 
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PELAPORAN PENURUNAN EMISI GRK BERDASARKAN RAD 

PENURUNAN EMISI GRK YANG SUDAH DISESUAIKAN 

DENGAN PERSETUJUAN PARIS 

 

V.1 Pengaturan Kelembagaan PEP 

Kegiatan PEP RAD-GRK merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta 

atas koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan memperoleh informasi pencapaian 

reduksi emisi dan mengevaluasi keberjalanan aksi-aksi mitigasi di wilayah DKI Jakarta. Dengan 

mempertimbangkan bahwa adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam perencanaan dan 

implementasi mitigasi sejak diberlakukannya RAD, ruang lingkup aktivitas PEP RAD-GRK 

berkembang menjadi tidak hanya meliputi aksi-aksi yang termasuk di dalam RAD melainkan juga 

meliputi aksi-aksi lain baik yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah DKI Jakarta maupun 

oleh pihak lain seperti pemerintah pusat dan swasta. Gambar V.1 menunjukkan mekanisme 

pelaksanaan PEP RAD-GRK DKI Jakarta berdasarkan Dokumen Lampiran Pergub DKI Jakarta 

No. 131 Tahun 2012. 

 

Gambar V.1 Mekanisme PEP RAD GRK DKI Jakarta berdasarkan dokumen RAD DKI Jakarta 

 

Untuk mengetahui capaian dari implementasi kegiatan yang dirumuskan dalam RAD GRK, 

maka dibangun suatu mekanisme yang disebut PEP (Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan). 

Tujuan dari PEP adalah untuk memantau hasil pelaksanaan kegiatan mitigasi terutama kegiatan 

yang tercantum dalam rencana aksi, memperoleh informasi capaian reduksi emisi, serta 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan mitigasi 

selanjutnya 

Dalam pelaporannya, terdapat penyesuaian yang dilakukan dengan tujuan untuk 

mensinergikan laporan reduksi emisi DKI Jakarta dengan pelaporan di tingkat nasional berupa 

pergeseran base year dari tahun 2005 menjadi tahun 2010. Dengan base year yang konsisten 

dengan base year nasional, hasil capaian reduksi emisi dari kegiatan PEP DKI Jakarta dapat 
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digunakan untuk mendukung capaian nasional dalam rangka pencapaian target NDC yang 

dilakukan oleh Non Party Stakeholder (NPS)3. 

 

V.2 Metodologi Pelaporan Penurunan Emisi GRK 

V.2.1 Konsep Umum Penghitungan Reduksi Emisi GRK 

Menurut UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, 

pengertian mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim 

melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari 

berbagai sumber emisi. Dalam peraturan perundangan ini juga diamanahkan mengenai kewajiban 

pemerintah untuk melakukan aksi mitigasi perubahan iklim (selain adaptasi) dan upaya-upaya 

yang mendukung. Upaya pendukung yang dimaksud meliputi: (a) perumusan kebijakan nasional, 

strategi, program, dan kegiatan pengendalian perubahan iklim; (b) koordinasi kegiatan 

pengendalian perubahan iklim; dan (c) pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan tentang 

dampak perubahan iklim. Skenario mitigasi memiliki prasyarat yaitu jumlah dan kualitas produk 

dan layanan dari kegiatan pembangunan dalam skenario awal (Business as Usual, BaU) tidak 

dikurangi dengan kegiatan mitigasi. 

Tingkat kesuksesan pelaksanaan aktivitas mitigasi GRK diukur dari besar reduksi emisi 

yang dicapai. Secara matematis, reduksi emisi adalah selisih antara emisi baseline dengan emisi 

GRK setelah mitigasi dilaksanakan. Yang disebut dengan baseline adalah skenario perkiraan 

tingkat emisi GRK dengan tidak adanya tindakan dan kebijakan atau peraturan khusus yang 

mengarah pada terjadinya pengurangan emisi gas rumah kaca atau peningkatan penyerapan gas 

rumah kaca, sedangkan mitigasi adalah tingkat emisi GRK jika ada upaya, tindakan dan kebijakan 

khusus atau peraturan yang mengarah pada terjadinya pengurangan emisi gas rumah kaca atau 

peningkatan penyerapan gas rumah kaca. Proyeksi baseline dan mitigasi ditentukan oleh 

pengunaan baseyear atau tahun dasar. Segala kondisi yang terjadi pada baseyear, termasuk di 

dalamnya tingkat emisi GRK dan aktivitas manusia, dipotret untuk dijadikan dasar 

pengembangan skenario baseline. Demikian juga dengan intensitas aktivitas menurunkan emisi 

GRK yang telah dilaksanakan pada baseyear merupakan bagian dari skenario baseline. Dalam hal 

itu, mitigasi baru dianggap terjadi apabila terjadi peningkatan intensitas pelaksanaan aktivitas 

tersebut. 

Emisi mitigasi yang dibahas dalam konteks evaluasi (misalnya PEP RAD-GRK) berbeda 

dengan yang dibahas dalam konteks perencanaan. Dalam konteks perencanaan, emisi mitigasi 

merupakan proyeksi atas tingkat emisi GRK pada kondisi berlangsungnya mitigasi, sedangkan 

dalam konteks evaluasi, emisi mitigasi adalah tingkat emisi yang telah tercapai akibat 

berlangsungnya mitigasi. Lain halnya dengan emisi mitigasi, tidak ada perbedaan antara emisi 

baseline dalam konteks perencanaan dan evaluasi. 

Pada negara annex 1 seperti Indonesia, secara matematis reduksi emisi adalah selisih antara 

emisi baseline dan emisi mitigasi. Emisi baseline adalah emisi yang timbul pada skenario baseline 

pada waktu yang sama dengan pelaksanaan mitigasi. Skenario baseline adalah kondisi/skenario 

yang secara rasional menggambarkan proyeksi emisi GRK yang timbul jika tidak ada kegiatan 

mitigasi yang direncanakan. Baseline ditetapkan berdasarkan inventarisasi GRK pada baseyear 

                                                         

3 NPS yang dimaksud disini adalah pihak-pihak di luar pemerintah pusat (nasional) 
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dan proyeksi potensi emisi sebelum pelaksanaan kegiatan mitigasi direncanakan. Emisi mitigasi 

adalah tingkat emisi GRK setelah pelaksanaan kegaitan mitigasi yang direncanakan. Pencapaian 

reduksi emisi dari proyeksi baseline dan capaian emisi mitigasi dengan baseyear 2010 (sesuai 

dengan NDC Indonesia) diilustrasikan oleh Gambar V.2. 

 

Gambar V.2 Ilustrasi tingkat emisi baseline, mitigasi, dan reduksi emisi 

 

Evaluasi capaian reduksi mitigasi tidak hanya mencakup aksi-aksi mitigasi dalam proyek 

yang terencana, melainkan juga aksi mitigasi non-proyek yang mencakup aksi mitigasi atas 

inisiatif individu/kelompok/proklim dan aksi mitigasi yang terjadi secara tidak sadar (aktivitas 

yang bermanfaat pada penurunan emisi walaupun tidak dimakudkan sebagai mitigasi GRK). 

Selain itu, tidak hanya dilakukan terhadap proyek yang dilakukan pada tahun berjalan, melainkan 

pada aktivitas dari proyek terdahulu yang masih berjalan hingga tahun perhitungan. Gambar V.3 

mengilustrasikan bagaimana tercapainya reduksi emisi atas aktivitas yang dilakukan beberapa 

tahun sebelum tahun penghitungan. 

 

Gambar V.3 Ilustrasi penghitungan tingkat emisi atas aksi-aksi mitigasi 

 

V.2.2 Penghitungan Reduksi Emisi Sektor Energi 

Perhitungan reduksi emisi pada sektor energi dilakukan pada skala proyek. Dalam 

praktiknya, tidak semua aktivitas mitigasi terdefinisi dalam suatu proyek mitigasi. Beragam 

mitigasi GRK di sektor energi terjadi secara ñtidak sadarò, contohnya aktivitas efisiensi energi di 
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rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan adanya gap antara hasil perhitungan reduksi emisi 

sektor energi dengan hasil inventarisasi sektor energi sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 

V.4. 

 

Gambar V.4 Ilustrasi keterkaitan reduksi emisi GRK dalam skala proyek terhadap emisi 

baseline dan hasil inventarisasi GRK 

 

Dalam perhitungan yang dilakukan, penggunaan faktor emisi berdasarkan pedoman IPCC 

2006, tier 1 untuk gas metana dan N2O, serta sebagian gas karbon dioksida. Pusdatin ESDM, 

dalam hal ini Lemigas dan Tekmira telah menetapkan faktor emisi lokal (Tier 2) untuk gas karbon 

dioksida pada beberapa jenis bahan bakar. Pada Tabel V.1 disajikan faktor emisi gas rumah kaca 

yang digunakan pada perhitungan reduksi emisi gas rumah kaca di Provinsi DKI Jakarta sebagai 

berikut: 

Tabel V.1 Faktor Emisi Gas Rumah Kaca 

 

CH4 N2O CO2e

kg CH4/TJ kg N2O/TJkg CO2e/TJ

Tier 1 IPCC
Tier 2 ESDM 

(Lemigas, Tekmira)
Tier 1 IPCCTier 1 IPCC

Motor gasoline --> premium, RON 92 69.300                            72.600                                   33                      3,2                     74.285              

Motor gasoline --> premium, RON 88 69.300                            72.967                                   33                      3,2                     74.652              

Jet kerosene, avtur 73.333                                   0,5                     2,0                     73.964              

Other kerosene, minyak tanah 71.900                            73.700                                   0,5                     2,0                     74.331              

Gas/Diesel Oil, ADO/HSD 74.100                            74.433                                   3,9                     3,9                     75.724              

Gas/Diesel Oil, IDO 74.100                            74.067                                   3,9                     3,9                     75.358              

Residual Fuel Oil (RFO), MFO, HFO 77.400                            75.167                                   7,0                     2,0                     75.934              

LPG 63.100                            62,0                   0,2                     64.464              

Batubara --> Anthracite

Batubara --> Coking coal

Batubara --> Other Bituminous coal

Batubara --> Sub-Bituminous coal

Batubara --> Lignite

Natural gas

CNG 56.100                            57.600                                   1                         0,10                   57.652              

LNG 56.100                            

Municipal wastes (non-biomass fraction)

Industrial wastes

Biogasoline 3,705 3,705 1.226                

Biodiesels 3,705 3,705 1.226                

Other liquid biofuels

Gas biomass --> landfill gas

Gas biomass --> sludge gas

Gas biomass --> other biogas

Municipal wastes (biomass fraction)

Diesel for rail transport 74.100                            4,15                   28,60                83.053              

Sub-bituminous for rail transport 96.100                            2,00                   1,50                   96.607              

CO2

kg CO2/TJ

Faktor emisi

Bahan bakar

Mobile combustion
Sektor - road transport
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CH4 N2O CO2e

kg CH4/TJ kg N2O/TJkg CO2e/TJ

Tier 1 IPCC
Tier 2 ESDM 

(Lemigas, Tekmira)
Tier 1 IPCCTier 1 IPCC

Motor gasoline --> premium, RON 92 69.300                     3,0                     0,6                     69.549               

Motor gasoline --> premium, RON 88 69.300                     3,0                     0,6                     69.549               

Jet kerosene, avtur 71.500                     3,0                     0,6                     71.749               

Other kerosene, minyak tanah 71.900                     3,0                     0,6                     72.149               

Gas/Diesel Oil, ADO/HSD 74.100                     74.300                                     3,0                     0,6                     74.549               

Gas/Diesel Oil, IDO 74.100                     73.900                                     3,0                     0,6                     74.149               

Residual Fuel Oil (RFO), MFO, HFO 77.400                     75.200                                     3,0                     0,6                     75.449               

LPG 63.100                     1,0                     0,1                     63.152               

Batubara --> Anthracite 98.300                     1,0                     1,5                     98.786               

Batubara --> Coking coal 94.600                     1,0                     1,5                     95.086               

Batubara --> Other Bituminous coal 94.600                     1,0                     1,5                     95.086               

Batubara --> Sub-Bituminous coal 96.100                     100.575                                   1,0                     1,5                     101.061             

Batubara --> Lignite 101.000                   106.476                                   1,0                     1,5                     106.962             

Natural gas 56.100                     57.600                                     1,0                     0,1                     57.652               

CNG

LNG 57.270                                     57.270               

Municipal wastes (non-biomass fraction) 91.700                     30,0                   4,0                     93.570               

Industrial wastes 143.000                   30,0                   4,0                     144.870             

Biogasoline 70.800                     3,0                     0,6                     71.049               

Biodiesels 70.800                     3,0                     0,6                     71.049               

Other liquid biofuels 79.600                     3,0                     0,6                     79.849               

Gas biomass --> landfill gas 54.600                     1,0                     0,1                     54.652               

Gas biomass --> sludge gas 54.600                     1,0                     0,1                     54.652               

Gas biomass --> other biogas 54.600                     1,0                     0,1                     54.652               

Municipal wastes (biomass fraction) 100.000                   30,0                   4,0                     101.870             

Diesel for rail transport

Sub-bituminous for rail transport

Sektor - Industri Energi
Faktor emisi

Bahan bakar
CO2

kg CO2/TJ

Stationary combustion

CH4 N2O CO2e

kg CH4/TJ kg N2O/TJkg CO2e/TJ

Tier 1 IPCC
Tier 2 ESDM 

(Lemigas, Tekmira)
Tier 1 IPCCTier 1 IPCC

Motor gasoline --> premium, RON 92 69.300              3,0                     0,6                     69.549               

Motor gasoline --> premium, RON 88 69.300              3,0                     0,6                     69.549               

Jet kerosene, avtur 71.500              3,0                     0,6                     71.749               

Other kerosene, minyak tanah 71.900              3,0                     0,6                     72.149               

Gas/Diesel Oil, ADO/HSD 74.100              3,0                     0,6                     74.349               

Gas/Diesel Oil, IDO 74.100              3,0                     0,6                     74.349               

Residual Fuel Oil (RFO), MFO, HFO 77.400              3,0                     0,6                     77.649               

LPG 63.100              1,0                     0,1                     63.152               

Batubara --> Anthracite 98.300              10,0                   1,5                     98.975               

Batubara --> Coking coal 94.600              10,0                   1,5                     95.275               

Batubara --> Other Bituminous coal 94.600              10,0                   1,5                     95.275               

Batubara --> Sub-Bituminous coal 96.100              10,0                   1,5                     96.775               

Batubara --> Lignite 101.000            10,0                   1,5                     101.675             

Natural gas 56.100              1,0                     0,1                     56.152               

CNG

LNG

Municipal wastes (non-biomass fraction) 91.700              30,0                   4,0                     93.570               

Industrial wastes 143.000            30,0                   4,0                     144.870             

Biogasoline 70.800              3,0                     0,6                     71.049               

Biodiesels 70.800              3,0                     0,6                     71.049               

Other liquid biofuels 79.600              3,0                     0,6                     79.849               

Gas biomass --> landfill gas 54.600              1,0                     0,1                     54.652               

Gas biomass --> sludge gas 54.600              1,0                     0,1                     54.652               

Gas biomass --> other biogas 54.600              1,0                     0,1                     54.652               

Municipal wastes (biomass fraction) 100.000            30,0                   4,0                     101.870             

Diesel for rail transport

Sub-bituminous for rail transport

Sektor - Industri manufaktur dan Konstruksi
Faktor emisi

CO2

kg CO2/TJ
Bahan bakar

Stationary combustion



 Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta 

BAB V PELAPORAN PENURUNAN EMISI GRK | 117  
 

 

 

Sumber: i) IPCC (2006), ii) Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral 

ï ESDM (2017) (ISBN: 978-602-0836-30-0), iii) Pedoman Penghitungan dan Pelaporan 

Inventarisasi GRK ï Bidang Energi ï Sub Bidang Ketenagalistrikan ï DJK ESDM (2018) 

 

CH4 N2O CO2e

kg CH4/TJ kg N2O/TJkg CO2e/TJ

Tier 1 IPCC
Tier 2 ESDM (Lemigas, 

Tekmira)
Tier 1 IPCCTier 1 IPCC

Motor gasoline --> premium, RON 92 69.300              10,0                   0,6                     69.696               

Motor gasoline --> premium, RON 88 69.300              10,0                   0,6                     69.696               

Jet kerosene, avtur 71.500              10,0                   0,6                     71.896               

Other kerosene, minyak tanah 71.900              10,0                   0,6                     72.296               

Gas/Diesel Oil, ADO/HSD 74.100              10,0                   0,6                     74.496               

Gas/Diesel Oil, IDO 74.100              10,0                   0,6                     74.496               

Residual Fuel Oil (RFO), MFO, HFO 77.400              10,0                   0,6                     77.796               

LPG 63.100              10,0                   0,6                     63.496               

Batubara --> Anthracite 98.300              10,0                   1,5                     98.975               

Batubara --> Coking coal 94.600              10,0                   1,5                     95.275               

Batubara --> Other Bituminous coal 94.600              10,0                   1,5                     95.275               

Batubara --> Sub-Bituminous coal 96.100              10,0                   1,5                     96.775               

Batubara --> Lignite 101.000            10,0                   1,5                     101.675             

Natural gas 56.100              5,0                     0,1                     56.236               

CNG

LNG

Municipal wastes (non-biomass fraction) 91.700              300,0                4,0                     99.240               

Industrial wastes 143.000            300,0                4,0                     150.540             

Biogasoline 70.800              10,0                   0,6                     71.196               

Biodiesels 70.800              10,0                   0,6                     71.196               

Other liquid biofuels 79.600              10,0                   0,6                     79.996               

Gas biomass --> landfill gas 54.600              5,0                     0,1                     54.736               

Gas biomass --> sludge gas 54.600              5,0                     0,1                     54.736               

Gas biomass --> other biogas 54.600              5,0                     0,1                     54.736               

Municipal wastes (biomass fraction) 100.000            300,0                4,0                     107.540             

Diesel for rail transport

Sub-bituminous for rail transport

CO2

kg CO2/TJ
Bahan bakar

Stationary combustion
Sektor - Komersial/Institutional

Faktor emisi

CH4 N2O CO2e

kg CH4/TJ kg N2O/TJkg CO2e/TJ

Tier 1 IPCC
Tier 2 ESDM 

(Lemigas, Tekmira)
Tier 1 IPCCTier 1 IPCC

Motor gasoline --> premium, RON 92 69.300              10,0                   0,6                     69.696               

Motor gasoline --> premium, RON 88 69.300              10,0                   0,6                     69.696               

Jet kerosene, avtur 71.500              10,0                   0,6                     71.896               

Other kerosene, minyak tanah 71.900              10,0                   0,6                     72.296               

Gas/Diesel Oil, ADO/HSD 74.100              10,0                   0,6                     74.496               

Gas/Diesel Oil, IDO 74.100              10,0                   0,6                     74.496               

Residual Fuel Oil (RFO), MFO, HFO 77.400              10,0                   0,6                     77.796               

LPG 63.100              5,0                     0,1                     63.236               

Batubara --> Anthracite 98.300              300,0                1,5                     105.065             

Batubara --> Coking coal 94.600              300,0                1,5                     101.365             

Batubara --> Other Bituminous coal 94.600              300,0                1,5                     101.365             

Batubara --> Sub-Bituminous coal 96.100              300,0                1,5                     102.865             

Batubara --> Lignite 101.000            300,0                1,5                     107.765             

Natural gas 56.100              5,0                     0,1                     56.236               

CNG

LNG

Municipal wastes (non-biomass fraction) 91.700              300,0                4,0                     99.240               

Industrial wastes 143.000            300,0                4,0                     150.540             

Biogasoline 70.800              10,0                   0,6                     71.196               

Biodiesels 70.800              10,0                   0,6                     71.196               

Other liquid biofuels 79.600              10,0                   0,6                     79.996               

Gas biomass --> landfill gas 54.600              5,0                     0,1                     54.736               

Gas biomass --> sludge gas 54.600              5,0                     0,1                     54.736               

Gas biomass --> other biogas 54.600              5,0                     0,1                     54.736               

Municipal wastes (biomass fraction) 100.000            300,0                4,0                     107.540             

Diesel for rail transport

Sub-bituminous for rail transport

Bahan bakar

Sektor - Residensial & Agrikultur/Forestry/Fishing
Faktor emisi

CO2

kg CO2/TJ

Stationary combustion
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Faktor emisi listrik digunakan untuk menghitung besar emisi tidak langsung yang 

ditimbulkan oleh penggunaan listrik. Data faktor emisi yang digunakan mengacu pada publikasi 

Ditjen Ketenagalistrikan Kementrian ESDM. Adapun hingga saat ini data faktor emisi tahun 2018 

belum dipublikasikan, sehingga perhitungan pada tahun ini menggunakan faktor emisi tahun 

2017. Tabel V.2 berisi nilai faktor emisi listrik yang digunakan dalam laporan ini. Patut 

diperhatikan bahwa jenis gas yang dicakup oleh faktor emisi listrik tersebut hanya 

memperhitungkan emisi CO2 sehingga hasil perhitunganmya mengabaikan emisi CH4 dan N2O. 

Untuk menjaga konsistensi antara emisi baseline dan mitigasi, dalam laporan ini perhitungan 

emisi dari penggunaan bahan bakar yang melibatkan baseline atau mitigasi dengan penggunaan 

listrik hanya akan memperhitungkan emisi CO2. 

 

Tabel V.2 Faktor Emisi Listrik DKI Jakarta 

Tahun Faktor Emisi On Grid  Faktor Emisi Off Grid  

2010 0,730 0,744 

2011 0,778 0,686 

2012 0,823 0,701 

2013 0,855 0,703 

2014 0,840 0,706 

2015 0,903 0,706 

2016 0,877 0,706 

2017 0,890 0,706 

2018* 0,890 0,706 

Sumber: ESDM (2018) 

Keterangan: *) data faktor emisi 2018 belum tersedia sehingga nilainya diasumsikan 

sama dengan faktor emisi pada tahun 2017 

 

Pada sektor transportasi, tingkat service/pelayanan yang menjadi acuan dalam penetapan 

baseline dihitung dengan menggunakan data statistik dan data teknis antara lain data rata-rata 

konsumsi bahan bakar kendaraan, rata-rata konsumsi bahan bakar bus, tingkat okupansi 

kendaraan dan modal shift kendaraan sistem angkutan masal yang dicantumkan pada Tabel V.3 

hingga Tabel V.6. 

Tabel V.3 Rata-rata Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan 

Jenis kendaraan Rata-rata konsumsi bahan bakar (L/km) 

Mobil penumpang 0,13 

Sepeda motor 0,05 

Bus kecil/angkot 0,13 

Bus sedang 0,18 

Bus besar 0,33 

Sumber: BSTP (2012) 
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Tabel V.4 Rata-rata Konsumsi Bahan Bakar Bus 

Jenis Bus Bahan bakar Rata-rata konsumsi bahan bakar (L/km) 

Articulated CNG 1,73 

Single CNG 0,93 

Single ADO 0,18 

Medium ADO 0,13 

Maxi ADO 0,22 

Double decker ADO (*asumsi) 0,20 

Sumber: Transjakarta (2012) dan estimasi pada jenis bus Maxi dan Double decker 

 

Tabel V.5 Tingkat Okupansi Kendaraan 

Jenis Kendaraan Tingkat Okupansi (penumpang/kendaraan) 

Mobil penumpang 2,38 

Motor 1,26 

Bus besar 41,34 

Bus kecil 8 

Taksi 1,92 

Sumber: JICA (2012) 

 

Tabel V.6 Modal Shift Bus Rapid Transit 

Jenis Kendaraan Modal Shift (%)  

Mobil penumpang 7,10% 

Motor 29,09% 

Bus besar 32,94% 

Bus kecil 17,20% 

Taksi 3,32% 

Sumber: Transjakarta (2012) 

 

Penjelasan di bawah ini menjelaskan metodologi perhitungan reduksi emisi dari mitigasi 

di sektor energi berdasar aktivitas-aktivitas mitigasi yang telah terlaksana di DKI Jakarta yang 

tertera di dalam laporan PEP DKI Jakarta tahun 2016. Metodologi yang dicantumkan bersumber 

dari Pedoman Umum, Petunjuk Teknis dan Manual Perhitungan Pemantauan Evaluasi dan 

Pelaporan (PEP) Pelaksanaan RAN dan RAD-GRK (Bappenas, 2015) yang telah dikembangkan 

sesuai dengan ketersediaan data di DKI Jakarta. Aksi-aksi mitigasi yang dimaksud adalah 

i. Aksi mitigasi Penerangan Jalan Umum Lampu Hemat Energi (PJU LHE) 

ii.  Aksi mitigasi PJU Tenaga Surya 

iii.  Aksi mitigasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dan Tersebar 

iv. Efisiensi energi gedung perkantoran/komersial 

v. Aksi mitigasi penggunaan gas engine pada bangunan komersial 

vi. Aksi mitigasi efisiensi energi dan substitusi bahan bakar pada pembangkit listrik 

vii.  Aksi mitigasi Bus Rapid Transit (BRT) dan Feeder Bus 

viii.  Kereta Rel Listrik (KRL) 
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ix. Aksi mitigasi Area Traffic Control System (ATCS) 

 

V.2.2.1 Aksi Mitigasi Penerangan Jalan Umum Lampu Hemat Energi (PJU LHE) 

Aksi mitigasi PJU LHE merupakan bagian dari Program Peningkatan Kualitas dan 

Kuantitas Pencahayaan Kota, serta Program Diversifikasi Sumber Daya Energi oleh Dinas 

Perindustrian dan Energi. Pada aksi ini, mitigasi GRK dicapai melalui penghematan konsumsi 

listrik dari konversi lampu non-hemat energi menjadi lampu hemat energi memberi pengaruh 

terhadap menurunnya jumlah emisi GRK yang terjadi. Tabel V.7Tabel V.7 menunjukkan 

prosedur perhitungan yang digunakan. Faktor emisi yang digunakan adalah faktor emisi on-grid 

apabila daerah operasional PJU berada di wilayah grid PLN, sedangkan faktor emisi yang 

digunakan adalah faktor emisi off-grid apabila daerah operasional PJU berada di luar wilayah grid 

PLN. Untuk melakukan perhitungan dengan metode tersebut, diperlukan data aktivitas yang 

terdiri dari jumlah titik lampu, daya lampu hemat energi (Watt), daya lampu sebelum penggantian 

(Watt), durasi operasional per hari (jam), dan jumlah hari operasi per tahun (hari). 

Tabel V.7 Format Perhitungan Reduksi Emisi dari PJU LHE 

Jumlah titik 

lampu PJU 
Daya lampu 

Lama operasi 

lampu 

Produksi listrik 

selama setahun 
Faktor emisi 

Emisi 

Baseline 

Emisi 

Mitigasi  

Reduksi 

Emisi GRK 

titik  watt Jam MWh  
ton 

CO2e/MWh 
ton CO2e ton CO2e ton CO2e 

A B C 
D = A x B x C / 

1000000 
E F = D x E G = 0 H = F - G 

Keterangan: 

  Data Aktivitas 

  Konstanta 

  Hasil Perhitungan 

 

V.2.2.2 Aksi Mitigasi PJU Tenaga Surya 

Perhitungan untuk aksi mitigasi PJU tenaga surya dipisahkan dari perhitungan pada 

aktivitas penggunaan solar panel lainnya seperti pada pembangkit listrik komunal atau pada solar 

home system (SHS) oleh karena terdapat perbedaan ruang lingkup perhitungan. Pada PJU Tenaga 

Surya, listrik yang terbangkitkan berada dalam sistem tertutup yang hanya dimanfaatkan untuk 

penerangan. Hal tersebut menyebabkan perhitungan dapat diperluas hingga pada tingkat energy 

service akhirnya yakni dalam bentuk pencahayaan yang direpresentasikan oleh spesifikasi lampu 

yang digunakan. Prosedur perhitungan reduksi emisi PJU tenaga surya mengacu pada petunjuk 

teknis dari Bappenas. Untuk melakukan perhitungan dengan metode tersebut, diperlukan data 

aktivitas yang terdiri dari daya lampu terpasang (MW) dan waktu operasi PJU (Jam). Faktor emisi 

yang digunakan adalah faktor emisi on-grid apabila daerah operasional PJU berada di wilayah 

grid PLN, sedangkan faktor emisi yang digunakan adalah faktor emisi off-grid apabila daerah 

operasional PJU berada di luar wilayah grid PLN. Tabel V.8 memuat prosedur perhitungan 

tersebut secara lengkap. 
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Tabel V.8 Format Perhitungan Reduksi Emisi dari PJU Tenaga Surya 

Jumlah titik 

lampu PJU 
Daya lampu 

Lama operasi 

lampu 

Produksi listrik 

selama setahun 
Faktor emisi 

Emisi 

Baseline 

Emisi 

Mitigasi  

Reduksi 

Emisi GRK 

titik  watt Jam MWh 
ton 

CO2e/MWh 
ton CO2e ton CO2e ton CO2e 

A B C 
D = A x B x C / 

1000000 
E F = D x E G = 0 H = F - G 

Keterangan: 

  Data Aktivitas 

  Konstanta 

  Hasil Perhitungan 

 

V.2.2.3 Aksi Mitigasi PLTS Komunal dan Tersebar 

Metodologi untuk menghitung besar reduksi emisi untuk PLTS komunal dan tersebar 

mencakup aktivitas transformasi energi dari sinar matahari menjadi listrik. Akibat bervariasinya 

aktivitas pemanfaatan listrik dari PLTS, reduksi emisi tidak dapat diperhitungkan hingga tingkat 

energy service-nya. Prosedur perhitungan reduksi emisi yang digunakan merupakan 

pengembangan format Bappenas dengan menambahkan faktor degradasi efisiensi sel. Secara 

natural sel panel surya mengalami penurunan efisiensi yang menyebabkan produksi listrik 

menurun. Perhitungan reduksi emisi dari pengoperasian PLTS ditunjukkan pada Tabel V.9. 

Sedikit berbeda dengan format perhitungan dari Bappenas, data yang digunakan dalam 

perhitungan adalah intensitas radiasi matahari dengan angka sebesear 4,8 (rata-rata nasional) dan 

degradasi efisiensi cell sebesar 0,5%/tahun untuk chrystalline dan 0,85%/tahun untuk thin film. 

Dengan menggunakan data ini, diharapkan hasil perhitungan akan lebih akurat. 

Faktor emisi yang digunakan adalah faktor emisi on-grid apabila daerah operasional PLTS 

berada di wilayah grid PLN, sedangkan faktor emisi yang digunakan adalah faktor emisi off-grid 

apabila daerah operasional PLTS berada di luar wilayah grid PLN. Data aktivitas PLTS adalah 

jumlah produksi listrik yang dihasilkan pembangkit PLTS selama setahun. Apabila data produksi 

listrik dalam setahun tidak diperoleh, digunakan data kapasitas pembangkit yang dipasang dengan 

menggunakan beberapa asumsi. Pada PLTS yang dibangun pada sektor rumah tangga ataupun 

bangunan, data aktivitas yang digunakan adalah kapasitas PLTS yang dibangun (kWp), intensitas 

radiasi matahari (kWh/m2/hari), dan lama hari operasi dalam setahun (hari). 

Tabel V.9 Format Perhitungan Reduksi Emisi GRK dari PLTS Komunal dan Tersebar 

Kapasitas 

PLTS 

Intensitas 

radiasi 

matahari 

Jenis 

cell 

Degradasi 

Efisiensi 

Capacity 

factor 

Tanggal 

instalasi 

Tahun 

telah 

beroperasi 

Hari 

operasi 

dalam 

setahun 

Kapasitas 

PLTS 

Setelah 

Degradasi 

Produksi 

listrik 

per 

Tahun 

Faktor emisi 
Emisi 

Baseline 

Emisi 

Mitigasi  

Emisi 

GRK 

kilo watt -

peak 
kwh/m2/hari    % % Jam Tahun hari  kW MWh  

ton 

CO2e/MWh 
ton CO2e ton CO2e ton CO2e 

A B C D E F G I 
J = A x 

(1-D)^G 

K= B x 
E x I x J 
/ 1000 

L M = K x L N = 0 
O = M - 

N 

Keterangan: 
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  Data Aktivitas 

  Konstanta 

  Hasil Perhitungan 

 

V.2.2.4 Efisiensi Energi Gedung Perkantoran/Komersial 

Beragam aktivitas penghematan energi terjadi pada gedung perkantoran/ komersial seperti 

dengan penggunaan peralatan hemat energi, pengaturan suhu ruangan, atau perbaikan desain 

bangunan untuk meningkatkan intensitas pencahayaan alami. Apabila aktivitas yang dilakukan 

tanpa mengurangi tingkat service yang diberikan, maka aktivitas tersebut dapat dikategorikan 

sebagai bentuk aksi mitigasi GRK. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan Intensitas 

Konsumsi Energi (IKE). IKE menyatakan tingkat konsumsi energi per satuan luas efektif gedung 

yang dinotasikan dengan kWh/m2/hari. Idealnya IKE dihitung berdasar seluruh konsumsi energi 

yang terjadi yang umumnya terdiri dari penggunaan listrik dan gas. Namun demikian, masih 

ditemukan keterbatasan data dalam pengumpulan selain data listrik sehingga perhitungan pada 

laporan ini hanya mempertimbangkan penggunaan listrik. Pada bangunan yang baru dibangun 

dan memiliki tingkat efisiensi energi yang baik, perhitungan reduksi emisi dilakukan dengan 

menggunakan baseline IKE yang didapat dari standar acuan IKE yang dicantumkan pada Pergub 

DKI Jakarta No 38 Tahun 2012 yang dicantumkan pada Tabel V.10. Format perhitungan secara 

lengkap ditunjukkan pada Tabel V.11. 

Tabel V.10 Rentang Indeks Konsumsi Energi Bangunan 

Tipe 

Bangunan 

Rentang IKE 

(kWh/m 2/tahun) Waktu Operasi Acuan (benchmark 

operational hours) Batas 

Bawah 
Acuan 

Batas 

Atas 

Perkantoran 210 250 285 
10 jam/hari, 5 hari/minggu. 52 minggu/th = 

2600 jam/th 

Hotel 290 350 400 
24 jam/hari, 7 hari/minggu. 52 minggu/th = 

8736 jam/th 

Apartemen 300 350 400 
24 jam/hari, 7 hari/minggu. 52 minggu/th = 

8736 jam/th 

Sekolah 195 235 265 
8 jam/hari, 5 hari/minggu. 52 minggu/th = 

2080 jam/th 

Rumah 

Sakit 
320 400 450 

24 jam/hari, 7 hari/minggu. 52 minggu/th = 

8736 jam/th 

Pertokoan 350 450 500 
12 jam/hari, 7 hari/minggu. 52 minggu/th = 

4386 jam/th 
Sumber: http://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/PERGUB_NO_38_TAHUN_2012.pdf 

 

Tabel V.11 Format Perhitungan Reduksi Emisi GRK dari Kegiatan Efisiensi Energi Gedung 

Perkantoran / Komersial 

Luas 

efektif 

bangunan 

IKE baseline IKE mitigasi  

Hari 

operasi per 

tahun 

Konsumsi 

listrik baseline 

per tahun 

Konsumsi 

listrik mitigasi 

per tahun 

Faktor emisi 
Emisi 

baseline 

Emisi 

mitigasi 

Reduksi 

emisi 

m3 kWh/m2/tahun kWh/m2/tahun Kg CO2/TJ MWh  MWh  
ton 

CO2e/MWh 

ton 

CO2e 

ton 

CO2e 

ton 

CO2e 

A B C D 
E = A x B x D 
/ (365 x 1000) 

F = A x C x D / 
(365 x 1000) 

G H =E x G I = F x G J = H - I 
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Keterangan: 

 Data Aktivitas 

 Konstanta 

 Hasil Perhitungan 

 

V.2.2.5 Aksi Mitigasi Penggunaan Gas Engine pada Bangunan Komersial 

Prinsip reduksi emisi pada penggunaan gas engine adalah terjadinya penurunan emisi GRK 

akibat peralihan dari penggunaan listrik on-grid menjadi listrik yang diproduksi oleh gas engine. 

Penurunan ini terjadi karena faktor emisi dari pembakaran gas masih lebih rendah dari faktor 

emisi pembangkit PLN. Data aktivitas yang digunakan pada perhitungan adalah konsumsi gas 

dan produksi listrik dari gas engine. Faktor emisi gas yang digunakan adalah faktor emisi Tier 1. 

Metodologi perhitungan reduksi emisi pada gedung komersial ini dimuat dalam Tabel V.12. 

Tabel V.12 Metode Perhitungan Reduksi Emisi GRK dari Penggunaan Gas Engine 

Konsumsi 

Gas 

Produksi 

Listrik  
Energi dari Gas 

FE Listrik  

On-Grid  
FE Gas Emisi baseline Emisi mitigasi 

Reduksi 

emisi 

m
3
 Mwh TJ ton CO2e/MWh kg CO2e/TJ ton CO2e ton CO2e ton CO2e 

A B 
C=A x 1.055 

/28317 
D E F = B x D 

G = C x E / 

1000 
H = F - G 

Keterangan: 

  Data Aktivitas 

  Konstanta 

  Hasil Perhitungan 

 

V.2.2.6 Aksi Mitigasi Efisiensi Energi dan Substitusi Bahan Bakar pada 

Pembangkit Listrik  

Aktivitas efisiensi energi dan aktivitas substitusi bahan bakar dilakukan secara bersama-

sama dan saling berkaitan pada sistem pembangkit listrik, sehingga perhitungan penurunan emisi 

yang terjadi dihitung dengan metodologi yang sama. Aktivitas efisiensi energi dilakukan dengan 

penggunaan teknologi/sistem baru yang lebih efisien seperti dengan sistem combined cycle atau 

supercritical coal technology menyebabkan semakin rendahnya jumlah pembakaran bahan bakar 

fosil untuk membangkitkan listrik dalam jumlah tertentu. Substitusi bahan bakar pada umumnya 

dilakukan dengan mengganti bahan bakar solar (IDO/MFO/HSD) menjadi gas yang 

menyebabkan penurunan faktor emisi. Perhitungan dilakukan dengan menjadikan intensitas emisi 

(CO2e/kWh) sebagai acuan. Intensitas emisi adalah jumlah emisi GRK yang ditimbulkan untuk 

memproduksi listrik dalam satuan tertentu. Penggunaan intensitas emisi menghilangkan pengaruh 

fluktuasi pembangkitan listrik dari tahun ke tahun. Format perhitungan yang digunakan secara 

lengkap ditunjukkan pada Tabel V.13. 

Tabel V.13 Metode Perhitungan Penurunan Emisi GRK dari Efisiensi Energi dan Substitusi 

Bahan Bakar pada Pembangkit Listrik 

Tahun 

Produksi Listrik 

Tahunan 
Emisi CO2 Emisi CH4 Emisi N2O 

Faktor Emisi 

CO2 

Faktor Emisi 

CH4 

Faktor Emisi 

N2O 

MWh ton CO2 ton CH4 ton N2O ton CO2/MWh  ton CH4/MWh  ton N2O/MWh  

A B C D E = B / A F = C / A G = D / A 
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Keterangan: 

  Data Aktivitas 

  Konstanta 

  Hasil Perhitungan 

 

V.2.2.7 Aksi Mitigasi BRT dan Feeder Bus 

Aksi mitigasi DKI Jakarta pada sektor ini adalah dengan adanya shifting penggunaan 

kendaraan pribadi dan kendaraan umum yang berbahan bakar fosil ke penggunaan alat 

transportasi publik yaitu BRT dan peralihan penggunaan bahan bakar dari solar menuju CNG 

yang terjadi pada sebagian armada BRT Transjakarta. Dampak dari kegiatan mitigasi ini adalah 

penurunan konsumsi bensin dan minyak solar yang digunakan oleh penumpang untuk memenuhi 

kebutuhan berpindahnya. Penurunan emisi GRK dari mitigasi ini dihitung dari data jumlah 

kendaraan busway yang tersedia, kapasitas kendaraan, operasional kendaraan per hari, jenis bahan 

bakar kendaraan pribadi, modal shift, panjang koridor, dan sejumlah data lainnya. Data-data 

primer tersebut diperoleh dari kegiatan survei yang dilakukan ke beberapa instansi terkait. 

Selanjutnya, data yang diperoleh digunakan untuk penghitungan besarnya emisi yang dihasilkan 

dari aksi mitigasi shifting di sektor energi sub-sektor transportasi. Pada Tabel V.14 disajikan 

format perhitungan reduksi emisi dari pengoperasian BRT. 

Tabel V.14 Metode Perhitungan Penurunan Emisi GRK dari Pengoperasian BRT dan Feeder 

Bus 

Aksi 

mitigasi 
Tahun Lokasi Koridor  

Mitigasi  

Jenis Bus 

Sistem 

Transit  

Jumlah Bus 

Sistem Transit 
Kapasitas Bus 

Operasiona

l Bus per 

Hari  

Rata-rata hari 

Operasi per 

Tahun 

Unit  Penumpang Trip/hari  Hari  

A B C D 

         

Baseline 

Jenis 

Kendaraan 

Bermotor 

Jenis 

Bahan 

Bakar 

M oda

l Shift  

Tingkat 

Keterisian/Okupansi 

Jumlah 

Kendaraan 

Bermotor yang 

berpindah ke 

BRT 

Rata-rata Trip per 

Hari  

Rata-rata 

Panjang 

Trip Per 

Hari  

Fuel Economy 

Baseline 

% Penumpang/unit/trip Unit/hari  Trip  Km/Trip  Liter/km  

E F 
G = A x B x C x 

E / F 
H I J 

        

Baseline 

Konsumsi 

Bahan 

Bakar per 

Tahun 

Konsumsi 

Energi per 

Tahun 

Faktor 

Emisi CO2 

Emisi 

CO2 

Baseline 

Faktor 

Emisi CH4 

Emisi CH4 

Baseline 

Faktor 

Emisi N2O 

Emisi N2O 

Baseline 
Emisi Baseline 

Liter  TJ kgCO2/liter  ton CO2 kgCH4/TJ ton CH4 kgN2O/TJ ton N2O ton CO2e 

K = D x G x 

H x I x J 

L = Faktor 

Konversi x K 
Mx 

N = L x 

Mx / 1000 
My 

O = L x 

My / 1000 
Mz 

P = L x Mz 

/ 1000 

Q = N + 21 O + 

310 P 

         

Mitigasi  

Panjang 

Koridor 

BRT Jenis Bahan 

Bakar BRT 

Fuel 

Economy 

BRT 

Konsumsi 

Bahan Bakar 

BRT per 

Tahun 

Konsumsi 

Energi BRT 

per Tahun 

Faktor 

Emisi CO2 

Emisi CO2 

Mitigasi  

Faktor 

Emisi CH4 

Emisi CH4 

Mitigasi  

km L/km  L  TJ kgCO2/liter  ton CO2 kgCH4/TJ ton CH4 

R S 
T = A x C x D 

x R x S 

U = Faktor 

Konversi x T 
Vx 

W = U x Vx 

/ 1000 
Vy X = U x Vy / 1000 

         

Mitigasi  

Faktor Emisi N2O Emisi N2O Mitigasi Emisi Mitigasi  Reduksi Emisi 
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kgN2O/TJ ton N2O ton CO2e ton CO2e 

Vz Y = U x Vz /1000 Z = W + 21 X + 310 Y Ŭ = Q - Z 

    

Keterangan: 

  Data Aktivitas 

  Konstanta 

  Hasil Perhitungan 

V.2.2.8 Kereta Rel Listrik  

Pada Tabel V.15 ditunjukkan format perhitungan penurunan emisi oleh penggunaan KRL. 

Pada format tersebut, konsumsi listrik KRL yang merupakan sumber emisi tidak langsung (emisi 

langsung timbul dari pembakaran bahan bakar di pembangkit listrik) juga menjadi faktor yang 

diperhitungkan. Hal yang juga perlu diperhatikan dari perhitungan KRL adalah semua data 

aktivitas yang terhimpun merupakan data transportasi KRL di dalam wilayah Provinsi DKI 

Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Aktivitas di DKI Jakarta dihitung dengan menggunakan rasio 

perjalanan dalam DKI Jakarta dan jarak tempuh seluruh perjalanan yang diolah dari jadwal 

perjalanan KA (jarak tempuh total = 934.597 km/bulan; jarak tempuh dalam DKI Jakarta = 

505.743 km/bulan; presentase perjalanan di DKI Jakarta = 54,11%). 

Tabel V.15 Metodologi Penghitungan Aksi Mitigasi KRL 

Mitigasi  Baseline 

Konsumsi 

LAA per 

Tahun 

Km 

Penumpan

g per 

Tahun 

Presentase 

Perjalanan di 

DKI Jakarta 

Konsumsi 

LAA per 

Tahun pada 

Baseyear 

Km 

Penumpang 

per Tahun 

pada Baseyear 
Jenis 

Kendaraan 

Bermotor 

Jenis Bahan 

Bakar 

Modal 

Shift 

Tingkat 

Keterisian/Okupans

i 

MWh  km % km km % 
Penumpang/unit/tri

p 

A B C D E F G 

         

Baseline Mitigasi  

Jarak 

Tempuh 

Kendaraan 

per Tahun 

Fuel 

Economy 

Baseline 

Konsumsi 

Bahan Bakar 

per Tahun 

Faktor Emisi  Emisi Baseline 

Konsumsi LAA 

untuk 

Perjalanan di 

DKI Jakarta  

Faktor 

Emisi 

Emisi 

Mitigasi  

Reduksi 

Emisi 

km Liter/km  Liter  kgCO2/liter  ton CO2e MWh  

Ton 

CO2e / 

MWh 

ton CO2e ton CO2e 

H = (B-E) x C 

x F / G 
I H = F x G I J = H x I / 1000 L = (C-F) x K M 

N = L x 

M 
O = J - N 

         

Keterangan: 

  Data Aktivitas 

  Konstanta 

  Hasil Perhitungan 

 

V.2.2.9 Aksi Mitigasi ATCS 

ATCS merupakan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas lampu lalu lintas. 

Sistem ini menggunakan sensor untuk mengukur jumlah antrian kendaraan di setiap simpang dan 

menggunakan data yang ada sebagai dasar penentuan durasi merah-hijau pada lampu lalu lintas. 

Penggunaan sistem ini mampu menurunkan tingkat kemacetan yang menyebabkan penurunan 

konsumsi bahan bakar kendaraan. Tabel V.16 menujukkan format perhitungan reduksi emisi aksi 

mitigasi ATCS. 
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Tabel V.16 Metodologi Penghitungan Aksi Mitigasi ATCS/ITS 

Jenis Kendaraan 
Jenis Bahan 

Bakar 

Rata-rata jumlah 

kendaraan yang 

melewati jalur 

penerapan ITS 

Rata-rata hari Operasi per 

Tahun 

Rata-rata 

Jumlah Trip per 

Hari  

Unit/hari  Hari  Trip  

A B C 

     

Panjang Koridor  

Kecepatan Rata-rata Kendaraan Rata-rata Konsumsi Bahan Bakar 

Sebelum 

Penerapan 
Setelah Penerapan Sebelum Penerapan 

Setelah 

Penerapan 

Km Km/jam Km/jam Liter/Km  Liter/Km  

D E F G = XE2 - YE + Z 
H = XF2 - YF + 

Z 

     

Faktor Emisi  
Total Trip per 

Tahun 

Emisi per Tahun 

Sebelum Penerapan Setelah Penerapan 
Total 

Penurunan 

kgCO2e/liter km ton CO2e ton CO2e ton CO2e 

I J = A x B x C x D K = G x J x I L = H x J x I M = K - L 

     

Keterangan: 
  Data Aktivitas 

  Konstanta 

  Hasil Perhitungan 

 

Tabel V.17 Nilai Konstanta Berdasarkan Jenis Kendaraan 

Jenis kendaraan X Y Z 

Kendaraan pribadi 7 x 10-5 0,0077 0,2579 

Sepeda motor 1 x 10-5 0,0009 0,0601 

Bus kecil 3 x 10-5 0,0029 0,1285 

Bus sedang 5 x 10-5 0,0056 0,2961 

Bus besar 3 x 10-5 0,0029 0,1533 

Truk kecil-sedang 5 x 10-5 0,0053 0,2771 

Truk besar 5 x 10-5 0,006 0,3147 

 

V.2.3 Penghitungan Reduksi Emisi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan 

Lahan Lainnya 

Penghitungan capaian penurunan emisi atau serapan emisi di sektor kehutanan akan 

dihitung berdasarkan aksi mitigasi yang telah dicanangkan di dalam dokumen RAD GRK 

Provinsi DKI Jakarta dibandingkan terhadap baseline BAU RAD GRK tahun 2030. Perhitungan 
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terhadap berbagai kegiatan-kegiatan lain di luar aksi mitigasi RAD GRK (sebagai potensi aksi 

mitigasi) juga akan dianalisis, apabila data-data aktivitas (DA) tersedia secara memadai, dapat 

dikuantifikasi, dan memiliki bersifat valid/absah. Besarnya kontribusi dari kegiatan tersebut juga 

akan dibandingkan terhadap baseline BAU RAD GRK tahun 2030. Di dalam penjabaran 

analisisnya, aksi mitigasi berdasarkan RAD GRK dan aksi mitigasi/kegiatan di luar RAD GRK, 

masing-masing akan dideskripsikan secara jelas. Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen RAD 

GRK Provinsi DKI Jakarta tahun 2012, sektor kehutanan mencanangkan dua bentuk aksi mitigasi 

yaitu (i) program one man one tree (kegiatan penanaman); dan (ii) median jalan tol. Akan tetapi, 

dikarenakan kegiatan penanaman jalan tol belum ada SKPD yang mendata sehingga dalam 

kegiatan ini, aksi mitigasi yang dihitung adalah program one man one tree (kegiatan penanaman) 

ssaja. Metodologi penghitungan serapan dari kedua aksi mitigasi tersebut adalah seperti 

ditampilkan Tabel V.18 di bawah ini. 

Tabel V.18 Metodologi Penghitungan Serapan Emisi dari Aksi Mitigasi Sektor Kehutanan 

No Aksi Mitigasi  Metodologi 

1 

Program one 

man one tree 

(penanaman) 

ὖὩὲώὩὶὥὴὥὲὒόὥίὐόάὰὥὬ ὝὩὫὥὯὥὲ ώὥὲὫ ὓὥίὭὬ ὌὭὨόὴ

ὊὥὯὸέὶ ὛὩὶὥὴὥὲ 

2 
Median Jalan 

Tol 

Ὃ Ὃὡ ρ Ὑ ............................. (1) 

Ўὅ ὃ Ὃ ὅὊ   ............................. (2) 

Keterangan: 

GTOTAL : Pertumbuhan rata-rata tahunan biomassa diatas dan dibawah permukaan 

tanah(t/ha/tahun) 

GW      : Pertumbuhan rata-rata tahunan biomassa diatas permukaan tanah (t/ha/tahun) 

R       : Rasio biomassa dibawah permukaan tanah terhadap biomassa diatas permukaan 

tanah (tonnes bg dm (tonne ag dm)-1]  

ȹCG     : Peningkatan tahunan stok karbon karena pertumbuhan biomassa (tC/tahun) 

A       : Luas areal (Ha) 

C       : Fraksi Karbon (ton C) 

 

V.2.4 Penghitungan Reduksi Emisi Sektor Limbah 

Capaian reduksi emisi GRK dari aksi mitigasi sektor limbah di tingkat sub-nasional (misal: 

Provinsi) umumnya dilaporkan melalui kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) 

terhadap rencana aksi mitigasi daerah. Metode penghitungan reduksi emisi GRK yang digunakan 

pada umumnya melalui pendekatan: 

1. Pemetaan kondisi baseline dan mitigasi dari penerapan aksi-aksi mitigasi. 

2. Penghitungan tingkat emisi GRK dari masing-masing jenis pengolahan limbah pada masing-

masing kondisi baseline maupun mitigasi secara historis. 

3. Penghitungan reduksi emisi GRK dari selisih antara emisi baseline dengan mitigasi. 

 

Aksi-aksi mitigasi yang dilakukan di sektor limbah meliputi:  

i. Aksi mitigasi Landfill Gas (LFG) 

ii.  Aksi mitigasi komposting 

iii.  Aksi mitigasi 3R (reuse, reduce, recycle) 

iv. Aksi mitigasi insinerasi/PLTSa 



 Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta 

BAB V PELAPORAN PENURUNAN EMISI GRK | 128  
 

 

V.2.4.1 Aksi Mitigasi Mitigasi Landfill Gas (LFG)  

Sampah yang ditumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) menghasilkan emisi GRK. 

Pada kondisi sebelum dilakukan aksi mitigasi, emisi GRK dari sampah yang ditimbun dilepaskan 

langsung ke udara bebas. Tindakan ini berakibat menambah jumlah emisi GRK. Oleh karena itu, 

dilakukan aksi mitigasi dengan mengumpulkan gas CH4 yang dihasilkan oleh tumpukan sampah, 

untuk kemudian digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. 

Penghitungan tingkat emisi berdasarkan data aktivitas dan faktor emisi. Tingkat emisi 

baseline adalah tingkat emisi yang dihasilkan oleh TPST Bantar Gebang sebelum dilakukan aksi-

aksi mitigasi. Data aktivitas emisi baseline adalah jumlah sampah (unit ton) yang masuk ke TPST 

sebelum dilakukan aksi mitigasi. Selain data aktivitas, terdapat beberapa parameter yang 

mempengaruhi jumlah emisi yang dihasilkan, misalnya komposisi sampah yang masuk ke dalam 

TPST. Dari data jumlah sampah dan parameter-parameter yang diperlukan, dapat dihitung tingkat 

emisi baseline yang dihasilkan oleh TPST. 

Tingkat emisi mitigasi LFG adalah tingkat emisi yang dihasilkan oleh TPST setelah 

dilaksanakan mitigasi LFG. Data aksi mitigasi LFG yang dibutuhkan adalah volume gas CH4 

yang diumpankan ke mesin pembangkit listrik (m3) dan kandungan CH4 di dalam udara (%). Dari 

data ini, dapat diperoleh seberapa besar jumlah metana (Gigagram) yang dijadikan bahan bakar 

pembangkit listrik. Data tersebut dijadikan input data sebagai recovery oksidasi gas di dalam 

penghitungan emisi di sektor limbah yang telah tersedia di dalam spreadsheet IPCC 2006. Dengan 

input data jumlah sampah (Gg) dan komposisi sampah yang sama dengan input data baseline, dan 

ditambahkan input data recovery oksidasi, maka dilakukan penghitungan jumlah emisi GRK. 

Jumlah emisi GRK ini adalah tingkat emisi mitigasi dari aksi LFG. Besarnya reduksi emisi GRK 

yang berhasil dicapai dari aksi mitigasi LFG dihitung dengan mengurangi tingkat emisi baseline 

dengan tingkat emisi mitigasi. 

Penghitungan emisi GRK dari aksi baseline LFG sebagai berikut: 

1. Mengisi nilai MCF (methane correction factor) untuk TPA open dumping. Nilai MCF yang 

digunakan adalah 0,8. 

 

 

2. Memasukkan nilai total sampah yang masuk ke dalam TPA open dumping 

Diisi dengan nilai persentase 100% pada 
kolom un-managed, deep/TPA open dumping 
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Data nilai total sampah yang diinput ke dalam spreadsheet IPCC 2006 diisi sejak tahun 1989. 

Data yang dimasukkan adalah jumlah sampah yang ditimbun di TPST Bantar Gebang sejak 

1989. 

 

3. Melihat nilai emisi dari total sampah apabila dimasukkan ke dalam TPA open dumping 

 

 

Hasil perhitungan emisi di atas masih berupa emisi dalam bentuk gas CH4. Oleh karena itu, 

untuk menghitung jumlah emisi dalam bentuk gas CO2e, nilai tersebut dikonversi menjadi 

bentuk CO2e dengan menggunakan faktor konversi GWP (Global Warming Potential) gas CH4 

terhadap CO2. 

 

4. Menuliskan emisi dari sampah yang masuk ke dalam TPA ope dumping 

Jenis kegiatan 

pemanfaatan gas CH4 

Hasil penurunan emisi (ton CO2e) 

Keterangan BaU (open 

dumping) 

Aksi 

mitigasi 

Penurunan 

emisi 

Pemanfaatan gas CH4 

 

  

Sanitary landfill/controlled landfill = emisi BaU 

(nilai dari perhitungan emisi TPA open dumping) ï 

aksi mitigasi (dengan pemanfaatan gas CH4) 

 

 

5. Memulai perhitungan emisi GRK dari aksi mitigasi LFG. Mengisi nilai MCF untuk TPA 

sebesar 0,8. 

Diisi dengan jumlah sampah yang 

terangkut ke TPA open dumping 

Hasil emisi CH4 (metana) 

Memasukkan nilai hasil emisi CO2e dari tahapan 3 
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6. Melihat nilai emisi dari total sampah dengan nilai MCF yang sudah berubah dan dikurangi 

nilai methane recovery. 

 

Hasil perhitungan emisi di atas masih berupa emisi dalam bentuk gas CH4. Oleh karena itu, 

untuk menghitung jumlah emisi dalam bentuk gas CO2e, nilai tersebut dikonversi menjadi 

bentuk CO2e dengan menggunakan faktor konversi GWP (Global Warming Potential) gas CH4 

terhadap CO2. 

 

7. Menuliskan emisi dari sampah yang masuk ke dalam TPA sanitary landfill setelah dikurangi 

nilai pemanfaatan gas metana, sehingga diperoleh hasil nilai penurunan emisi. 

Jenis kegiatan 

pemanfaatan gas 

CH4 

Hasil penurunan emisi (ton CO2e) 

Keterangan BaU (open 

dumping) 

Aksi 

mitigasi 

Penurunan 

emisi 

Pemanfaatan gas 

CH4  

 

 

Sanitary landfill/controlled landfill = emisi BaU 

(nilai dari perhitungan emisi TPA open dumping) ï 

aksi mitigasi (dengan pemanfaatan gas CH4) 

 

 

 

Diisi dengan nilai persentase 100% pada kolom 

managed/TPA sanitary atau controlled landfill 

Hasil emisi CH4 (metana) 

Memasukkan nilai hasil emisi CO2e dari TPA sanitary/controlled 

landfill setelah dikurangi nilai emisi pemanfaatan gas metana 
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V.2.4.2 Aksi Mitigasi Komposting 

Tingkat emisi baseline adalah emisi yang dihasilkan sebelum dilakukan aksi mitigasi 

pengomposan sampah. Data aktivitas emisi baseline adalah jumlah sampah (Gg) yang ditimbun 

baik di dalam dan di luar TPST Bantar Gebang termasuk jumlah sampah komposting dan 3R, 

serta data komposisi sampah tersebut. Penghitungan tingkat emisi baseline dilakukan dengan 

memasukkan data jumlah sampah dan komposisi sampah, serta recovery oksidasi ke dalam 

spreadsheet IPCC 2006, sehingga diperoleh sejumlah nilai emisi GRK. 

Tingkat emisi mitigasi adalah emisi yang dihasilkan setelah dilaksanakan aksi mitigasi 

pengomposan sampah. Data aktivitas emisi mitigasi adalah jumlah sampah (Gg) yang ditimbun 

baik di dalam dan di luar TPST Bantar Gebang dikurangi dengan jumlah sampah dikomposkan, 

dan data gas yang direcovery untuk pembangkit listrik. Penghitungan tingkat emisi mitigasi 

dilakukan dengan memasukkan data jumlah sampah, komposisi sampah, dan gas yang direcovery 

ke dalam spreadsheet IPCC 2006. Hasil emisi yang diperoleh adalah jumlah emisi mitigasi. 

Kegiatan komposting sendiri menghasilkan emisi GRK. Emisi GRK dari kegiatan 

komposting berasal dari jumlah sampah yang dikomposkan baik di dalam dan luar TPST Bantar 

Gebang. Penghitungan tingkat emisi komposting dengan mengkalikan jumlah sampah 

komposting dengan faktor emisi sampah pada kegiatan komposting. Faktor emisi yang digunakan 

merujuk pada faktor emisi yang dikeluarkan oleh IPCC 2006. Penghitungan reduksi emisi dari 

aksi mitigasi komposting mengikuti persamaan berikut: 

Reduksi emisi = Emisi baseline ï (Emisi TPST + Emisi Komposting) 

Penghitungan emisi GRK dari aksi baseline komposting sebagai berikut: 

1. Mengisi nilai MCF untuk TPA sebesar 0,8. 

2. Memasukkan nilai total sampah yang ditimbun di dalam TPST, ditambahkan jumlah sampah 

yang diolah melalui 3R baik di dalam dam dan di luar TPST Bantar Gebang. Data nilai total 

sampah yang dihitung adalah data sampah sejak tahun 1989. 

 

 

 

3. Melihat nilai emisi dari total sampah apabila dimasukkan ke dalam TPA open dumping. 

Diisi dengan jumlah sampah yang terangkut ke TPA open dumping 

Diisi dengan persentase komposisi sampah organik yang dikompos 
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Hasil perhitungan emisi di atas masih berupa emisi dalam bentuk gas CH4. Oleh karena itu, 

untuk menghitung jumlah emisi dalam bentuk gas CO2e, nilai tersebut dikonversi menjadi 

bentuk CO2e dengan menggunakan faktor konversi GWP (Global Warming Potential) gas CH4 

terhadap CO2. 

 

4. Menghitung nilai emisi dari proses composting (emisi CH4 dan N2O) 

CH4 (Metana)    N2O (Dinitro Oksida) 

  

 

5. Menghitung penurunan emisi dari proses komposting 

 

 

V.2.4.3 Aksi Mitigasi 3R 

Sama halnya dengan tingkat emisi baseline pada aksi komposting, tingkat emisi baseline 

adalah emisi yang dihasilkan sebelum dilakukan aksi mitigasi 3R. Data aktivitas emisi baseline 

adalah jumlah sampah (Gg) yang ditimbun baik di dalam dan di luar TPST Bantar Gebang 

termasuk jumlah sampah komposting dan 3R, serta data komposisi sampah tersebut. 

Penghitungan tingkat emisi baseline dilakukan dengan memasukkan data jumlah sampah dan 

Hasil emisi CH4 (metana) 



 Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta 

BAB V PELAPORAN PENURUNAN EMISI GRK | 133  
 

komposisi sampah, serta recovery oksidasi ke dalam spreadsheet IPCC 2006, sehingga diperoleh 

sejumlah nilai emisi GRK. 

Tingkat emisi mitigasi adalah emisi yang dihasilkan setelah dilaksanakan aksi mitigasi 3R. 

Data aktivitas emisi mitigasi adalah jumlah sampah (Gg) yang ditimbun baik di dalam dan di luar 

TPST Bantar Gebang dikurangi dengan jumlah sampah yang dipilah untuk kegiatan 3R, dan data 

gas yang direcovery untuk pembangkit listrik. Penghitungan tingkat emisi mitigasi dilakukan 

dengan memasukkan data jumlah sampah, komposisi sampah, dan gas yang direcovery ke dalam 

spreadsheet IPCC 2006. Hasil emisi yang diperoleh adalah jumlah emisi mitigasi. Reduksi emisi 

GRK dari aksi mitigasi 3R adalah selisih tingkat emisi baseline dan tingkat emisi mitigasi. 

Beberapa tahapan dalam proses perhitungan penurunan emisi dari aksi mitigasi 3R adalah sebagai 

berikut: 

1. Memasukkan nilai total sampah kertas (dan atau plastik) yang masuk ke dalam Bank Sampah, 

dimana dibandingkan dengan nilai emisi apabila sampah tersebut masuk ke dalam TPA open 

dumping. 

 

2. Menghitung nilai emisi dari total sampah kertas (dan atau plastik) apabila dimasukkan ke 

dalam TPA open dumping. 

 
3. Menghitung nilai penurunan emisi dari Bank Sampah 






















































































































































































































































































































